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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 250 TAHUN 2016

TENTANG

CRGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

bahwza untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan

Daerah Nomeor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubash terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibuketa Jakarta;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA SEKRETARIAT DAERAH.



BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

" Dalam Peraturan Gubernur ini yvang dimmaksud dengan :

1.

2.

10.

11
12.
13.

14.

15.

16,

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khubus
Ibukota Jakarta.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sekretariat Daerah adalah Sekﬁ‘etariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekmtaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Asisten Pemerintahan adalah  Asisten  Pemerintahan
Sekretaris Daerah. :

Asisten Perekonomian dan Keuangan adalah Asisten
Perekonomiandan Keuangan Sckretaris Daerah.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten
Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah;

Asisten Kesejahterasan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah.,

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjuinya
disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Badan Pengelola Aset Daerah yang seclanjutnya disingkat
BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Da&rah
Khusus Ibukota Jakarta.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Biro Organisasi dan Reformast Birokrasi yang selanjutnya
disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Biro adalah Biro pada Sckretariat Dacrah.

Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah.



17.

18.

19.

20.

21.

Satuan Polist Pamong Praja vang seclanjutnya disebut Satpol
PP adalah Satuan Polist Pamong Praja Provinsi Daerah
Khusus [bukota Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil
dan pegawal pemermtah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS]
Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur stal Pemerintah Daerah
yvang dipimpin  oleh seorang Seckretaris Daerah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur.

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten
Sekretaris Daerah.

Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur

~dalam  penyusunan  kebijakan dan  pengoordinasian

administratif {erhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat {1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a. penyvusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
angparan Sekretariat Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat Daerah;



¢. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;

d. pengeﬁdaiiam dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah;

¢. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  kebijakan
Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;

f. pembinaan administrasi dan aparatur Daerah;

g. pengelolaan  kepegawaian,  keuangan, barang  dan
kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah;

h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah
Daerah,;

i. pembinaan Kkelembagaan, ketatalaksanaan, pelavanan
publik, transparansi, akuntabilitas dan pelaporan
Perangkat Daerah;

j. penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama Daerah dan

protokol;

k. fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian,
pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial
serta mental spiritual;

I pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Gubernur; dan

m, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB I
ORGANISASI
Bagiarz Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daérah;

b. Asisten Pemerintahan;

c. Asisten Perekonomian dan Keuangan;

d. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

e. Asisten Kesejahteraan Rakyat; dan

{. Kelompok Jabatan Fungsional.



{2)

3)

(5)

©)

(7)

Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf b, terdiri dari ¢

a. Biro Tata Pemer_%ntah_an;l

b. Biro Hukum;

c. Biro Organisasi dan Reformas: Birokrasi,

d. Biro Kepala Déerah dan Kerjasama Luar Negeri; dan
e. Birec Umum.

Asisten Perekonomian dan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. Biro Perekonomian,; dan
b. Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :

a. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Asisten Kescjahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf f, terdin dari . '

a. Biro Kesejahteraan Sosial; dan
b. Biro Pendidikan dan Mental Sipiritual.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam
melaksanakan tugasnva berkedudukan & bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah vang
membidangi.

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini,

Bagian Kedua

Sekretaris Daerah

Pasal 5

Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

a.

membantu Gubernur dalam menyusun kehijakan
Pemerintahan Daerah;

memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugaé dan
fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3;

mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;



mengoordinasikan pengelolaan keuangan Daerah,;

mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah;

melaksanakan pembinaan aparatur;

melaksanakan tugas lain vang diberikan Gubernur; dan

. melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan pe}aksanéan

tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.
Bagian Ketiga
Asisten Pemerintahan

Pasal 6

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam :

a. mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan  pengawasan,

C.

perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian,
pengembangan SDM, kesatuan bangsa dan politik, pelayanan
administrasi DPRD, kependudukan, pencatatan sipil, penangeulangan
kebakaran, bencana, perlindungan masyarakat, ketenteraman,
ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan dacrah,
komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pemerintahan
dan kewilayahan, hukum, pelayanan publik, organisasi, reformasi
birokrasi dan administrasi kepala daerah;

. mengoordinasikan dan  mengendalikan pelaksanaan tugas

pengawasan, perencanaan, penelitian dan pengembangan,
kepegawaian, pengembangan SDM, kesatuan bangsa dan
politik, pelayanan administras: DPRD, kependudukan, pencatatan
sipil, penanggulangan kebakaran, bencana, perlindungan
masyarakat, ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan
perundang-undangan daerah, komunikasi dan informatika,
statistik, persandian, pemerintahan dan kewilayahan, hukum,
pelayanan publik, organisasi, reformasi birokrasi dan
administrasi kepala daerah;

mengoordinasikan penvusunan kebijakan ketatausahaan
Pemerintah Daerahy;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan; dan

c.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Asisten Pemerintahan.

Pasal 7

Asisten Pemerintahan mengoordinasikan :

2.

Inspektorat;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah;

C.

Badan Kepegawaian Daerah,;



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah;
Sekretariat DPRD;

Satpol PP;

Kota Administrasi; dan

. Kabupaten Administrasi.

Paragraf 1
Biro Tata Pemerimtahan
Pasal 8

Biroc Tata Pemerintahan mempunyail tugas melaksanakan
penyusunankebijakan, mengoordinasikan, memantau,
mengevaluasi dan membinapelaksanaan kebijakan otonomi
khusus, urusan pemerintahan, dekonsentrasi, ftugas
pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah,
Penanggulangan Bencana, Kebakaran, Polisi Pamong Praja,
Komumikasi, Informatika, Statistik, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, administrasi dan perangkat wilayah Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan,
Penataan dan Pengembangan Wilayah, Kelembagaan
Kemasyarakatan dan Kerja Sama Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Biro Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Tata Pemerintahan,;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Tata Pemerintahan;

¢. penyusunan  kebijakan  otonomi  kbusus, urusan
pemerintahan, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan
pemerintahan umum, kapasitas daerah, Penanggulangan
Bencana, Kebakaran, Polisi Pamong Praja, Komunikasi,
Informatika, Statistik, Kependudukan dan Pencatatan Sipii,
administrasi dan perangkat wilayalh Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan, Penataan
dan Pengembangan Wilayah, dan Kelembagaan
Kemasyarakatan;



pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijjakan  otonomi  khusus, urusan  pemerintahan,
dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemnerintahan umum,
kapasitas daerah, Penanggulangan Bencana, Kebakaran,
Polisi Pamong Praja, Komunikasi, Informatika, Statistik,
Kependudukan dan Pencatatan Sipl, administrasi dan
perangkat wilayah Kota Administrasi/Kabupaten
Administrast, Kecamatan, Kelurahan, Penataan dan
Pengembangan Wilayah, dan Kelembagaan Kemasyarakatan;

peruamusan kebijakan, pengoordinasian program, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan
kerja sama dengan provinsi dan kabupaten, perkotaan, serfa
lembaga/badan ;

pembinaan  pelaksanaan  tugas  Pemerintzh  Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan;

penelitian, pengkajian dan penyajian bahan pengembangan
wilayah;

. pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan;

penyusunan dan penghimpunan indikator penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

pengoordinasian, penghimpunan dan penyusunan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daeraly;

. pengoordinasian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro
Tata Pemerintahan;

pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro
Tata Pemerintahan;

pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Tata
Pemerintahan; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Tata Pemerintahan.

Pasal 9

{1) Susunan Organisasi Biro Tata Pemerintahan, sebagai berikut :

a. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari ¢

1.
2.

3

Subbagian Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan;
Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan
Pemerintahan Umum,; dan

Subbagian Kapasitas Daerah.



(2)

b. Bagian Bina Administrasi Kewilayvahan, terdiri dari ;

1. Subbagian Bina Administrasi dan Perangkat Wilayah;
2. Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah;dan
3. Subbagian Lembaga Kemasyarakatan.

¢. Bagian Kerjasama Daerah, terdiri dari ;

1. Subbagian Kerjasama Provinsi dan Kabupaten';
2. Subbagian Kerjasama l.embaga dan Badan;dan
3. Subbagian Kerjasama Perkotaan.

d. Bagian Tata Praja, terdiri dari :

1. Subbagian Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan
Polisi Pamong Praja;

2. Subbagian Komunikasi, Informatika, Statistik,
Kependudukan dan Catatan Sipil;dan

3. Subbagian Tata Usaha Biro.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Biro Tata Pemerintahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur
ini.

Pasal 10

 Bagian Otonomi Daerah merupakan Unit Kerja Bire Tata

Pemerintahan untuk melaksanakan fugas perumusan bahan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan
dan evaluasi kebijakan otonomi khusus, sinkronisasi urusan
pemerintahan, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan
pemerintahan umum, serta kapasitas daecrah. :

Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Biro Tata Pemerintahan.

Pasal 11

Bagian Otonomi Dacrah mempunyai tugas melaksanakan
perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi otonormi  khusus,
sinkronisasi urusan pemerintahan, dekonsentrasi, tugas
pembantuan dan pemerintahan umum, serta kapasitas
daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Bagian Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsti :

a, penyusunan - rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Otonomi Daerah;-
EX R .
b. pelaksanaan rencana strategis dan d{:}kumﬂn pelaksanaan
zmggaran Bagian Otonori Daerah; :



(1)

(3)

10

perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanasn kebijakan
otonomi khusus dan sinkronisasi yrusan;

perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
fasilitasi pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
dekonsentrasi, fugas pembantuan dan pemerintahan wmum;

perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
fasilitasi pemantavan dan evaluasi kebijakan kapasitas
daerah; dan

pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian Otonomi Daerah.

Pasal 12

Subbagian Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan
merupakan Satuan Kerja Bagian Otonomi Daerah untuk
melaksanakan  tugas perumusan  bahan  kebnyakan,
pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan
evaluasi  pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dan
sinkronisasi urusan.

Subbagian Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan
dipimpin oleh seorang  Kepala  Subbagian  vyang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Otonomi Daerah.

Subbagian Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan
mempunyal tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Otonomi Daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Otonomi Daerah sesuail
dengan lingkup tugasnysa;

¢. merumuskan bahan kebijjakan pelaksanaan otonomi
khusus dan urusan pemerintahan;

" d. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dan

urusan Pemerintahan sesual peraturan pelaksanaan
urusan;

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan pada perangkat daerah sesual SPM dan
NSPK Urusan Pemerintahan;

f. memfasilitasi pembinaan pelaksanaan otonomi khusus
dan urusan pemerintahan;

g. mengevaluasi dan fasilitasi harmonisasi peraturan
perundang-undangan scktoral dengan undang-undang
vang mengatur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
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h. menginventarisasi, menyimpan dan memelihara data

(1)

(<)

pemerintahan sesuail bidang tugas; dan

melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Otonomi Khusus dan Sinkronisasi
Urusan.

Pasal 13

Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan
Pemerintahan Umum merupakan Satuan Kerja Bagian
Otonomi Daerah untuk melaksanakan tugas perumusarn
bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi
pemantauan  dan  evaluast  kebijakan  pelaksanaan
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Pemerintahan
Umum.,

Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan
Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah.

Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan
Pemerintahan Umum mempunyai tugas @

a, menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Otonomi Daerah sesuail dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Otonomi Daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya,

c. merumuskan bahan kebijakan mengevaiuasi
pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan
Pemerintahan Umum;

d. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi memantau
dan mengevahuasi pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan dan Pemerintahan Umun;

e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksaﬁaan
peran  Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di
Daerah;

{. mengoordinasikan dan memfasilitasi hibah barang
hasil kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
dari Pemerintah kepada Daerah;

g. Mengoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan Pemerintahan Umum;

h. menginventarisasi, menyimpan dan memelihara data
pemerintahan sesuai bidang tugas; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan
dan Pemerintahan Umum.
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Pasal 14

{1} Subbagian Kapasitas Daerah merupakan Satuan Kerja

Bagian Otonomi Daerah untuk melaksanakan tugas
perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
fasilitasi pemantauvan dan evaluasi kebijjakan dalam upaya
meningkatkan kapasifas daerah.

(2} Subbagian Kapasitas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah.

{3) Subbagian Kapasitas Daerah mempunyai tugas :

(1)

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
' dan anggaran Bagzan Otonomlwi)derah sesual dengan
lingkup tugasnya; a0, S e

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Otonomi- Daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya; S

c. merumuskan bahan kebijakan dan pengkajian
pengembangan kapasitas daerah;

d. mengoordinasikan, membina, memifasilifasi memantau
dan mengevaluasi kinerja daerah;

e. melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data
pemerintahan;

f. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,;

g. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah }ang
dilakukan oleh Pemerintah;

h. menyusun memori serah-terima jabatan Gubernur;

1. menginventarisasi, menyimpan dan memelihara data
pemerintahan sesuai bidang tugas; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
- tugas Subbagian Kapasitas Daerah.

Pasal 15

Bagian Bina Administrasi Kewilayahan merupakan Unit
Kerja Biro Tata Pemerintahan untuk melaksanakan tugas
perumusan  bahan  kebiakan, koordinasi, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi dan pembinaan administrasi dan
perangkat wilayah, penataan dan pengembangan wilayah
serta lembaga kemasyarakatan.

Bagiari Bina Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Tata Pemermtahan.
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Pasal 16

(1) Bagian Bina Administrasi Kewilayahan mempunyail tugas
melaksanakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi,
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pembinaan
administrasi, sarana prasarana dan perangkat wilayah
kota/kabupaten administrasi, Kecamatan dan Kelurahan,
penataan dan pengembangan wilayah serta (koordinasi dan
fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan perumusan
kebijakan lembaga kemasyarakatan).

{2} Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Bagian Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan
fungsi -

a.. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran Bagian Bina Administrasi-Kewilayahan;

b. pelaksanaan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan  anggaran Bagian Bina Administrasi-
Kewilayahan;

¢, perumusan  bahan  kebijakan,  mengoordinasikan,
membina, memifasilitasi, memantau dan mengevaluasi
administrasi, dan perangkat Kota/Kabupaten

Adminisirasi, Kecamatan dan Kelurahan;

d. perumusan  bahan  kebijakan, mengoordinasikan,
membina, memifasilitasi, memantau dan mengevaluasi
penataan dan pengembangan wilayah serta sarana dan
prasarana  kantor dan rumah Kota/Kabupaten
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

e. perumusan  bahan  kebjjakan, mengoordinasikan,
membina, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi
penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan lain;

f. fasilitasi pengoordinasian kepada Kecamatan dan
Kelurahan dalamm mendukung pelaksanaan keglatan
pemungutan pajak di wilavahnya; dan

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Bina Administrasi Kewilayahan.

Pasal 17

(1} Subbagian Bina Administrasi dan Perangkat Wilayah
merupakan Satuan Kerja Bagian Bina Administrasi
Kewilayahan untuk melaksanakan tugas perumusan bahan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengembangan,
pendayagunaan, f{asilitasi, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan Kota/Kabupaten Administrasi, Kecarmnatan dan
Kelurahan,

(2} Subbagian Bina Administrasi dan Perangkat Wilayah dipimpin
oleh secorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bina
Administrasi Kewilayahar:.
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{(3) Subbagian Bina Administrasi dan Perangkat Wilayah
mempunyai tugas : : '

.

- dengan lingkup tugasnya;

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Bina Administrasi -Kewilayahan sesuai

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan  anggaran Bagian Bina  Adminisfrasi
Kewilayahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

melakukan  inventarisasi dan  pemutakhiran data
perangkat Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan secara periodik;

merurmuskan bahan kebijakan pendaiyagunaan perangkat
Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan
meliput: seleksi, promosi, demosi dan mutasi,

‘merumuskan bahan kebijakan pembinaan perangkat
Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

merumuskan bahan kebijjakan pedoman pelaksanaan
tugas dan pelaporan administrasi Kota/Kabupaten
Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan;

mengoordinasikan, membina, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi  serta  pelaporan
administrasi Kota/Kabupaten Administrasi, - Kecamatan
dan Kelurahan; '

melaksanakan fasilitasi pengoordinasian kepada
Kecamatan  dan  Kelurahan  dalam  mendukung
pelaksanaan kegiatan pemunguian pajak di wilayahnya;
dan

memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan
tugas  dan  fungsi Kota/Kabupaten — Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan dengan pihak lain yang ruang
lingkupnya lintas wilayah atau lintas sektoral; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Bina Administrasi dan Perangkat Wilayah.

Pasal 18

Subbagian  Penataan dan  Pengembangan — Wilayah
merupakan  Satuan  Kerja Bagian Bina Administrasi
Kewilayahan untuk melaksanakan tugas perumusan bahan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaaan, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan dan
pengembangan wilayah.

Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian vang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bina
Administrasi Kewilayahan.
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(3) Subbagian Penataan dan  Pengembangan  Wilayah
mempunyai tugas :

a,

menyusun bahan rencana sirategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Bina Administrasi Kewilayahan
sesuai dengan lingkup tugasnya; '

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Baglan Bina  Administrasi
Kewilayahan sesuai dengan lingkup tugasnya,;

melaksanakan kegiatan pengkajian dan perumusan
bahan kebijakan penataan dan pengembangan wilayah;

melaksanakan kegiatan pengkajian dan perumusan
bahan kebijakan rupabumi, toponimi, dan batas wilayah;

melaksanakan kegiatan penyusunan bahan profil
wilayah, tipologi, rupabumi, toponimi, batas wilayah,
kodifikasi wilayah dan potensi wilayah;

mengoordinasikan, memifasilitasi, memantau dan
mengevaluasi penyelenggaraan penataan dan
pengembangan wilayah;

melaksanakan pemantauan, inventarisasi, dan
harmonisasi titik koordinat pilar batas daerah;

mengeordinasikan, memantau dan  mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan standarisasi kantor dan rumah
dinas jabatan camat dan lurah;

melaksanakan inventarisasi dan pengendalian
penggunaan kantor, rumah dinas jabatan, kendaraan
dinas dan Lkendaraan operasional Kecamatan dan
Kelurahan;

melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi
kebijakan maskot/cini wilayah;

menginventarisasi, menyimpan dan memelihara data
pemerintahan sesuai bidang tugas; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 19

{1) Subbagian Lembaga Kemasyarakatan merupakan Safuan
Kerja Bagian Bina Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan, bahan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan lembaga
kemasyarakatan lain.

Subbagian Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bina Administrasi
Kewilayahan.
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Subbagian Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Bina Administrasi Kewilayahan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Bina  Administrasi
Kewilayahan sesuat dengan lingkup tugasnya;

c¢. merumuskan bahan kebijakan penyelenggaraan Dewan
Kota/Dewan Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan,
Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta lembaga
kemasyarakatan lainnya;

d. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, memantau dan
mengevaluasi penyelenggaraan Dewan Kota/Dewan
Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Rukun Warga
dan Rukun Tetangga serta lembaga kemasyarakatan
lainnya;

e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi pelaporan
Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Lembaga Musyawarah
Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta
lembaga kemasyarakatan lainnya;

f. memiasilitasi penvelesalan permasalahan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Musyawarah
Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

g. mengoordinasikan dan memiasilitasi kegiatan lain yang
berkaitan dengan lembaga kemasyaratan;

h. menginventarisasi, menyimpan dan memelhara data
pemerintahan sesuai bidang tugas;

i. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Bina Wilayah;

j. mengoordinasikan  penyusunan  laporan  keuangan,

kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Bina Wilayah;
dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Subbagian Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 20

Bagian Kerjasama Daerah merupakan Unit Kerja Biro Tata
Pernerintahan untuk melaksanakan tugas  perumusan
kebijakan, pengoordinasian program, pembinaan, fasilitasi,
pemantauvan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kerja
sama daerah.

Bagian Kerjasama Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan.
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Pasal 21
Bagian Kerjasama Daerah mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan, pengoordinasian program, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan
kerja sama daerah..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bagian Kerjasama Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penvusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Baglan Kerjasama Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Kerjasama Daerah;

c. perumusan dan pembahasan kebijakan kerjasama daerah;
d. pengoordinasian penvusunan program kerjasama daerah,;
e. pembinaan pelaksanaan kerjasama daerah;

f. fasilitasi penyusunan naskah dan penyelenggaraan
kerjasama daerah;

g. pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kerja
sama daerah;

h. pemberian rekomendasi hibah dan bantuan keuangan;

i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan dukungan terhadap
forum kerja sama daerah dan/atau asosiasi pemerintahan
daerah dan/atau asosiasi forum pemerintah daerah
lainnva; dan

j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian Kerjasama Daerah.
Pasal 22

Subbagian Kerjasama Provinsi dan Kabupaten merupskan
Satuan Kerja Bagian Kerjasama Daerah dalam pelaksanaan
kegiatan perumusan kebijakan, pengoordinasian program,
pembinaan, pemantauan dan  evaluasi  administrasi
pelaksanaan kerja sama provinsi dan kabupaten.

Subbagian Kerjasama Provinsi dan Kabupaten dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertangpung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Daerah.

Subbagian Kerjasama Provinsi dan Kabupaten mempunyai
fugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Kerjasama Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya,
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b. melaksanakan rencana sirategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Kerjasama Dacrah sesuail
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan  inventarisasti bahan  terkait  dengan
perumusan kebijakan Kerjasama Provinsi dan Kabupaten,

d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi dalam
rangka pembinaan pelaksanaan kerjasama Provinsi dan
Kabupaten;

e. melaksanakan penawaran kerjasama dan/atau membahas
usulan kerja sama Provinsi dan Kabupaten;

{. melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan
naskah kerja sama Provinsi dan Kabupaten,

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi
kerjasama Provinsi dan Kabupaten;

g. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan dukungan terhadap
forum kerja sama daerah;

i. melaksanakan Dokumentasi produk naskah kerjasama
Provinsi dan Kabupaten; dan

h. melaporkan dan memperianggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Kerjasama Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 23

Subbagian Kerjasama Perkotaan merupakan Satuan Kerja
Bagian Kerjasama Daerah dalam pelaksanaan kegiatan,
perumusan kebijakan, pengoordinasian program, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan
keria sama perkotaan.

Subbagian Kerjasama Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Daerah.

Subbagian Keriasama Perkotaan mempunyai fugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Kerjasama Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Kerjasama Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

c. melaksanakan  inventarisasi bahan  terkait dengan
perumusan kebijakan kerjasama perkotaan;

d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi dalam
rangka pembinaan pelaksanaan kerjasama perkotaan,;

e. melaksanakan penawaran kerjasama dan/atau membahas
usulan kerjasama perkotaan,
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f. melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan
naskah kerja sama perkotaan;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi
kerjasama perkotaan;.

h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan dukﬁngan terhadap
forum kerja sama daerah,;

i. melaksanakan pemberian rekomendasi hibah dan bantuan
keuangan;

1. melaksanakan Dokumentasi produk naskah Kkerjasama
perkotaan

j. melaksanakan Fasilitasi Kerjasama Perkotaan skala
regional.

k. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Kerjasama Perkotaan.

Pasal 24

Subbagian Kerjasama Lembaga dan Badan merupakan Satuan
Kerja Bagian Kerjasama Daerah dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan kebijakan, pengoordinasian program, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan
kerjasama antar lembaga dan badan.

Subbagian Kerjasama Lembaga dan Badan dipimpin oleh
scorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Daerah.

Subbagian Kerjasama Lembaga dan Badan mempunyal tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Kerjasama Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya,

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Kerjasama Dacrah sesuai
dengan ingkup tugasnya; ot

c. melaksanakan  inventarisasi bahan  terkait dengan
perumusan kebijakan kerjasama lembaga dan badan;

d. melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi dalam
rangka pembinaan pelaksanaan kerjasama daerah dengan
lembaga dan badan;

e. melaksanakan penawaran Kerjasama dan/atau membahas
usulan kerjasama lembaga dan badan,

f. melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan
naskah kerja sama daerah dengan Lembaga dan Badan;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi kerja
sama lembaga dan badan;
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h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan duk‘tzngam
terhadap asosiasi pemerintah dacrah dan/atau asosiasi
pemerintah daerah lainnya;

h. mel&ksanakan_ Dokumentasi produk naskah kerjasamsa
lemmbaga dan Badan;

i. melaporkan dan me.mpertanggung}'&wabkan pelaksanaan
fugas Subbagian Kerjasama Lembaga dan Badan.

Pasal 25

Bagian Tata - Praja merupakan Unit Kerja Biro Tata
Pemerintahan dalam pelaksanaan perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan bidang administrasi
kependudukan, ketentraman, ketertiban umum  dan
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,
persandian, statistic serta pengelolaan ketatausahaan biro.

Bagian Tata Praja dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Biro Tata Pemerintahan.

Pasgl 26

‘Bagian Tata Praja mempunyai tugas menunuskan,

mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan  kebijakan  urusan  bidang  administrasi
kependudukan, ketentraman, ketertiban umum  dan
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,
persandian, statistic serta pengelolaan ketatausahaan biro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bagian Tata Praja menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran; Baglan Tata Praja;

b. pciaksanaan rencana strategis dan dokumen pelak%anaan
anggaran Bagian Tata Praja; : »

¢. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan
urusarn pemerintah bidang administrasi
kependudukan, ketentraman, ketertiban wumum  dan
perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika,
persandian, statistik;

d. pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang
administrasi kependudukan, ketentiraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan
informatika, persandian, statistik;

e. fasilitasi Asisten Pemerintahan dalam hal pengoordinasian
urusan penunjang pemerintah daerah bidang pengawasan,
perencanaan, penelifian dan pengembangan, kesbangpol,
kepegawaian, pengembangan SDM dan keseckretariatan
DPRD.
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f. pelaksanaan ketatausahaan biro;

g. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran, scria dokumen pelaksanaan anggaran
Biro Tata Pemerintahan;

h. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja,
kKegiatan dan akuntabilitas Biro Tata Pemerintahan; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian Tata Praja.

Pasal 27

Subbagian penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Polisi
Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Bagian Tata Praja
untuk melaksanakan tugas perumusan, pengoordinasian,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan
urusan pemerintah daerah bidang ketentraman dan ketertiban
umum meliputi penanggulangan Bencana, Kebakaran, dan
Polisi Pamong Praja.

Subbagian penanggulangan Bencana, Kebakaran, dan Polisi
Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bagian Tata Praja.

Subbagian penanggulangan Bencana, Kebakaran, dan Polisi
Pamong Praja mempunyai tugas : '

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Tata Praja sesual dengan lingkup
fugasnya,

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Tata Praja sesual dengan
lingkup tugasnya;

c. memfasilitasi perumusan, penyusunan dan pembahasan
bahan kebyjakan wrusan pemerintah daerah bidang
ketentraman dan ketertiban umum meliputi penanggulangan
Bencana, Kebakaran, dan Polisi Pamong Praja;

d. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebjakan urusan permerintah
daerah bidang ketentraman dan ketertiban ummun meliputt
penanggulangan Bencana, Kebakaran, dan Polisi Pamong
Praja;

e. menghimpun, mengolah, memelihara, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi pelaksanaan kebijakan
urusan pemerintah  daerah bidang ketentraman dan
ketertiban umum meliputi  penanggulangan Bencana,
Kebakaran, dan Polisi Pamong Praja;

f. memfasilitasi penyelesaian masalah kebijakan urusan
pemerintah  daerah bidang ketentraman dan ketertiban
umum meliputi penanggulangan Bencana, Kebakaran, dan
Polisi Pamong Praja;
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g, memiasilitasi  Asisten  PEmeerintahan  dalam  hal
mengoordinasikan Sekretariat ~ DPRD, Inspektorat,
Bappeda, Bakesbangpols

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian penanggulangan Bencana, Kebakaran,
dan Polisi Pamong Praja.

Pasal 28

Subbagian Komunikasi, Informatika, Statistik, Kependudukan
dan Catatan Sipil merupakan Satuan Keria Bagian Tata Praja
untuk melaksanakan kegiatan perumusan, pengoordinasian,
pembinagan, pemantauan, evaluasi kebijakan  urusan
pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika,
persandian, Statistik dan administrasi Kependudukan.

Subbagian Komunikasi, Informatika, Statistik, Kependudukan
dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BagianTata Praja.

Subbagian Kbmunikasi, Informatika, Statistik, Kependudukan
dan Catatan Sipil mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Tata Praja sesuai dengan lingkup
tugasnys;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Tata Praja sesual dengan lingkup
tugasnya;

c. memfasilitasi  perumusan, penyvusunan dan pembahasan
bahan Kkebijakan urusan pemerintah daerah bidang
Komunikasi dan Informatika, persandian, Statistik dan
administrasi Kependudukan;

d. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, memantau dan
mengevaluast pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah
daerah bidang Komunikasi dan Informatika, persandian,
Statistik dan administrasi Kependudukan;

e. menghimpun, mengolah, memelihara, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi pelaksanaan kebijakan
urusan pemerintah daerah  bidang Komunikasi dan
Informatika, persandian, Statistik dan administrasi
Kependudukan; ‘

f. memfasilitasi penyelesaian masalah kebijakan wurusan
pemierintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika,
persandian, Statistik dan administrasi Kependudukan;

g. memfasilitasi Asisten Pemerintahan dalam hal
mengoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah dan Badan
Pengembangan SDM; -
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h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Komunikasi, Informatika, Statistik,
Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja Bagian
Tata Praja dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
kepegawaian, keuangan, barang, surat-menyurat dan kearsipan
serta kerumahtanggaan Biro Tata Pemerintahan.

Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Tata Praja.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Tata Praja sesuai dengan hngkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencara strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Tata Praja sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang Biro Tata Pemerintahan;

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Biro Tata Pemerintahan,;

e. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi
Biro Tata Pemerintahan,;

f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana kerja Biro Tata Pemerintahan;

g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, kemdahan,
keamanan dan ketertiban kantor Biro Tata Pemerintahan;

h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara
Biro Tata Pemerintahan;

i. melaksanakan pengelclaan teknologi informasi Biro Tata .
Femerintahan, '

j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Biro
Tata Pemerintahan,;

k. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis,
rencana kerja dan anggaran Biro Tata Pemerintahan;

1. melaksanskan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Tata Pemerintahan;

m. menghimpun  bahan, menganalisis dan mengajukan
kebutuhan prasarana dan sarana Biro Tata Pemerintahan;
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n. menghimpun bahan dan menvusun laporan keuangan,
kegiatan, kKinerja dan akuntabilitas Biro Tata
Pemerintahan;

0. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Tata Praja;

p. mengoordinasikan  penyusunan  laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja darn akuntabilitas Bagian Tata Praja; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha Biro.

Paragraf 2
Bire Hukum
Pasal 30

Birc Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
harmonisasi, penelitian dan pengembangan, pengundangan
produk hukum dacrah, publikasi dan dokumentasi peraturan
perundang-undangan, pemberian pertimbangan, bantuan,
pelayanan hukum, kerjasama serta hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Birc Hukum;

b. pelaksanaan rencana sirategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Hukum;

¢. penviapan, penyusunan, penyelarasan, harmonisasi dan
pengundangan peraturan perundang-undangan daerah;

d. pemberian pertimbangan, bhantuan dan/atau
pendampingan  hukum kepada pimpinan, Perangkat
Dacrah dan pegawai daerah;

e. penanganan sengketa hukum antara pemerintah daerah
dengan pihak lain;

f.  perlindungan hak asasi manusia;

g. penelitian dan pengembangan hukum serta evaluasi
peraturan perundang-undangan daerah;

h. pemberian pertimbangan hukum terhadap proses kerja
sama;

i. pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

j. pengundangan dan publikasi peraturan perundang-
undangan daerah;

k. penyelenggaraan kepustakaan hukum;
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. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro

Hukum;

m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro

Hukum;

n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Hukumn;

dan

0. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi Biro Hukum.
Pasal 31
Susunan Organisasi Biro Hukum, sebagai berikut :
a. Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari :

1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Keuangan; .

2. Subbagian  Peraturan  Perundang-undanganBidang
Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan

3. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

b. Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdini
dari :

1. Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Pertanahan dan
Tata Ruang;

2. Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Aset, Prasarana
dan Sarana Umum; dan

3. Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Perumahan dan
Hak Asasi Manusia,

c. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :

1. Subbagian Bantuan Hukum I;
2. Subbagian Bantuan Hukum II; dan
3. Subbagian Bantuan Hukum IIL

d. Bagian Dokumeniasi dan Publikast Hukum, terdiri dari :
1. Subbagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukum;

2. Subbagian Publikasi Hukum,; dan
3. Subbagian Tata Usaha Biro.

e, Sub Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Biro Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur inl.

Pasal 32

Bagian Peraturan Perundang-undangan merupakan Unit Kerja
Biro Hukum dalam pelaksanaan penviapan, pengeordinasian,
perurnusan, penyusunan, harmonisasi, evaluasi, pengkajian dan
sosialisasi rancangan peraturan perundang-undangan daerah
dan naskah kerja sama.
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{2} Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biroc Hukum.

Pasal 33

(1) Bagian Peraturan Perudang-undangan mempunyai tugas
melaksanakanpenyiapan, pengoordinasian, perumusan,
penyusunan, harmonisasi, evaluasi, pengkajian dan sosialisasi
rancangan peraturan perundang-undangan daerah dan naskah
kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan
fungsi :

a.

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Peraturan Perundang-undangan;

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Peraturan Perundang-undangan;

penyiapan bahan pengoordinasiaan penyusunan
peraturan perundang-undangan;

pemberian pendapat dan pertimbangan dalam penyusunan
produk hukum daerah dan naskah kerja sama;

penyiapan  bahan  harmonisasi dan  sinkronisasi
penyusunan peraturan perundang-undangan,

fasilitasi perumusan rancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur;

penyusunan rancangan produk hukum dacrah dan
naskah kerjasama;

fasilitasi pembahasan rancangan produk hukum daerah;
pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah;

pelaksanaan koordinasi penyusunarn peraturan

perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi pembahasan peraturan
perundang-undangan dan nasksh kerjasama;

penvelarasan naskah akademik ranperda ;

. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian produk hukum

daeraly;

pengoordinasiaan dengan instansi terkait mengenat
evaluasi produk hukum daerah;

melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah
dinas; .



27

p. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang
diselenggarakan SKPD/UKPD dan instansi terkait lainnya;

q. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan perintah
pimpinan;dan

1. pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

{1} Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang

(2)

Perekonomian dan Keuangan merupakan Satuan Kerja Bagian
Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan
penyviapan,  pengoordinasian, — perumusan,  penyusunan,
harmonisasi, evaluasi, pengkajian dan sosialisasi rancangan
peraturan perundang-undangan dacrah dan naskah kerjasama
bidang Perekonomian dan Keuangan.,

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Peraturan Perundang-undangan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagilan Peraturan Perundang-
undangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. melaksanakan  penyiapan  bahan  pengoordinasiaan
penyusunan peraturan perundang-undangan  bidang
Perekonomian dan Keuangan;

d. melaksanakan penyiapan bahan  harmonisasi dan
- sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan
bidang perekonomian dan keuangan;

e. melaksanakan pemberian peﬁdapat dan masukan dalam
penyusunan produk hukum daerah bidang perekonomian
dan keuangan; '

f. melaksanakan fasilitasi perumusan rancangan produk
hukum dacrah bidang perekonomian dan keuangan;

g. melaksanakan penyusunan rancangan produk hukum
daerah bidang perckonomian dan keuangan;

h. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan
peraturan perundang-undangan bidang perekonomian dan
keuangan;
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1. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan
perundang-undangan bidang perekonomian dan keuangan;

j. melaksanaan koordinasi pembahasan peraturan

perundang-undangan bidang perekonomian dan keuangan;

k. melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah
dinas;

1. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang
diselenggarakan SKPD/UKPD dan instansi terkait lainnya,;

m. melaksanakan fungsi lain sesual dengan perintah
pimpinan;

n. penyelarasan  naskah akademik rancangan peraturan
daerah bidang perekonomian dan keuangan,;

o. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian produk hukum

daerah bidang perekonomian dan keuangan;

p. pengoordinasiaan  dengan  instansi  terkait mengenai
evaluasi produk hukum daerah bidang perekonomian dan
keuangan;

g. mengikuti  pembahasan rancangan peraturan Daerah
bidang perekonomian dan keuangan bersama DPRD; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Keuangan.

Pasal 35

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan Hidup merupakan Satuan
Kerja Bagian Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan
kegiatan penyiapan, pengocordinasian, perurmusan, penyusunan,
harmonisasi, evaluasi, pengkajian dan sosialisasi rancangan
peraturan perundang-undangan daerah dan naskah ketjasama
bidang pembangunan dan lingkungan hidup.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan
Perundang-undangan.

Sui:abagian_ Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Baglan Peraturan Pemndangwundangan sesual
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
- anggaran Baglan Peraturan Perundang-undangan sesuai
dengan lingkup tugasnya;
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melaksanakan  penyiapan  bahan  pengoordinasiaan
penyusunan peraturan perundang-undangan hidang
Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

melaksanakan penyiapan bahan harmonisasi dan
sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan
bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

melaksanakan pemberian pendapat dan masukan dalam
penvusunan produk hukum daerah bidang Pembangunan

~dan Lingkungan Hidup;

melaksanakan fasilitasi perumusan rancangan produk
hukum daerah bidang Pembangunan dan Lingkungan
Hidup,; "

melaksanakan penyusunan rancangan produk hukum
daerah bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan
peraturan perundang-undangan bidang Pembangunan dan
Lingkungan Hidup;

melaksanakan = koordinasi penyvusunan peraturan
perundang-undangan bidang Pembangunan dan
Lingkungan Hidup;

melaksanaan koordinasi pembahasan peraturan
perundang-undangan bidang Pembangunan dan

Lingkungan Hidup;

melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah
dinas; ' '

memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang
diselenggarakan SKPD/UKPD dan instansi terkait lainnva;

melaksanakan fungsi lain 'sesual dengan perintah
pimpinan;

penyelarasan naskah akademik rancangan peraturan
dacrah bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

pelaksanaan evaluasi dan pengkajian produk hukum
dacrah bidang Pernbangunan dan Lingkungan Hidup;

pengoordinasiaan dengan instansi terkait mengenai
evaluasi praduk hukum daerah bidang Pembangunan dan

Lingkungan Hidup;

mengikuti pembahasan rancangan peraturan Daersh
bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup bersama
DPRD; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
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Pasal 36

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan Satuan
Kerja  Bagian  Peraturan  Perundang-undangan  dalam
pelaksanaan kegiatan penyiapan, pengoordinasian,
perumusan, penyvusunan, harmonisasi, evaluasi, pengkajian
dan sosialisasi rancangan peraturan perundang-undangan

daerah dan nasksh kerjasama bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan
Perundang-undangan. '

Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Peraturan Perundang-undangan sesuat
dengan lingkup tugasnya; '

b. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Peraturan Perundang-
undangan sesual dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan  penyiapan bahan  pengoordinasiaan
penyusunan peraturan perundang-undangan bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

d. melaksanakan penyiapan bahan harmonisasi dan
sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan
bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

e. melaksanakan pemberian pendapat dan masukan dalam
penyusunan produk hukum daerah bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat;

f. melaksanakan fasilitasi perumusan rancangan produk
hukum daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;

g. melaksanakan penyusunan rancangan produk hukum
daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

h. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan
peraturan perundang-undangan bidang Pemerintahan dan
Keseiahteraan Rakyat;

i. melaksanakan koordinasti penyusunan peraturan
perundang-undangan bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;

j. melaksanaan koordinasi.  pembahasan peraturan

perundang-undangan bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;
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k. melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah
dinas;

1. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi vang
diselenggarakan SKPD/UKPD dan instansi terkait lainnya;

m. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan perintah
pimpinan,

n. penyelarasan naskah akademik rancangan peraturan
daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

0. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian produk hukum
daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

p. pengoordinasiaan dengan instansi terkait mengenai
evaluasi produk hukum daerah bidang Pemerintahan dan
Kesegjahteraan Rakyat;

gq. mengikuti pembahasan rancangan peraturan Daerah
bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama
DPRD; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 37

Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan
Unit Kerja Biro Hukum dalam pemberian pelayanan hukum,
penyelesaian sengketa hukum dan hak asasi manusia.,

Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Pasal 38

Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai
tugas memberikan pelayanan hukum, penyelesaian sengketa
hukum dan hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
menyelenggarakan fungsi ;

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asast
Manusia;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

¢. pemberian pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan
Aparatur Daerah dalam kedinasan;
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d. penerimaan pengaduan masyarakat terkait sengketa hukum
antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan
Pemerintah daerah atau instansi lainya;

e. pelaksanaan koordinasi penyeiesaian pengaduan masyarakat
dengan SKPD/UKPD dan instansi lainnya;

f. pelaksanaan mediasi dan fasilitasi antar para pihak yang
berselisih dan bersengketa;

g. pelaksanaan konsultasi hukum bagi SKPD/UKPD,
masyarakat dan swasta;

h. pelaksanaan pendampingan bagi SKPD/UKPD dalam
menerima pengunjuk rasa;

i. pemberian pendapat dan pertimbangan hukum kepada
pimpinan SKPD/UKPD terkait pengaduan masyarakat;

j. pelaksanakan penghimpunan bahan penyelesaian permasalahan

hukum terkait pertanahan, tata ruang, aset Pemerintah
Daerah, perumahan dan HAM;

k. pemberian pertimbangan hukum kepada Gubernur dalam
upava penyelesaian  permasalahan hukum  terkait
pertanahan, tata ruang, aset Pemerintah Daerah,
perumahan dan HAM;

1. pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan SKPD/UKPD
dan/atau instansi terkait dalam rangka penyelesaian
Sengketa Hukum dan HAM;

m. pemberian pendapat hukum pada rapat koordinasi yang
diselenggarakan pada SKPD/UKPD dan instansi terkait
lainnya;

n. fasilitasi pengkoreksian dan penelitian perbal naskah
dinas; dan

0. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas
Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Pertanahan dan Tata
Ruang merupakan Satuan Kerja Bagian Pelayanan Hukum
dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan pelayanan
hukum, penyelesaian sengketa hukum bidang pertanahan dan
tata ruang.

Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Pertanahan dan Tata
Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Pertanahan dan Tata
Ruang mempunyai tugas :

a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi
Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;
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b. melaksanakan rencana strategis  dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayvanan Hukum dan
HAM sesuai dengan hingkup tugasnya ;

c. memberikan pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan
Aparatur Daerah dalam kedinasan bidang pertanahan dan
tata ruang;

d. menerima pengaduan masyarakat terkait sengketa hukum
antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat
dengan Pemerintah daerah atau instansi lainya bidang
pertanahan dan tata ruang;

e. melaksanakan  koordinasi penyelesaian  pengaduan
masyarakat dengan SKPD/UKPD dan instansl lainnya
bidang pertanahan dan tata ruang;

f. melaksanakan mediasi dan fasilitasi antar para pihak yang
berselisih dan bersengketa bidang pertanahan dan tata
ruang;

g. melaksanakan konsultasi hukum -bagi SKPD/UKPD,
masyarakat dan swasta bidang pertanahan dan tala
ruang;

h. melaksanakan pendampingan bagi SKPD/UKPD dalam
menerima pengunjuk rasa bidang pertanahan dan tata
ruang;

i. memberikan pendapat dan pertimbangan hukum kepada
pimpinan SKPD/UKPD terkait pengaduan masyarakat
bidang pertanahan dan tata ruang;

j. melaksanakan penghimpunan bahan  penyelesaian

permasalahan hukum bidang pertanahan dan tata ruang;

k. memberikan pertimbangan hukum kepada Gubernur
dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum bidang
pertanahan dan tata ruang;

. melaksanakan koordinasi dengan SKPDR/UKPD dan/atau
instansi terkait dalam rangka penyelesaian sengketa
hukum bidang pertanahan dan tata ruang;

m. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang
diselenggarakan pada SKPD/UKPD dan instanst terkait
lainnya;

n. melaksanakan fasilitasi pengkoreksian dan penelitian
perbal naskah dinas; dan :

0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Pertanahan
dan Tata Ruang.

Pasal 40

Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Aset, Sarana dan
Prasarana Umum merupakan Satuan Keria Bagian Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan
pelayanan hukumn, penyelesaian sengketa hukum bidang Aset,
Sarana dan Prasarana Umum.
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(2) Subbagian Pelayanan Hukum bidang Aset, Sarana dan
Prasarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

{3) Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Aset, Sarana dan
Prasarana Umum mempunyai fugas :

a.

menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagilan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi
Marnusia sesual dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan
Hak Asasi Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

memberikan pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan
Apsratur Daerah dalam kedinasan bidang Aset, Sarana
dan Prasarana Umum,

menerima pengaduan masyarakat terkatt sengketa hukum
antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat
dengan Pemerintah daerah atau instansi lainya bidang
Aget, Sarana dan Prasarana Umum;

melaksanakan  koordinasi penyelesalan  pengaduan
masyarakat dengan SKPD/UKPD dan instansi lainnya
bidang Aset, Sarana dan Prasarana Umum;

melaksanakan mediasi dan fasilitasi antar para pthak yang
berselisih dan bersengketa bidang Aset, Sarana dan
Prasarana Umum;

melaksanakan konsultasi hukum bagi SKPD/UKPD,
masyarakat dan swasta bidang Aset, Sarana dan
Prasarana Umum;

melaksanakan pendampingan bagi SKPD/UKPD dalam
menerima  pengunjuk rasa bidang Aset, Sarana dan
Prasarana Umum;

memberikan pendapat dan pertimbangan hukum kepada
pimpinan SKPD/UKPD terkait pengaduan masyarakat
bidang Aset, Sarana dan Prasarana Umum;

melaksanakan  penghimpunan  bahan  penyelesaian
permasalahan hukum bidang Aset, Sarana dan Prasarana
Umum;

memberikan pertimbangan hukum kepada Gubernur
dalam upava penyelesalan permasalahan hukum bidang
Aset, Sarana dan Prasarana Umum;

melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi terkait dalam rangka penyelesaian sengketa
hukum bidang Aset, Sarana dan Prasarana Umum;

. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang

diselenggarakan pada SKPD/UKPD dan instanst terkait
lainnya;

. melaksanakan fasilitasi pengkoreksian dan penelitian

perbal naskah dinas; dan
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melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pelayvanan Hukum Bidang Aset, Sarana
dan Prasarana Umum.

Pasal 41

{1} Subbagian Pelayvanan Hukum Bidang Perumahan dan Hak
Asasi Manusia merupakan Satuan Kerja Bagian Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan kegiatan
pengembangan hak asasi manusia.

Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Perumahan dan Hak
Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Pelayanan Hukum.

Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Perumahan dan Hak
Asasi Manusia mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi
Manusia sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Hukum dan Hak
Asasi Manusia sesual dengan lingkup tugasnya;

memberikan pertimbangan hukum kepada Pimpinan dan
Aparatur Daerah dalam kedinasan bidang Perumahan;

menerima pengaduan masvarakat terkait sengketa hukum
antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat
dengan Pemerintah daerah atau instansi lainya bidang
Perumahan;

melaksanakan  koordinasi  penyelesaian  pengaduan
masyarakat dengan SKPD/UKPD dan instansi lainnya
bidang Perumahan;

melaksanakan mediasi dan fasilitasi antar para pthak yvang
berselisih dan bersengketa bidang Perumahaun;

melaksanakan  konsultasi hukum  bagi SKPD/UKPD,
masyarakat dan swasta bidang Perumahan;

melaksanakan pendampingan bagi SKPD/UKPD dalam
menerima pengunjuk rasa bidang Perumahan;

memberikan pendapat dan pertimbangan hukum kepada
pimpinan SKPD/UKPD terkait pengaduan masyarakat
bidang Perumahan;

melaksanakan fasilitasi pengkoreksian dan penelitian
perbal naskah dinas;

melaksanakan  penghimpunan  bahan  penyelesaian
permasalahan hukum bidang Perumahan;

memberikan  pertimbangan hukum  kepada Gubernur
dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum bidang
Peruamahan;
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m. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi terkait dalam rangka penyelesaian sengketa
hukum bidang Perumahan;

n. memberikan pendapat hukum pada rapat koordinasi yang
diselenggarakan pada SKPD/UKPD dan instansi terkait
lainnya,

0. menghimpun bahan dan menyusun rencana dan program
perlindungan hak asasi manusia;

p. melaksanakan kegiatan perlindungan hak asasi manusia;

q. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi perlindungan hak
asasl manusia;

r. melaksanakan koordinasi, konsultasti dan kerjasama
dengan instansi/lembaga terkait di bidang hak asasi
manusia;

s. menyiapkan bahan  perumusan  kebijakan  teknis
penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan hak asasi
Mantisia;

t. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana Keria dan anggaran Bagian Pelayvanan Hukum
dan Halk Asasi Manusia; '

u. mengoordinasikan  penyusunan  laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Perumahan
dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 42

Bagian Bantuan Hukum merupakan Unit Kerja Biro Hukum
dalam pemberian bantuan hukum.

Bagian Bantuan Hukum dipimpin ¢leh seorang Kepala Bagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Biro Hukum.

Pasal 43

Bagian Bantuan Hukum merupakan unit kega Biro Hukum
dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Bantuan Hukum sesuai dengan lingkup
tugasnya;
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pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Bantuan Hukum sesual dengan lingkup
tugasnya;

pelaksanaan penanganan perkara hukum dalam di bidang
litigasi meliputi uji materiil peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang, perkara perdata, perkara pidana,
perkara tata usaha Negara dan perkara di Badan Peradilan
Lainnya;

pemberian pertimbangan dan/atau perlindungan hukum
kepada Pimpinan dan Aparatur Daerah;

pemberian  pertimbangan dan/atau perlindungan hukum
bagi SKPD/UKPD;

pelaksanaan rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD dan
pihak-pihak  terkait dalam rangks penanganan perkara
hukum di bidang litigasi;

pendatangan SKPD/UKPD dan pihak-pihak terkait dalam
rangka pengumpulan bukti dalam rangka penanganan
perkara hukum di bidang dalam litigasi;

pelaksanaan pengadministrasian perkara hukum di bidang
litigast dan pendokumentasian putusan/penetapan
pengadilan dan bukti perkara;

pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi penegak
hukum dalam rangka penyelesaian perkara hukum di bidang
litigasi;

pelaksanaan kerjasama dan - koordinasi dengan kantor
hukum dan organisasi bantuan hukum dalam rangka
penyelesaian permasalahan Hukum Pemerintah Daerah;

pengkoreksian dan penelitian perbal naskah dinas;

pemberian pendapat hukum pada rapat koordinasi yang
diselenggarakan oleh SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait;

pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah pimpinan; dan

Pelaporan dan Pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
bagian Bantuan Hukum.

Pasgal 44

Subbagian Bantuan Hukum [ merupakan Satuan Kerja
Bagian Bantuan Hukum dalam pelaksanaan kegiatan
bantuan hukum pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Subbagian Bantuan Hukum I dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum.
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{3} Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas :

&.

h.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Subbagian Bantuan Hukum [ sesuai
dengan lingkup tugasnya pada wilayah Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Subbagian Bantuan Hukum |
sesual dengan lingkup tugasnya pada wilayah Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara,

melaksanakan penanganan perkara hukum dalam di
bidang litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara meliputi uji
materill peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang, perkara perdata, perkara pidana
danperkara di Badan Peradilan Lainnya.

memberikan  pertimbangan dan/atau  perlindungan
hukum kepada Pimpinan dan Aparatur Daerah;

memberikan pertimbangan dan/atau perlindungan
hu_kum bagi SKPD/UKPD;

melakukan rapat koordinast dengan SKPD/UKPD dan
pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan perkara
hukum di bidang litigasi;

mendatangi/menghadap SKPD/UKPD dan pihak-pthak
terkait dalam rangka pengumpulan bukfi dalam rangka
penanganan perkara hukum di bidang dalam litigasi;

mengadministrasikan perkara hukum di bidang litigasi
dan pendokumentasian putusan/penectapan pengadilan
dan bukti perkara;

melaksanakan  kegiatan koordinasi dengan instansi
penegak hukum dalam rangka penyelesaian perkara
hukum di bidang litigasi;

melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan kantor
hukum dan organisasi bantuan hukum dalam rangka
penyelesaian permasalahan Hukum Pemerintah Daerah;
mengkoreksi dan meneliti perbal naskah dinas;

memberi pendapat hukum pada rapat koordinasi yang
diselenggarakan oleh SKPD/UKPD dan/atau instansi
terkait;

melaksanakan fungsi lain sesuai perintah pimpinan; dan

melaporkan dan Pertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas subbagian Bantuan Hukum 1.
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Pasal 45

(1} Subbagian Bantuan Hukum I merupakan Satuan Kerja
Bagian Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Ekegilatan
bantuan hukum pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

(2)

(3)

Subbagian Bantuan Hukum II dipimpin oleh scorang Kepala
Subbagian yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum.

Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Subbagian Bantuan Hukum I sesuail
dengan lingkup tugasnya pada wilayah wilayah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan  wilayah
Pengadilan Negert Jakarta Barat;

melaksanakan  rencana  strategls  dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Subbagian Bantuan Hukum 11
sesuai dengan lingkup tugasnya pada wilayah Pengadilan
Negeri Jakarta Seclatan dan wilayah Pengadilan Negeri
Jakarta Barat,

melaksanakan penanganan perkara hukum dalam di
bidang litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat
meliputi uji materiil peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang, perkara perdata, perkara pidana;
dan perkara di Badan Peradilan Lainnya, '

memberikan pertimbangan dan/atau perlindungan
hukum kepada Pimpinan dan Aparatur Daerah;

memberikan pertimbangan dan/atau perlindungan
hukum bagi SKPD/UKPD;

melakukan rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD dan
pihak-pihak terkait dalam rangks penanganan perkara
hukum di bidang litigasi;

mendatangi/menghadap SKPD/UKPD dan pihak-pihak
terkait dalam rangka pengumpulan bukti dalam rangka
penanganan perkara hukum di bidang dalam litigasi;

mengadministrasikan perkara hukum di bidang litigasi
dan pendokumentasian putusan/penetapan pengadilan
dan bukti perkara;

melaksanakan  kegiatan koordinasi dengan instansi
penegak hukum dalam rangka penyelesalan perkara
hukum di bidang litigasi;

melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan kantor
hukum dan organisast bantuan hukum dalam rangka
penyelesaian permasalahan Hukum Pemerintah Daerah;
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mengkoreksi dan meneliti perbal naskah dinas;

memberl pendapat hukum pada rapat koordinasi yang
diselenggarakan oleh SKPD/UKPD dan/atau instansi
terkait;

melaksanakan fungsi lain sesuai perintah pimpinan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Bantuan Hukum IL

Pasal 46

Subbagian Bantuan Hukum III merupakan Satuan Kerja
Bagian Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Lkegiatan
bantuan hukum pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Subbagian Bantuan Hukum HI dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Baglan Bantuan Hukum.

Subbagian Bantuan Hukum [II mempunyail tugas @

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Subbagian Bantuan Hukum [l sesual
dengan hngkup tugasnya pada wilavah Pengadilan Negeri
Jakarta Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Subbagian Bantuan Hukum IH
sesuai dengan lingkup tugasnya pada wilayah Pengadilan
Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

melaksanakan penanganan perkara hukum dalam di
bidang litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta
Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi uji
materill peraturan perundang-undangan di  bawah
undang-undang, perkara perdata, perkara pidana,
perkara tata usaha negara dan perkara di Badan
Peradilan Lainnya;

memberikan  pertimbangan dan/atau perlindungan
hukum kepada Pimpinan dan Aparatur Daerah;

memberikan pertimbangan dan/atau perlindungan
hukum bagi SKPD/UKPD;

melakukan rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD dan
pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan perkara
hukumn di bidang litigasi;

mendatangi/ menghadap SKPD/UKPD dan pihak-pthak
terkait dalam rangka pengumpulan bukti dalam rangka
penanganan perkara hukum di bidang dalam litigasi;
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k. mengadministrasikan perkara hukum di bidang litigasi
dan pendokumentasian putusan/penetapan pengadilan
dan bukti perkara;

i. melaksanakan  kegiatan koordinasi dengan instansi
penegak hukum dalam rangka penyelesaian perkara
hukum di bidang litigass,

j.  melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan kantor
hukum dan organisast bantuan hukum dalam rangka
penyelesaian permasalahan Hukum Pemerintah Daerah;

k. mengkoreksi dan meneliti perbal naskah dinas;

. memberi pendapat hukum pada rapat koordinasi vang
diselenggarakan oleh SKPD/UKPD dan/atau instansi
terkait;

m. melaksanakan fungsi lain sesuai perintah pimpinan; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Bantuan Hukum 1.

Pasal 47

Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum merupakan Unit
Kerja Biro Hukum dalam pelaksanaan pembinaan hukum,
dokumentasi dan informasi hukum kepustakaan hukum,
pengundangan dan publikasi hukum serta ketatausahaan
Biro.

Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

Pasal 48

Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan hukum, dokumentasi dan
informasi hukum kepustakaan hukum, pengundangan dan
publikasi hukum serta ketatausahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (13,

Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan bahan rencana strategls, rencana kerja dan
anggaran Bagian Dokumentasi, Pengundangan dan

Informasi Hukum;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

c. penghimpunan Peraturan Perundang-undangan sebagai
bahan perpustakaan; .

d. pendokuinentasian Peraturan Perundang-undangan;
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e. penyvimpanan dan pemeliharaan produk-produk hukum,;

f. pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum
(JDIH};

g. pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada Kelurahan Sadar
Hukum;

h. pelaksanaan pembinaan kelompok Kadarkum,;

i. pelaksanaan penyuluhan Hukum terpadu;

j. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
daerah serta peraturan perundangan lainnya melaluil media
cetak elektronik dan media lainnya kepada masyarakat

dan aparat;

k. pelaksanaan penaklikan, registrasi, pengundangan dan
autenfikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

l. pelaksanaan pelayanan informasi peraturan perundang-
undangan,;

m. pengelolaan kepustakaan Hukum;

n. pengelolaan  kepegawaian, keuangan, barang dan
ketatausahaan Biro Hukum;

0. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran Biro Hukum;

p. pelaksanaan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah
dinas;

q. pengkoreksian dan meneliti perbal naskah dinas;

r. pemberian pendapat hukum pada rapat koordinas: yang
diselenggarakan SKPD/UKPD dan instansi terkaif lainnysa;

s. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah pimpinan;

t. pengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran Biro Hukum;

u. pengoordinasikan penyusunan laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Dokumentasi
dan Informasi Hukum; dan

v. pelaporan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 40

(1) S8ubbagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukum
merupakan Satuan Kerja Bagian Dokumentasi dan Publikasi
Hukum dalam pelaksanaan kegiatan pendokumentasian.
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{2} Subbagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukum
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian vang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Dokumentasi dan Publikast Hukum

3)

Subbagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukum
mempunyal tugas |

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum
sesuai dengan lingkup fugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan anggaran Bagian
Dokumentasi dan Publikasi Hukum sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melakukan penaklikan naskah Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur;

melakukan  registrasi  Peraturan  Daerah  kepada
Kementerian Dalam Negeri;

melakukan pengundangan Peraturan Daerah  dan
Peraturan Gubernur;

melakukan autentifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur;

melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah
dinas;

melakukan penaklikan, registrasi, pengundangan dan
autenfikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan dan
penyimpanan peraturan perundang-undangan pusat dan

daerah serta bahan-bahan dokumentasi hukum lainnva;

melaksanakan kegiatan penyusunan abstraksi/ringkasan
warta dan informasi produk hukum daerah;

melaksanakan kegiatan pendcokumentasian peraturan
perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya;

melaksanakan kegiatan, pembinaan dan bimbingan teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH};

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Jaringan
Dokumentasi Informasi Hukumn;

melaksanakan kegiatan pengandaan dan pendokumentasian
lembaran daerah dan berita daerah;

melaksanakan pendistribusian dan/atau penyebarluasan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pelayanan informasi hukum;
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q. melaksanakan kegiatan pengadaan dan  pengelolaan
kepustakaan hukum;

r. melaksanakan kegiatan penyusunan katalog perpustakaan
hukum;

s. melaksanakan kegiatan penyusunan himpunan peraturan
perundang-undangan {kodifikasi);

t. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kementerian
Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya dalam
rangka evaluasi rancangan Peraturan Daerah;

u. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan SKPD/UKPD
dalam rangka penetapan dan pengundangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur,

v. melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah
dinas;

w. melakukan fungsi lain sesual perintah pimpinan;

x. memberikan pemberian pendapat hukum pada rapat
koordinasi yang diselenggarakan SKPD/UKPD dan
instansi terkait lainnya; dan '

v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 50

Subbagian Publikasi Hukum merupakan Satuan Kerja Bagian
Dokumentasi dan Publikasi Hukum  dalam pelaksanaan
kegiatan analisis dan pengundangan serta publikasi peraturan
perundang-undangan daerah.

Subbagian Publikasi Hukum  dipimpin oleh secorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikas:
Hukum.

Subbagian Publikasi Hukum mempunyat tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Dokumentasi dan Publikasi
Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. melakukan pengkoreksian dan meneliti perbal naskah
dinas;

d. memberikan pemberian pendapat hukum pada rapat
koordinasi yang diselenggarakan SKPD/UKPD dan
imstansi terkait lainnya;
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melaksanakan kegiatan pembinaan kepada Kelurahan
Sadar Hukum;

melaksanakan pembi.naa.ﬁ kelompok Kadarkum;
melaksanakan penyuluhan Hukum terpadu;

melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan
daerah serta peraturan perundangan lainnya melalu
media cetak elekironik dan media lainnya kepada
masyarakat dan aparat;

melakukan fungsi lain sesual perintah pimpinan;

melaksanakan kegiatan penghimpunan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Publikasi Hulkum,

Pasal 51

Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja
Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawalan, keuangan,
harang, surat-menyurat dan kearsipan serta
kerumahtanggaan Biro Hukum.

Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Deckumentasi dan Publikasi
Hukum.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum
sesual dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran DBagian Dokumentasi  dan
Publikasi Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, kevangan dan
barang Biro Hukum;

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Biro Hukum ‘

e. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan
informasi Biro Hukum,

f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja Biro Hukum;

g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor Bire Hukum;
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h. melaksanakan pubiikasi kegiatan dan pengaturan acara
Biro Hukum,;

i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro
Hukum;

j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Biro
Hukum;

k. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis,
rencana Kerja dan anggaran Biro Hulum;

1. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Biro Hukum;

m. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan
kebutuhan prasarana dan sarana Biro Hukum;

n. menghimpun bahan dan menyusun Za?oran keuangan,
kegiatan, kincrija dan akuntabilitas Biro Hukum;

0. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana sirategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Dokumentasi
dan Publikasi Hukum;

p. mengoordinasikan  penyusunan laporan keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Dokumentasi
dan Publikasi Hukum; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha Biro,

Paragraf 3
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Pasal 52

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi,
pembinaan kelembagaan, analisis jabatan, analisis ‘beban
kerja, evaluasi jabatan, reformasi birckrasi, pelayanan
publik, evaluasi dan pelaporan, ketatalaksanaan, standarisasi
sarana kerja dan tata ruang kerja serta system dan prosedur
kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyeleriggarakan
fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

b. pelaksanaan rencarna strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi;
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¢. penyusunan kebijakan penataan kelembagaan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, reformasi
birokrasi, pelayanan publik, evaluasi dan pelaporan,
ketatalaksanaan, standarisasi sarana kerja dan tata
ruang kerja serta sistem dan prosedur Kkerja;

d. pelaksanaan penataan kelembagaan, analisis jabatan,
analisis  beban kerja, evaluasi jabatan, reformasi
birokrasi, pelayanan publik, evaluasi dan pelaporan,
ketatalaksanaan, standarisasi sarana kerja dan iata
ruang kerja serta sistem dan prosedur kerja;

e. pemantauan, evaluasi dan pembinaan kelembagaan,
analisis jabatan, analisis beban keria, evaluasi jabatan,
reformasi birokrasi, pelayanan publik, evaluasi dan
pelaporan, ketatalaksanaan, standarisasi sarana kerja
dan tata ruang kerja serta sistem dan prosedur kerja;

i penyusurtén, pembinaan, pemantauan dan evaluasi tata
naskah dinas, kode, stempel, kop naskah dinas dan
papan nama SKPD/UKPD; '

g penyusunan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pakaian dinas dan atributnya;

h. pembakuan/standardisasi periengkapan/peralatan kerja
dan penataan ruang kantor;

1. pengoordinasian, penghimpunan dan penyusunan
laporan kinerja Pemerintah Daerah dan Sckretariat
Daerah;

j-  pengembangan transparansi dan akuntabilitas;

k. pembinaan dan pengembangan reformasi birokrasi;

1. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasij;

n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan

o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Organisasi dan Reformas: Birokrasi.

Pasal 53

{1} Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Reformasi
Birckrasi, sebagai berikut :

a. Bagian Keclembagaan, terdiri dari :
1. Subbagian Kelembagaan I;

2. Subbagian Kelembagaan II; dan
3. Subbagian Kelembagaan II.
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b. Bagian Tatalaksana, ferdir: dari :

1. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja;

2. Subbagian Standarisasi Sarana Kega dan Tata Ruang
Kerja; dan

3. Bubbagian Tata Usaha Biro.

c. Bagian Analisis Jabatan, terdiri dari :

1. Subbagian Analisis Jabatan I;
2. Subbagian Analisis Jabatan li; dan
3. Subbagian Analisis Jabatan 11

d. Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, terdiri
dari :

1. Subbagian Reformasi Birokrasi;
2. Subbagian Pelayanan Publik; dan
3. Subbagan Evaluasi dan Pelaporan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Refdrmasi
Birokrasi sebagaimana tercantum dalam  Lampiran
Peraturan Gubernur ini,

Pasal b4

Bagian Kelembagaan merupakan Unit Kerja Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan perumusan,
penataan, pembinaan dan cvaluasi kelembagaan organisast
perangkat daerah.

Bagian Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berkedudukan di’ bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformas: Birokrasi.

Pasal 55
Bagian Kelembagaan mempunyai tfugas merumuskarn,
menata, membina dan mengevaluasi  kelembagaan

organisasi perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

4. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Kelembagaan;

b. pelaksanaan  rencana  sirategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Kelembagaan,

¢. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan
penataan organisasi perangkat daerah;

d. penghimpunan dan pengolahan bahan penataan
kelembagaan perangkat daerah;
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e. pelaksanaan penataan, pembinaan, pemantavan dan
evaluasi kelembagaan perangkat dacrah,;

f. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebiiakan, penataan,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi kelembagaan
organisasi perangkat daerah dengan SKPD/UKPD
dan/atau instansi pemerintah pusat;

g, pelayanan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi perangkat daerah;

h. penerimaan, analisis dan pemrosesan usul penaiaan
kelembagaan SKPD/UKPD;

i. penerimaan, analisis dan pemrosesan usul
pembentukan, pengembangan, penghapusan atau
penggabungan UKPD;

j- pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan kelembagaan
perangkat daerah;

k. pendokumentasian dokumen kelembagaan perangkat
daerah;

l. pelayanan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi penataan
organisasi badan usaha milik daerah; dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Kelembagaan.

Pasal 56

Subbagian Kelembagaan I merupakan Satuan Kerja Bagian
Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan,
penataan, pembinaan dan evaluasi kelembagaan Sekretariat
Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota Administrasi,
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Subbagian Kelembagaan 1 dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagilan Kelembagaan.

Subbagian Kelembagaan I mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kera
dan anggaran Bagian Kelembagaan sesuai dengan lingkup
ugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Kelembagaan sesuai dengan
lingkup tugasnya,
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. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan penataan kelembagaan
Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sckretariat DPRD, Kota
Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dmas Kesehatan, Dinas
Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil; .

. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengolahan
bahan penataan kelembagaan Sekretariat Daerah, Inspektorat,
Sekretariat DPRD, Kota Adrministrasi, Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Keschatan,
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk dan Dmas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pelaksanaan
penataan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kelembagaan
Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRID, Kota
Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyeiamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan,
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, PerEindungan Anak cian
Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan
penataan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
kelembagaan Sekretariat Daerah, Inspekiorat, Sekretariat
DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan  Kelurahan, Dinas  Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengerzdalian Penduduk dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

. melaksanakan kegiatan analisis dan proses usul penataan
kelembagaan Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat
DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan  Kelurahan, Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Dinas
Kependudukan dan Penicatatan Sipil;

. melaksanakan pelayanan bimbingan dan konsultasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah,
Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten
Admiristrasi, Kecamatan dan Keiurahan Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;
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i. melaksanakan kegiatan pendokumentasian dan penyajlan
dokumen kelembagaan Sckretariat Daerah, Inspektorat,
Sekretariat DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

j- mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Kelembagaan,

k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan,

kinerja dan akuntabilitas Bagian Kelembagaan; dan

1. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Kelembagaan I.

Pasal 57

Subbagian Kelembagaan Il merupakan Satuan Kerja Bagian
Kelembagaan dalam pelaksanaan keglatan perumusan,
penataan, pembinaan dan evaluasi kelembagaan Dinas Bina
Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas
Pendidikan.

Subbagian Kelembagaan 1 dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

Subbagian Kelembagaan Il mempunyal tugas .

a. menyusun bashan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Kelembagaan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis  dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Kelembagaan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembehasan bahan kebijakan. penataan kelembagaan
Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta
Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan,
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas
Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
dan Dinas Pendidikan.
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. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengolahan
bahan penataan kelembagaan Dinas Bina Marga, Dinas
Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas Kechutanan, Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan;

. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pelaksanaan
penataan, pembinaan, pemantauan dan  evaluasi
kelembagaan Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air,
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas
Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan,
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
dan Dinas Pendidikan;

melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan
penataan, pembinaan, pemantavan dan evaluasi
kelembagaan Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air,
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas
Perumahan Rakyvat dan Kawasan Permukiman, Dinas
- Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan,
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
dan Dinas Pendidikan;

. melaksanakan Kkegiatan analisis dan @ proses usul
penataan kelembagaan Dinas Bina Marga, Dinas Sumber
Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan,
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan;

. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan Dinas
Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya,
Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas
Pendidikan;

melaksanakan  kegiatan pendokumentasian  dokumen
kelembagaan Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air,
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas
Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan,
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
dan Dinas Pendidikan; dan
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melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Kelembagaan H,

Pasal 58

Subbagian Kelembagaan Il merupakan Satuan Kerja Bagian
Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan  perumusarn,
penataan, pembinaan dan evaluasi kelembagaan Badan,
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian
dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Subbagian Kelembagaan III dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

Subbagian Kelembagaan Il mempunyai tugas :

£.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Kelembagaan sesuai dengan lingkup
tugasnys, '

melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Kelembagaan sesuai dengan
lingkup tugasnya,

. melaksanakan kegilatan perumusan, penyusunan dan

pembahasan bahan kebijakan penataan kelembagaan
Badan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas
Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan;

melaksanakan kegiatan penghimpunan dan pengolahan
bahan penataan kelembagaan Badan, Dinas Koperasi,
UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman
Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

. melaksanakan kegiatan penyusinan bahan pelaksanaan

penataan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
kelembagaan Badan, Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal
dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

melaksanakan  kegiatan  koordinasi penyusunan
kebijakan penataan, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi kelembagaan Badan, Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal
dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
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g. melaksanakan kegiatan analisis dan proses usul
penataan kelembagaan Badan, Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal
dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

h. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan Badan,
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas
Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan;

i. melaksanakan keglatan pendokumentasian dokumen
kelembagaan Badan, Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas
Tenaga Keria dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal
dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
dan Dinas Perpustakaan dan KearsipanP; dan

J- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Subbagian Kelembagaan III.
Pasal 59

Bagian Tatalaksana merupakan Satuan Kerja Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan perumusan,
penataan, pembinaan dan evaluasi sistem dan prosedur kerja,
sarana kerja dan tata ruang Kerja, tata usaha biro, tata naskah
dinas serta pengaturan pakaian dinas.

Bagian Tatalaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 60

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas merumuskan, menata,
membina dan mengevaluasi sistem dan prosedur Kesjs,
sarana kerja dan tata ruang Kerja, tata usaha biro, tata naskah
dinas, serta pengaturan pakalan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada.
ayat (1), Bagian Tatalaksana menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Tatalaksana;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Tatalaksana;

C. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan
sistermn dan prosedur kerja, sarana kerja dan tata ruang
kerja, tata usaha biro, tata naskah dinas;
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d. pelaksanaan penataan, pembinaan, pemantavan dan
evaluasi sistem dan prosedur kerja, sarana kerja dan tata
ruang kerja, tata usaha biro, tata naskah dinas serta
pengaturan pakaian dinas termasuk atribuinya;

¢. pendokumentasian dokumen ketatalaksanaan

{ pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang serta
ketatausahaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

g. pelaksanaan sosialisasi kebijekan sistem dan prosedur
kerja, sarana kerja dan tata ruang kerja, tata usaha biro,
tata naskah dinas;

h. pengoordinasian  penyusunan rencana  strategis dan
rencana Kerja dan anggaran Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi,

i. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi; dan

j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Bagian Tatalaksana.
Pasal 61

Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja merupakan Satuan
Kerja Bagian Tatalaksana dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan, penataan, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur kerja serta tata naskah dinas.

Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian vyang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.

Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja mempunyal tugas :

a.. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaranBagian Tatalaksana sesual dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Tatalaksana sesual
dengan lHngkup tugasnya;

¢. melaksanskan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan sistem dan prosedur kerja;

d. melaksanakan koordinasi pengembangan kebpakan
sistern dan prosedur kerja;

e, melaksanakan kegiatan penataan, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi standar operasional prosedur
dan tata naskah dinas;

f. Melaksanakan proses penetapan tata naskah dinas
SKPD/UKPD;
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g. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pendokumentasian
dan penyajian dokumen kebijakan tafa naskah dinas dan
standar operasional prosedur;

h. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan tata naskah
dinas dan standar operasional prosedur;

i. melaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi
penyusunan, penerapan dan penggunaan standar
operasional prosedur dan tata naskah dinas; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja.
Pasal 62

Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dan Tata Ruang Kerja
merupakan Satuan Kerja Bagian Tatalaksana dalam
pelaksanaan kegiatan perumusan, penataan, pembinaan
dan evaluasi standardisasi sarana kerja dan tata ruang
keria,

Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dan Tata Ruang Kerja
dipimpin olehh  seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung ijawab kepada
Kepala Bagian Tatalaksana.

Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dan Tata Ruang
Kerjamempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Tatalaksana sesuai dengan lngkup
tugasnya;

. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Tatalaksana sesuat dengan
hngkup tugasnya;

¢. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan standardisasi sarana kerja
dan tata ruang kerja termasuk penataan ruang kantor;

d. melaksanakan kegiatan penyusunan standardisasi
sarana kerja dan tata ruang kerja termasuk penataan
ruang kantor;

e. melaksanakan kegiatan penataan, pembinaan,
pemantauan dan cvaluasi penerapan standarisast sarana
kerja dan tata ruang kerja termasuk penataan ruang
kantor SKPD/UKPD;

f. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan
koordinasi standardisasi prasarana dan sarana kera
termasuk penataan ruang kantor;

g. melaksanakan  pendokumentasian dan  penyajian
dokumen kebijakan standardisasi/pembakuan sarana
kerja dan tata ruang kerja fermasuk penataan ruang
kantor,



57

h. melaksanakan kegiatan sosialisasi pengaturan
standarisasi sarana kerja dan tata ruang kerja termasuk
penataan ruang kantor;

i. melaksanakan Lkegiatan perumusan, penvusunan,
pembahasan dan evaluasi pengaturan pakailan dinas dan
atributnya;dan

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
fugas Subbagian Standarisasi Sarana Kerja dan Tata
Ruang Kenja.

_Pasai 63

Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja
Bagian Tatalaksana dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
kepegawaian, keuangan, -harang, surat-menyurat serta
kerumahtanggaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyal tugas :

a. menyusun bahan rencana Stréttegis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Tatalaksana sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Tatalaksana sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Biro Organisasi dan Relormasi
Birckrasi

e. melaksanakan pengelelaan  kearsipan, data dan
informasi Bire Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

{. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi;

- g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan,

keamanan dan ketertiban kantor Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi;

h. melaksanakan publikasi keglatan dan pengaturan acara
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
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j- melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

k. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis,
rencana kerja dan anggaran Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi; :

1. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan  rencana  strategis  dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi:

m. pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah;

n. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan
kebutuhan prasarana dan sarana Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi;

o. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Orgamsasi dan
Reformasi Birokrasi;

p. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Tatalaksana;

gq. mengoordinasikan  penyusunan laporan keuangan,
kegiatan, Kinerja dan akuntabilitas Bagian Tatalaksana;
dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 64

Bagian Analisis Jabatan merupakan Unit Kerja Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan
analisis jabatan dan analisisbeban kerja serta evaluasi
jabatan.

Bagian Analisis Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi,

Pasal 65

Bagian Analisis Jabatan mempunyal tugas melaksanakan
analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Bagian Analisis Jabatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Analisis Jabatan;

b. pelaksanaan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Analisis Jabatan;
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¢, perumusan, penvusunan dan pembahasan KRebijakan
dan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan
analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi
jabatan perangkat daerah;

d. pelaksanaan pengolahan penyusunan dan vernfikasi/
validast analisis jabatan, analisis beban kerja serta
evaluasi jabatan perangkat daerah;

¢. pembinaan analisis jabatan, analisis beban kerja serta
evaluasi jabatan perangkat daerah;

{. Pengendalian dan evaluasi penerapan hasil analisis
jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi jabatan,
perangkat daerah;

g. pendokumentasian kebijakan analisis jabatan dananalisis
beban kerja serta evaluasi jabatan;

h. pendokumentasi hasil analisis jabatan, analisis beban
kerja, evaluas:t jabatan, peringkat jabatan, kamus
jabatan, klasifikasi dan spesifikasi jabatan;

i. pelaksanaan sosialisasi kebijakan analisis jabatan
dananalisis beban kerja serta evaluasi jabatan; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Analisis Jabatan.

Pasal 66

Subbagian Ansaligsis Jabatan I merupakan Satuan Kerja
Bagian Analisis Jabatan dalam pelaksanaan Analisis jabatan,
Analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada Sekretariat
Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota Administrasi,
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Subbagian Analisis Jabatan I dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan.

Subbagian Analisis Jabatan I mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Analisis Jabatan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Analisis Jabatan;

c. melaksanakan perumusan, penyusunan, dan pembahasan
bahan kebijakan analisis jabatan dananalisis beban kerja
serta evaluasi jabatan pada Sekretariat Daerah, Inspekiorat,
Sekretariat DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyvelarnatan, Satuan Polisi Pamong
Praja. dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
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d. melaksanakan pengolahan penyusunan dan verifikasi/
validas: analisis jabatan dan analisis beban kerja serta
evaluasi jabatanpada Sekretariat Dacrah, Inspektorat,
Sekretariat DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Dinas Kesehatan, Dinas Sostal, Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. melaksanakan pembinaan analisis jabatan dan analisis
beban kerja serta evaluasi jabatan pada Sekretariat
Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota Administrasi,
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan,
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas
Pemberdavaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penerapan
hasil jabatan dan analisis beban keria serta evaluasi
jabatan pada Sekretanat Daecrah, Inspektorat, Sekretariat
DPRD, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polist Pamong
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g. melaksanakan penyusunan, pengembangan, evaluasi,
pendokumentasian informasi jabatan, formasi jabatan,
kelas/peringkat jabatan dan kamus jabatan pada
Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sckretariat DPRD, Kota
Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan
Kelarahan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan,
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

h. melaksanakan penghimpunan, pendokumentasian dan
penyajian  dokumen kebijakan analisis jabatan dan
analisis beban Kkerja serta evaluasi jabatan pada
Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota
Administrasi, Kabupaten - Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Dserah, Dinas Kesehatan,
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;
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i. melaksanakan sosialisasi kebijakan analisis jabatan dan
analisis beban kerja serta evaluas: jabatan pada
Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kota
Administrasy, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Keschatan,
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Analisis Jabatan;

k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan,
kKinerja dan akuntabilitas Bagian Analisis Jabatan; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Analisis Jabatan [.

Pasal 67

Subbagian Analisis Jabatan I merupakan Satuan Kerja
Bagian Analisis Jabatan dalam pelaksanaan kegiatan
analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi
jabatan Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan,
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemmuda dan
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas
Pendidikan.

Subbagian Analisis Jabatan II dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan.

Subbagian Analisis Jabatan II mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana sirategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Analisis Jabatan sesuai dengan
linglup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Analisis Jabatan sesuai dengan lIingkup
tugasnya,

c. melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan
bahan kebijakan analisis jabatan dan analisisbeban kerja
serta evaluasi jabatan pada Dinas Bina Marga, Dinas
Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan;
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. melaksanakan pengolahan, penyusunan dan verifikasi/
validasi analisis jabatan dan analisis beban kerja serta
evaluasi jabatan pada Dinas Bina Marga, Dinas Sumber
Dayva Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan;

. melaksanakan pembinaan analisis jabatan dan analisis
beban kerja serta evaluasi jabatan pada Dinas Bina
Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertamian, Dinas Pemuda dan
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas
Pendidikan;

melaksanakan pemantauvan penerapan hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja serta evaluast jabatan
pada Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas
Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan,
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayasn
dan Dinas Pendidikan;

. melaksanakan evaluasi penerapan hasil analisis jabatan
dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada
Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta
Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan,
Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas
Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas
Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
dan Dinas Pendidikan;

. melaksanakan penyusunan, pengembangan, evaluasi,
pendokumentasian informasi jabatan, formasi jabatan,
kelas/peringkat jabatan dan kamus jabatan pada Dinas
Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya,
Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas
Pendidikan;

melaksanakan penghimpunan, pendokumentasian dan
penyajian dokumen kebijakan analisis jabatan dan
analisisbeban kerja serta evaluasi jabatan pada Dinas
Bina Marga, Pinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta RKarya,
Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas
Pendidikan;
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J- melaksanakan sosialisasi  kebijakan analisis  jabatan
dananalisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada Dinas
Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya,
Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan
Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Pemuda dan
Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas
Pendidikan; dan

k. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Analisis Jabatan IL

Pasal 68

Subbagian Analisis Jabatan 1} merupakan Satuan Kerja
Bagian Analisis Jabatan dalam pelaksanaan kegiatan
analisis jabatan dan analisisbeban kerja serta evaluasi
jabatan Badan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan,
Dinas Perindusirian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan.

Subbagian Analisis Jabatan III dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan.

Subbagian Analisis Jabatan IIl mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Analisis Jabatan sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis  dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Analisis Jabatan sesuai
dengan lingkup tugasnva;

c. melaksanakan perumusan, penyusunan dan pembahasan
bahan Kkebijakan analisis jabatan dan analisis beban
kerja serta evaluasi jabatan pada Badan, Dinas Koperasi,
UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman
Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

d. melaksanakan pengolahan penyusunan dan verifikasi/
validasi analisis jabatan dan analisis beban kerja serta
evaluasi jabatan pada Badan, Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal
dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

e. melaksanakan pembinaan analisis jabatan dan analisis
beban kerja serta evaluasi jabatan pada Badan, Dinas
Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian
dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikast,
Informatika dan Statistik dan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;
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f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan
hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja serta
evaluasi jabatan pada Badan, Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal
dan PTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

g. melaksanakan penyusunan, pengembangan, evaluasi,

pendokumentasian informasi jabatan, formasi jabatan,
kelas/peringkat jabatan dan kamus jabatan pada Badan,
Pinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian
dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik dan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;

h. melaksanakan penghimpunan, pendokumentasian dan

penyajian dokumen kebyakan analisis jabatan dan
analisis beban kerja serta evaluasi jabatan Badan, Dinas
Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian
dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik dan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;

i. melaksanakan sosialisasi kebijakan analisis jabatan dan
analisis beban kerja serta evaluasi jabatan pada Badan,
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas
Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan; dan

j. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Analisis Jabatan IIL

Pasal 69

Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
merupakan Unit Kerja Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan,
penataan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi reformasi
birokrasi, pelayvanan publik serta evaluasi dan pelaporan,

Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi.

Pasal 70

Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan,
penataan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi reformasi
birokrasi, pelavanan publik serta evaluasi dan pelaporan.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Pubhk
menyelenggarakan fungsi .

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik;

b. pelaksanaan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik; :

c. perumusan, pen.y‘zzéunan, penetapan kebijakan dan
pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan
publik serta evaluasi dan pelaporarn;

d. perumusan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi
reformasi birokrasi, pelayanan publik serta evaluasi dan
pelaporan;

€. sosialisasi, internalisasi dan fasilitasi reformasi birokrasi,
pelayanan publik serta evaluasi dan pelaporan;

. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan
evaluasi kebijakan reformasi birokrasi, pelayanan publik
serta evaluasi dan pelaporan; :

g. penviapan bahan dan menyusun laporan kinerja instansi
pemerintah,;

h. penylapan bahan dan pengoordinasian penyusunan key
performance indikator;

i. pengoordinasian penyusunan bahan rencana strategis
Sekretariat Daerah;dan -

j. pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik.

Pasal 71

Subbagian Reformasi Birokrasi merupakan Satuan Kerja
Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dalam
pelaksanaan kegiatanperumusan, penyusunan, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

Subbagian Reformasi Birokrasi dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik,

Subbagian Reformasi Birckrasimempunyvai tugas :
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik sesuai dengan lingkup tugasnya;
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b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik sesual dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, kebijakan,
penyusunan, pembahasan dan evaluast reformasi
hirokrasi;

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyusunan
petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan reformasi
birokrasi SKPD/UKPD;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi pengembangan
reformasi birokrasi daerah;

f. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi
penerapan pedoman reformasi birokrasi;

g. melaksanakan pelayanan bimbingan dan konsultasi
dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi SKPD/
UKPD;

h. melaksanakan kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi;
dan

1. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian reformasi birokrasi

Pasal 72

Subbagian Pelayanan Publik merupakan Satuan Kerja
Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dalam
pelaksanaan kegiatan perumusan, penyusunan, pembinaan
dan evaluasi pelayanan publik.

Subbagian Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik.

' Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik sesual dengan lingkup tugasnysa;

c. melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan
bahan kebijakan pelayanan publk;

d. melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan dan
evaluasi standar pelayanan, standar pelayanan minimal,
penilaian  pelayanan dan  survei indeks kepuasan
masyarakat;
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melaksanakan kegiatan bimbingan dan konsultasi
penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar
pelayanan minimal, penilaian pelayanan dan survel
indeks kepuasan masyarakat;

melaksanakan  pendokumentasian  dan  penyajian
dokumen standar pelavanan, standar pelayanan
minimal, penilaian pelayanan dan survei indeks
kepuasan masyarakat;

melaksanakan keglatan sosialisasi standar pelayanan,
standar pelayanan minimal, penilaian pelayanan dan
survei indeks kepuasan masyarakat; dan

melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pelayanan Publik.

Pasal 73

{1} Subbagian Evaluasi dan Pelaporan merupakan Satuan
Kerja Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan dan
pengembangan evaluasi dan pelaporan. '

(2} Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Xepala Bagian Relormasi
Birckrasi dan Pelayanan Publik.

{3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan
Publik sesuai dengan lingkup tugasnysa;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik sesuai dengan lingkup tugasnya,

melaksanakan kegiatan penyusunan, pembahasan dan
evaluasi pelaporan;

melaksanakan Kkegiatan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan dan pembinaan pelaporan SKPD/UKPD;

melaksanakan Kkegiatan pemantavan dan evaluasi
penerapan pedoman pelaporan;

menghimpun bahan dan penyusunan laporan KkKineria
instansi pemerintah Sekretariat Daerah;

menghimpun bahan dan penyusunan laporan kinerja
instansi pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis
Sekretariat Daerah;
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mengoordinasikan  penyusunan  key  performance
indikator;

menghimpun data dan mendokumentasikan Kkey
performance indikator;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian key
performance indikator SKPD /UKPD;

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan,

kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik; dan

melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Evaiuasi dan Pelaporan.

Paragraf 4
Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri

Pasal 74

{1} Biro Kepala Daerah dan Kerjasama lLuar Negeri mempunyai
tugas melaksanakan administrasi Gubernur dan Wakil
Gubernur, keprotokolan, pelayanan tamu, perjalanan dinas
dan kerjasama luar negeri.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada
avat {1}, Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan rencana strategis dan rencana keria dan
anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Kepala Dacrah dan Kerjasama Luar Negeri;

penyusunan dan pengoordinasian kebijakan keprotokolan,
kerjasama luar negeri, pelayanan tamu dan perjalanan
dinas;

pelaksanaan  keprotokolan, kerjasama luar negeri,
pelayanan tamu dan perjalanan dinas;

penyusunan kebijakan administrasi Gubernur dan Wakil
Gubernur;

pelaksanaan administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur;

penyiapan bahan sambutan Gubernuwr dan Wakil
Gubernur;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;
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pengeloaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Bire
- Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;

pengelolaan kearsipan, data dan informasi Birc Kepala
Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 75

Susunan Organisasi Biro Kepala Daecrah dan Keriasama
Luar Negeri, sebagal berikut :

a. Bagian Administrasi Kepala Daerah, terdiri dari .

1. Subbagian Administrasi Gubernur;
2. Subbagian Administrasi Wakil Gubernur; dan
3. Subbagian Pelayanar Informasi Kepala Daerah.

b. Bagian Acara, terdiri dari :

1. Subbagian Penatausahaan Acara;
2. Subbagian Pelaksanaan Acara; dan
3. Subbagian Jamuan Acara.

c. Bagian Kerjasama Luar Negeri, terdiri dari :
1 Subbagian Kerjasama Sister City;
2. Subbagian Organisasi Internasional; dan
3. Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik.

d. Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas, terdiri
dari :

1. Subbagian Pelayanan Tamu;

2. Subbagian Perjalanan Dinas; dan

3. Subbagian Tata Usaha Biro.
e. Sub Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
Bagan BSusunan Organisasi Bire Xepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 76

(1) Bagian Administrasi Kepala Daerah merupakan Satuan

Keria Biro Kepala Daecrah dan Kerjasama Luar Negeri dalam
pelaksanaan penyelenggaraan administrasi, penyusunan
naskah pidato, makalah dan kertas keria, pengoordinasian
pengaduan warga serta penyiapan kelengkapan dan fasilitas
kerja Gubernur dan Wakil Gubernur .

(2) Bagian Administrasi Kepala Daerah dipimpin oleh seorang

Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri.
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Pasal 77

(1) Bagian Administrasi Kepala Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi, menyusun naskah pidato,
makalah dan kertas kerja, mengoordinasikan pengaduan
warga serta menyiapkan kelengkapan dan fasilitas kerja
Gubernur dan Wakil Gubernur.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada avat (1},
Bagian Administrasi Kepala Daerah menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran, seria
dokumen pelaksanaan anggaran Birce Kepala Daerah
dan Kerjasama Luar Negeri sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsi Bagian Administrasi Kepala Daerah; -

b, pelaksanaan rencana sirategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar
Negeri sesual dengan lngkup tugas dan fungsi Bagian
Administrasi Kepala Daerah;

c. pengelolaan  administrasi  Gubernur dan  Wakil
Gubernur;

d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan naskah pidato,
makalah dan kertas kerja Gubernur dan Wakil
Gubernur; :

e. pengoordinasian pengaduan warga yang disampaikan
langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;

f. penyiapan kelengkapan dan fasilitas kerja Gubernur
dan Wakil Gubernur;

g. penyvusunan dan pendistribusian hasil rapat kedinasan
vang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;

h. pengoordinasian pengelolaan keuangan Gubernur dan
- Wakil Gubernur; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Administrasi Kepala Daerah.

Pagal 78

(1} Subbagian Administrasi Gubernur merupakan Satuan Kerja
Bagian Administrasi Kepala Daerah dalam pelaksanaan
kegilatan Administrasi Gubernu.

(2] Subbagian Administrasi Gubernur dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian vyang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Kepala Daerah.

(3) Subbagian Administrasi Gubernur mempunyai tugas :
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja

dan anggaran Bagian Administrasi Kepala Daerah
sesuail dengan lingkup tugasnya,
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b. melaksanakan rencana strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Administrasi Kepala
Daerah sesual dengan lingkup tugasnya;

¢. melaksanakan kegiatan penerimaan, pencatatan,
penelitian, penyusunan ringkasan isi surat, naskah
dinas, perbal dan menyampaikannyva kepada Gubernur;

d. melaksanakan kegiatan proses surat, naskah dinas,
perbal yang telah ditandatangan! dan didisposisi oleh
Gubernur;

e. melaksanakan kegiatan penerimaan, analisis dan proses
permohonan audiensi dan undangan yang disampaikan
kepada Gubernur;

f. melaksanakan kegiatan penyusunan jadwal
acara/kegiatan Gubernur,

g. melaksanakan kegiatan koordinasi penjadwalan acara
Gubernur;

h. melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan
dokumen dan arsip khusus Gubernur;

i. meclaksanakan tugas khusus vyang diberikan oleh
Gubernur;

j- melaksanakan kegiatan penyiapan, pengaturan dan

penugasan ajudan, pengawal pribadi dan pengemudi
Gubernur;

k. mengoordinasikan kegiatan penyusunan program
kegiatan dan kebutuhan anggaran Gubernur;

I. melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyusunan,
pemilahan arsip dokumen keuangan Gubernur;

m. melaksanakan  kegiatan  penyusunan  kebutuhan
kelengkapan kerumahtanggaan di kantor Gubernur;

n. melaksanakan fasilitasi kegiaten kedinasan dan
undangan rapat yvang dilakukan oleh Gubernur; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Administrasi Gubernur.

Pasal 79

Subbagian Administrasi Wakil Gubernur merupakan
Satuan Kerja Bagian Admimnistrasi Kepala Daerah dalam
pelaksanaan kegiatan Administrasi Wakil Gubernur,

Subbagian Administrast Wakil Gubernur dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Kepala Daerah.
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Subbagian Administrasi Wakil Gubernur mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Administrasi Kepala Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan  rencana  strategis  dan  dokumen

pelaksanaan anggaran Bagian Administrasi Kepala
Daerah sesuai dengan hingkup tugasnya;

. melaksanakan  kegiatan penerimaan, pencatatan,

penelitian, penyusunan ringkasan isi suraf, naskah
dinas, perbal dan menyampaikannya kepada Wakil
Gubernur;

melaksanakan kegiatan proses surat, naskah dinas,
perbal yang telah ditandatangani dan didisposisi oleh
Wakil Gubernur;

. melaksanakan kegiatan penerimaan, analisis dan proses

permohonan audiensi dan undangan yang disampaikan
kepada Wakil Gubernur;

melaksanakan kegiatan penyusunan jadwal acara/
kegiatan Wakil Gubernur;

melaksanakan kegiatan koordinasi penjadwalan acara
Wakil Gubernur;

. melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan

dokumen dan arsip khusus Wakil Gubernur,

melaksanakan tugas khusus vang diberikan oleh Wakil
Gubernur,;

melaksanakan kegiatan penylapan, pengaturan dan
penugasan ajudan, pengawal pribadi dan pengemudi
Wakil Gubernur;

mengoordinasikan  kegiatan  penyusunan  program
kegiatan dan kebutuhan anggaran Wakil Gubernur;

melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyusunan,
pemilahan arsip dokumen keuangan Wakil Gubernur;

. melaksanakan  kegiatan  penyusunan  kebutuhan

kelengkapan kerumahtanggaan di  kantor Wakil
Gubernur; _

. melaksanakan fasilitasi kegiatan kedinasan Wakil

Gubernur; dan

melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Administrasi Wakil Gubernur,

Pasal 80

Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Dacrah merupakan
Satuan Kerja Bagian Administrasi Kepala Daerah dalam
pelaksanaan pelayanan informasi penunjang tugas Gubernur
dan Wakil Gubernur dan fasilitasi pengaduan langsung
masyarakat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
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Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Kepala Daerah.

Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Administrasi Kepala Daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Administrasi Kepala
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan  pengelolaan dan pengoordinasian
pengaduan warga yang disampaikan langsung kepada
Gubernur dan Wakil Gubernur;

d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan naskah
pidato, makalah dan kertas kerja Gubernur dan Walkil
Gubernur,

e. menyusun dan mendistribusikan hasil rapat kedinasan
dan audiensi vang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil
Gubernur;

f. melaksanakan analisa dan telaahan staf atas
permochonan bantuan dari warga vang disampaikan
kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;

g. melaksanakan kegiatan penyiapan dan pendistribusian
surat jawaban atas pengaduan warga sesuai petunjuk
Gubernur dan Wakil Gubernur;

h. mengoordinasikan kebutuhan informasi dan materi
penunjang tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;

i. melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh
Gubernur dan Wakil Gubernur;

j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Administrasi
Kepala Daerah,;

k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Administrasi
Kepala Daerah; dan

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
fugas Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah.

Pasal 81

Bagian Acara merupakan Unit Kerja Biro Kepala Daerah
dan Kerjasama Luar Negeri dalam pelaksanaan pengelolaan
kegiatan keprotokolan dan acara Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur.
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Bagian Acara dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Biro Kepala Dacrah dan Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 82

Bagian Acara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kegiatan keprotokolan dan acara Gubernur, Wakil Gubernur
dan Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bagian Acara menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Acara;

b. pelaksanaan rencana  strategls  dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Acara;

C. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk
pelaksanaan keglatan keprotokolan pemerintah daerah;

d. pelaksanaan kegiatan pembinaan keprotokolan terhadap
SKPD/UKPD yang melaksanakan keglatan keprotokolan;

e. pengelolaan acara Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah;

f. pengoordinasian dan penyelenggaraan acara Gubernur,
Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi
Gubernur:

g. penyelenggaraan jamuan acara Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerah,

h. penganalisaan dan pengevaluasian acara Gubernur,
Walkil Gubernur dan Sekretaris Dacrah; dan

i.  melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
fugas dan fungsi Bagian Acara.

Pasal 83

Subbagian Penatausahaan Acara merupakan Satuan Kerja
Bagian Acara dalam kegiatan penatausahaan dan persiapan
acara.

Subbagian Penatausahaan Acara dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Acara,

Subbagian Penatausahaan Acara mempunyal tugas .
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Acarasesuai dengan lingkup

tugasnya;

b. melaksakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Acarasesuai dengan lingkup tugasnya;
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mengatur persiapan penyelenggaraan acara yang dihadiri
oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan
Deputi Gubernur;

melaksanakan kegiatan koordinasi dengan SKPD/UKPD
dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat untuk
persiapan acara yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur;

memberikan telaahan, saran dan pertimbangan terhadap
persiapan penyelenggaraan acara Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerah;

melaksanakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan
acara Gubernur, Walkil Gubernur dan Sekretaris Daerah
yang bersifat khusus;

melaksanakan kegiatan penyiapan bahan acara kegiatan
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah,;

melaksanakan kegiatan pencetakan, penggandaan dan
pendistribusian undangan acara Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerah;

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan
anggaran Bagian Acara;

mengoordinasikan  penyusunan laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Acara; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Subbagian Penatausahaan Acara.

Pasal 84

Subbagian Pelaksanaan Acara merupakan Satuan Kerja
Bagian Acara dalam kegiatan pelaksanaan acara.

Subbagian Pelaksanaan Acara dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Acara.

Subbagian Pelaksanaan Acara mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Acara sesuai dengan lingkup
tugasnya,

. melaksakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

anggaran Bagian Acara sesuai dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan acara

Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daersh dan
Deputi Gubernur;

. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan SKPD/UKPD

dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat untuk
pelaksanaan acara vang dihadiri oleh Gubernur, Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur;
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e. melaksanakan kegiatan survey dan gladi teknis
pelaksanaan acara yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerah;

f. melaksanakan kegiatan penataan acara-acara Gubernur,
Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

g. menyelenggarakan upacara peringatan hari-hari besar
nasional serta keagamaan di daerah;

h. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan acara Gubernur,
Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

i. melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi acara
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pelaksanaan Acara.

Pasal 85

Subbagian Jamuan Acara merupakan Satuan Kerja Bagian
Acara dalam penyelenggaraan jamuan acara.

Subbagian Jamuan Acara dipimpin oleh secorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Acara.

Subbagian Jamuan Acara mempunyai fugas :

a. menyvusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Acara sesuai dengan lingkup
fugasnya;

b. melaksakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Acara sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. melaksanakan kegiatan penyiapan dan pengelolaan acara
jamuan resmi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris
Daerah;

d. melaksanakan fasilitasi dukungan konsumsi acara sesuai
dengan petunjuk Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah;

e. melaksanakan penyiapan kebutuhan logistik kantor
Gubernur dan Wakil Gubernur;

f. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan SKPD/UKPD
dalam penyiapan dan pengaturan kebutuhan jamuan
acara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daeral;

g, melaksanakan  kegiatan penyajian makanan dan
minuman;

h. melaksanakan kegiatan analisa menu jamuan acara
Crubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
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1. mengoordinasikan penggunaan ruangan/tempatl acara
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah di
lingkungan dan luar Balaikota;

J.- melaksanakan kegiatan dokumentasi jamuan acara
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daeraly;

k. melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi jamuan
acara Gubernur, Wakil Gubermur dan Sekretaris Daerah;
dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Jamuan Acara.

Pasal 86

Bagian Kerjasama Luar Negeri merupakan Unit Kerja Biro
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Neger: dalam
pelaksanaan pengoordinasian dan pengembangan kerjasama
luar negeri dan fasilitasi korps diplomatik.

Bagian Kerjasama Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama
Luar Negeri.

Pasal 87

Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai  tugas
mengeordinasikan  dan mengembangkan kerjasama luar
negeri dan fasilitasi korps diplomatik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan

fungsi :

a, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri;

b. pelaksanaan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Kerjasama Luar Neger;

c. penyusunan kebijakan kerjasama pemerintah dacrah
dengan pemerintah Iokal di luar negeri, organisasi
internasional dan fasilitasi korps diplomatik;

d. pelaksanaan fasilitasi kepada Korps Diplomatik dan
Organisasi Internasional;

e. penerimaan, analisis dan pemberian pertimbangan usul
rencana kerjasama luar negeri;

f. penyiapan bahan, dan penyusunan, penghimpunan dan
pendokumentasian dokumen kerjasama luar negeri dan
perjanjian internasional;

g. pelaksanaan Kkerjasama luar negeri dan perjanjian
internasional;
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pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pengembangan
kerjasama luar negeri;

pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan program
kerjasama luar negeri;

pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan bantuan dan hibah
luar negeri dalam rangka kerjasama teknik dan
organisasi internasional; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Kerjasama Luar Negeri,

Pasal 88

Subbagian Kerjasama Sister City merupakan Satuan Keria
Bagian Kerjasama Luar Negeri dalam pelaksanaan kegiatan
kerjasama sister city.

Subbagian Kerjasama Sister City dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar
Negeri.

Subbagian Kerjasama Sister City mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri sesuai
dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen

pelaksanaan anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri
sesual dengan lhingkup tugasnya,;

melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman/petunjuk
teknis/petunjuk  pelaksanaan Kkerjasama sister city/
provinece,;

. melaksanakan kegiatan penerimaan, analisis dan

penyusunan pertimbangan terhadap usulan kerjasama
sister city/province dari pemerintah lokal dari luar negeri
dengan memperhatikan azas resiprositas dan kelaziman
internastonal;

. melaksanakan kegiatan fasilitasi perumusan substansi

bidang-bidang kerjasama perjanjian internasional dalam
rangka keriasama sister city/ province;

melaksanakan kegiatan fasilitasi perumusan rencana
aksi {action plan) dalam rangka kerjasama sister city/
province;

. melaksanakan kegiatan penghimpunan bahan dan

penyusunan dokumen hukum/perjanjian/rencana aksi
(action plan) dalam rangka keriasama sister city/
Provinee;
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h, melaksanakan kegiatan fasilitasi penyaluran hibah/
tenaga teknis dari pihak luar negeri dalam rangka
kerjasama sister city/province;

1. melaksanakan kegiatan pengoordinasian pengkajian
kerja sama sister city/province;

j. melaksanakan kegiatan korespondensi dengan mitra

kerjasama sister city dan/atau pemerintah lokal luar
negeri yang telah membina hubungan kerjasama sister
city / province;

k. melaksanakan kegiatan pengoordinasian program dalam
rangka pemberangkatan delegasi Pemerintah Daerah ke
kota sister city/province dan calon sister city/ province;

I, melaksanakan kegiatan dan pendokurentasian program
kerjasama sister city/ province;

m.melaksanakan kegiatan pemantauan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan pengisian kegiatan kerjasama sister
city/ province; dan

n. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan

tugas Subbagian Kerjasama Sister City.
Pasal 89

Subbagian Organisasi Internasional merupakan Satuan
Kerja Bagian Kerjasama Luar Negeri dalam pelaksanaan
keikutsertaan dan keanggotaan serta kerjasama dengan
organisasi internasional.

Subbagian Organisasi Internasional dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar
Negeri.

Subbagian Organisasi Internasional mempunyai tugas :

a. menvusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri sesual
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Kerjasama Luar Negerl
sesual dengan lingkup tugasnya;

¢. melaksanakan kegiatan penerimaan, analisis dan

penyusunan  pertimbangan  terhadap  permohonan
partisipasi dalam event internasional, keanggotaan dan
kerjasama organisasi internasional dart luar atau dalam
negeri,

d. Melaksanakan kegiatan penghimpunan bahan,

pengkajian dan penyusunan substansi deklarasi bersama
dan perjanjian internasional;
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¢. melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi dan
pemantauan pelaksanaan pengisian kegiatan kerjasama
organisasi internasional dan kerjasama pemerintah
daerah dengan mitra kerja luar negeri

{. melaksanakan kegiatan pengoordinasian pengurusan
administrast bantuan/hibah dalam rangka kerjasama
teknik dan organisasi internasional;

g. melaksanakan kegiatan komunikasi dan korespondensi
dengan mitra keyjasama organisasi internasional;

h. melaksanakan kegilatan pengoordinasian program dalam
rangka pemberangkatan delegasi Pemerintah Daerah ke
event dan kegiatan organisasi internasional;

i. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pendokumentasian
dan penyajian keglatan program Rerjasama organisasi
internasional dan keikuisertaan dalam event internasional;

1. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana penyvelenggaraan
event mternasional,

k. melaksanakan Kkegiatan pendampingan tamu manca
negara yvang berkunjung ke Pemerintah Daerah dalam
rangka event internasional;dan

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Organisasi Internasional

Pasal 90

(1) Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik merupakan Satuan
" Kerja Bagian Kerjasama Luar Negerl dalam pelaksanaan
kegiatan fasilitasi korps diplomatik.

(2) Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama
Luar Negeri.

{3) Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik mempunyal tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Kerjasama Luar Negeri sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagilan Kerjasama Luar Negeri
sesual dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan analisis surat-surat vyang
diajukan kepada Pemerintah Daerah oleh korps
diplomatik dan organisasi internasional di Jakarta
melalui Kementerian Luar Negeri;

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, perumusan,
penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  serta
standardisasi teknis bersama dengan SKPD dan UKPD
dan/atau instansi pemerintah/swasta vang terkait
dengan pemenuhan kebufuthan pelayanan terhadap
korps diplomatik dan organisasi internasional di Jakarta;
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¢. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi
fasilitasi yang diberikan oleh Perangkat Pemerintah
Daerah terhadap korps diplomatik atau organisasi
internasional di Jakarta;

f. melaporkan dan menyampaikan rekomendasi kepada
Gubernur  sebagai  bahan  pertimbangan  unituk
pengambilan keputusan dengan memperhatikan azas
resiprositas dan kelaziman internasional;

g. melaksanakan kegiatan {asilitasi penyusunan format
- perjanjian internasional dalam rangka kerjasama dengan
mitra luar negeri

h. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan SKPD dan
UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta vang terkait
dalam  kegiatan  penyusunan format  perjanjian
internasional dalam rangka kerjasama dengan mitra luar
negeri

1. melaksanakan kegiatan korespondensi dengan mitra luar
negeri, KBRI, KJRI dan Perwakilan Rl lainnya di luar
negeri guna membina hubungan Kkerjasama dalam
kerangka memberikan pelayanan kepada  korps
diplomatik;

j. melaksanakan kegiatan fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan

teknis .bersama dengan SKPD dan UKPD dan/atau
instansi  pemerintah/swasta yang tferkait dengan
pemenuhan kebutuhan pelayanan terhadap korps
diplomatik dan organisasi internasional di Jakarta;

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Administrasi
Kepala Daeral;

l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Baglan Administrasi
Kepala Daerah; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik.

Pasal 91

Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas merupakan
Unit Kerja Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
dalam pelaksanaan pelayanan terhadap tamu dan
pengelolaan perjalanan dinas pimpinan, pejabat, pegawai
dan/atau pihak lain yang ditugaskan Pemerintah Daerah
dan pengelolaan ketatausahaan Biro.

Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri.
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Pasal 92

Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas mempunyal
tugas melaksanakan pelayvanan terhadap tamu dan
mengelola perjalanan dinas pimpinan, pejabat, pegawai
dan/atau pihak lain vang ditugaskan Pemerintah Daerah dan
pengelolaan ketatausahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana Kerja dan
anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan
Perjalanan Dinas;

c. pelaksanaan kegiatan perumusan, penyusunar,

pembahasan dan pembinaan bahan kebijakan peraturan
perialanan dinas;

d. pengaturan dan penjadwalan penerimaan tamu;

e, pelayanan tamu Pemerintah Daerah;

f. penyiapan fasilitas pelayanan tamu Pemerintah Daerah;
g. penerimaan dan analisis usulan perjalanan dinas;

h. pengurusan administrasi dan dokumen perjalanan dinas

pimpinan, pejabat, pegawa: dan/atau pthak lain vang
ditugaskan Pemerintah Daerah;

i. pengoordinasian rencana perjalanan dinas pimpinan;

penyerahan dokumen perjalanan dinas;

k. penyusunan rencana strategis Biro Kepala Daerah dan

Kerjasama Luar Negeri;

pengelolaan  kepegawaian, kecuangan, barang dan
ketatausahaan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar
Negeri;

m. pengoordinasian  penyusunan rencana Kkerja dan

anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Biro
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;

n. pengoordinasitan penyusunan laporan keuangan, Kinerja,

kegiatan dan akuntabilitas Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri; dan

0. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Bagian Pelayvanan Tamu dan Perjalanan
Dinas.
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Pasal 93

Subbagian Pelayanan Tamu merupakan Satuan Kerja
Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas dalam
pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu Pemerintah Daerah.

Subbagian Pelavanan Tamu dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Tamu dan
Perjalanan Dinas.

Subbagian Pelayanan Tamu mempunyai tugas

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan
Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana  strategis  dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan
Perjalanan Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyusunan
jadwal kunjungan tamu Pemerintah Daerah dari dalam
dan luar negeri;

menyiapkan penerimaan kunjungan tamu Pemerintah
Daerah vang telah mendapatkan persetujuan darn
Gubernuy, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

melaksanakan kegiatan analisa permohonan
audiensi/kunjungan tamu resmi Pemerintah Daerah
dalam negeri yang telah mendapatkan persetujuan
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

melaksanakan kegiatan . analisa permohonan
audiensi/kunjungan tamu resmi Pemerintah Daerah luar
negeri vang telah mendapatkan persetyjuan Gubernur,
Walkil Gubernur dan Sekretaris Daeraly;

menyusun tanggapan/jawaban atas pertanyaan tertulis
dari tamu resmi Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan
dengan SKPD/UKPD terkait;

melaksanakan kegiatan koordinasi dan korespondensi
dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/
swasta/masyarakat terkait persiapan dan pelaksanaan
penerimaan tamu resmi Pemerintah Daerah yang telah
mendapatkan persetujuan Gubernur, Wakil Gubernur
dan Sekretaris Daerah;

melaksanakan kegiatan analisa penyusunan kebutuhan
penerimaan tamu resmi Pemerintah Daerah;

melaksanakan kegiatan penatausahaan audiensi/kunjungan
tamu resmi Pemerintah Daerah;

melaksanakan  kegiatan  pelaporan dan  evaluasi
pelaksanaan penerimaan tarmu resmi Pemerintah Daerah;
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I. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Peiayanan Tamu
dan Perialanan Dinas;

m. mengoordinasikan  penyusunan laporan keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pelayanan
Tamu dan Perjalanan Dinas; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pe]aksanaan
tugas Subbagian Peiayanan Tamu.

Pasal 04

Subbagian Perjalanan Dinas merupakan Satuan Kerja
Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas - dalam
pengelolaan kegiatan perialanan dinas dalam negeri dan
luar negeri.

Subbagian Perjalanan Dinas dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab  kepada Kepala Bagian Pelayanan Tamu dan
Perjalanan Dinas.

Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan
Dinas sesuai dengan Ingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan
Perjalanan Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. melaksanakan pemrosesan administrasi perjalanan dinas
dalam dan luar negeri melalui aplikasi sistem informasi
perjalanan dinas;

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyiapan. dan
pengkajian bahan kebijakan peraturan perjalanan dinas
dalam dan luar negeri;

e. melaksanakan kegiatan telaahan dan/atau analisa usulan
perjalanan dinas dalam dan luar negeri untuk memberikan
saran dan masukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah;

f. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana perjalanan
dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan
Deputi Gubernur,;

- g. melaksanakan kegiatan pendokumentasian dan sosialisasi

kebijakan peraturan perjalanan dinas dalam dan lhar
negeri;

h. melaksanakan kegiatan penyiapan, pemrosesan dan
penyelesaian administrasi dokumen perjalanan dinas dalam
dan luar negeri;
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i. melaksanakan keglatan koordinasi dan  korespondensi
dengan  SKPD/UKPD, instansi pemerintah, pihak
pengundang dan/atau kota tujuan perjalanan dinas dalam
dan luar negeri serta Kedutaan Besar negara tujuan
perjalanan dinas luar negeri;

j- melaksanakan pembuatan notulensi rapat koordinasi
pembahasan usulan perjalanan dinas dalam dan luar
negeri;

k. melaksanakan kegiatan pemrosesan permohonan izin dan
dokumen perjalanan dinas luar negeri;

l. melaksanakan kegiatan pelavanan keberangkatan dan
kedatangan dalam dan luar negeri Gubernur, Wakil
Gubernur, Sckretaris Daerah dan Deputi Gubernur;

m. melaksanakan kegiatan pemantauvan, evaluasi, tindak
lanjut dan pelaporan kegiatan perjalanan dinas dalam dan
luar negeri; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Perjalanan Dinas.

Pasal 95

Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja
Bagian Administrasi Kepala Daerah dalam pelaksanaan
kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, surat-
menyurat dan kearsipan serta kerumahtanggaan Biro
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri

Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Tamu dan
Perjalanan Dmnas.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai fugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas
Kepala Daerah sesual dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pelayanan Tamu dan Perjalanan Dinas
Kepala Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,

c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama
Luar Negeri

e. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi
Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri,

f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja Biro Kepala Daerah dan Kerjasama
{uar Neger;
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g. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan,

keamanan dan ketertiban kantor Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri;

h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara

Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;

melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;

melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Biro
Kepala Daerah dan Kerjiasama Luar Negeri;

k. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis,

rencana Kerja dan anggaran Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Neger;;

melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Biro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri;

m. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan

kebutuhan prasarana dan sarana Biro Kepala Daerah
dan Kerjasama Luar Negeri;

n. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan,

kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Birc Kepala Daerah
dan Kerjasama Luar Negeri;

o. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis

dan rencana kerja dan anggaran Bagian Pelayanan Tamu
dan Perjalanan Dinas;

p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan,

kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pelayanan Tamu
dan Perjalanan Dinas; dan

gq. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Subbagian Tata Usaha Biro.
Paragraf 5
Biro Umum

Pasal 96

(1) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kerumahtanggaan, pengamanan Kompleks Balaikota dan
ketatausahaan Pemerintah Daerah,

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Biro Umum menyelenggarakan fungsi .

a.

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Umum,

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Umum;
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. pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Dacrah;

. pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dan pengamanan

kompleks balaikota, termasuk rumah dinas Gubernur dan
Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

. pemeliharaan dan perawatan kompleks Balaikota termasuk

bangunan dan gedung di dalamnya serta rumsah dinas
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

fasilitas: peringatan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta sesuai
lingkup tugasnya;

g. pengelolaan telekomunikasi balaikota dan rumah dinas;

(1)

. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro Umum;

pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Umurn;
pembinaan ketatausahaan setda;
pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Umum; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas dan
fungsi Biro Umum.

Pasal 97
Susunan Organisasi Biro Umum, sebagai berikut :

a. Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan, terdiri
dari :

1. Subbagian Ketatausahaan dan Kearsipan,

2. Subbagian Pengctikan dan Penaklikan Naskah Dinas
dan Badan; dan

3. Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Staf
dan Wilayah.

b. Bagian Rumah Tangga terdiri dani :
1. Subbagian Bangunan Gedung;
2. Subbagian Jaringan Listrik; dan
3. Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi.

¢. Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota,
terdiri dari :
1. Subbagian Pengamanan Dalam;
2. Subbagian Perbinaan Ketatausahaan Setda; dan
3, Subbagian Tata Usaha Biro.
d. Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan terdin dari :

I. Subbagian Pelayanan dan Pemanfaatan Gedung; dan
2. Subbagian Perlengkapan dan Sarana Seremonial;

e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Biro Umum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 98

Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan merupakan
Unit Kerja Bire Umumn dalam pelaksanaan ketatausahaan
pemerintah daerah.

Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum,

Pasal 99

Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan mempunyal
tugas melaksanakan ketatausahaan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan
mempunyat fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan;

b, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan
dan Kearsipan

¢. penyelesaian perbal, pengetikan dan penaklikan net
naskah dinas;

d. melaksanakan Koordinasi dan Konsolidasi Perbal Naskah
Dinas dengan SKPD/UKPD;

e. melaksanakan layanan informasi perbal Naskah Dinas;

f. melaksanakan pencrimaan, pengarahan, pencatatan dan
pemberian kode klasifikasi pada surat;

g. melaksanakan penomoran, penggandaan dan penstempelan
naskah dinas;

h. melaksanakan pengiriman serta pemantauan percepatan
penyampaian naskah dinas dan disposisi pimpinan
{manual} ke alamat yang dituju;

i. melaksanakan penginputan naskah dinas yang telah
ditandatangani pimpinan ke dalam database;

j- penyimpanan, penataan dan penemuan kembali arsip
dan penyusutan arsip vang ditandatangani oleh
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan
Kearsipan.
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Pasal 100

Subbagian Ketatausahaan dan Kearsipan merupakan
Satuan kerja Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan
dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan, pendistribusian
naskah dinas dan arsip.

Subbagian Ketatausahaan dan Kearsipan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Naskah
Dinas Pimpinan dan Kearsipan.

Subbagian Ketatausahaan dan Kearsipan mempunyat tugas :

a.

h.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan
Kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya,;

. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen

pelaksanaan anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan
dan Kearsipan sesual dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan  kegiatan penerimaan, pengarahan,

pencatatan dan pemberian kode klasifikasi pada surat;

memverifikasi berkas perbal Naskah Dinas yang telah
ditandatangani Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah sebelum penomoran,;

. melaksanakan  kegiatan  penerimaan, penomoran,

pencatatan, pemberian kode klasifikasi pada naskah
dinas;

melaksanakan kegiatan penggandaan dan penstempelan
naskah dinas yvang telah ditandatangani oleh Gubernur,
Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

melaksanakan kegiatan pengiriman serta pemantauan
percepatan penyampaian naskah dinas dan disposisi
pimpinan {manual} ke alamat yang dituju;

melaksanakan penginputan naskah dinas yang telah
ditandatangani Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah ke dalam database;

melaksanakan kegiatan penyimpanan, penataan dan
penemuan kembali arsip dan penyusutan arsip yang
ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daeraly;

melaksanakan kegiatan pendataan arsip penting yang
ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekretaris Daerah;
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k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Naskah Dinas
Pimpinan dan Kearsipan;

1. mengoordinasikan penvusunan laporan keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Naskah Dinas
Pimpinan dan Kearsipan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Ketatausahaan dan Kearsipan.

Pasal 101

Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Dinas dan
Badan merupakan Satuan Kerja Baglan Naskah Dinas
Pimpinan dan Kearsipan dalam pelaksanaan Lkeglatan
pengetikan dan penaklikan naskah Dinas dan Badan.

Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Dinas dan
Badan dipimpin oleh secorang Kepala Subbagian vyang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan.

Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Dinas dan
Badan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan
Kearsipan sesual dengan lingkup fugasnya;

k. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan
dan Kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penerimaan, pencatatan dan
penyelesatan perbal naskah Dinas dan Badan;

d. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penaklikan net
naskah Dinas dan Badan;

e. melaksanakan Koordinasi Perbal Naskah Dinas dengan
SKPD /UKFD;

f. melaksanakan Konsolidasi Perbal Naskah Dinas dengan
SKPD/UKPD;

g. melaksanakan penginputan Perbal Naskah Dinas ke
dalam database;

h. melaksanakan layanan informasi perbal Naskah Dinas;
dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah
Dinas dan Badan.
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Pasal 102

Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Staf dan
Wilayah merupakan Satuan Kerja Bagian Naskah Dinas
Pimpinan dan Kearsipan dalam pelaksanaan pengetikan
dan penaklikan naskah Staf dan Wilayah.

Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Staf dan
Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan.

Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Staf dan
Wilayah mempunyai tugas .

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan
Kearsipan sesual dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rancana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Naskah Dinas Pimpinan
dan Kearsipan sesuai dengan lingkup tugasnya,;

¢. melaksanskan keglatan penerimaan, pencatatan dan
penyelesaian perbal naskah staf dan wilayah;

d. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penaklikan net
naskah staf dan wilayah;

e. melaksanakan Koordinasi Perbal Naskah Dinas dengan
SKPD /UKPD;

f. melaksanakan Konsolidasi Perbal Naskah Dinas dengan
SKPD fUKPD;

g. melaksanakan penginputan Perbal Naskah Dinas ke dalam
database; .

h. melaksanakan lavanan informasi perbal Naskah Dinas; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pengetikan dan Penaklikan Naskah Staf
dan Wilayah.

Pasal 103

Bagian Rumah Tangga merupakan Unit Kerja Biro Umum
dalam pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan
kompleks Balaikota dan rumah dinas Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Bagian Rumah Tangga dipimpin cleh seorang Kepala Bagian
yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Birc Umum.

Pasal 104

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan kerumahtanggaan kompleks Balatkota dan
rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris
Daerah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Baglan Rumah Tangga;

b. pelaksanaan  rencana .Strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Rumah Tangga;

c. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan
kerumahtanggaan kompleks Balaikota dan rumah dinas
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

d. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan pemeliharaan/
perawatan kebersihan dan kerapihan serta keindahan
taman dan halaman kompleks Balaikota dan rumah
dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

e. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan pemeliharaan/
perawatan kebersihan, kerapihan, keindahan halaman
Kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

f. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan pemeliharaan/
perawatan  bangunan gedung beserta kelengkapan
fasilitas mekanikal elektrikal dan tata hngkungan di
Kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah

g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Kompleks Balaikota
dan rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah dengan SKPD/UKPD terkait; dan

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Rumah Tangga.

Pasal 105

Subbagian Bangunan Gedung merupakan Safuan Kerja
Bagian Rumah Tangga dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan penataan bangunan dan taman di
kompleks Balaikota dan rumah dinas Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Subbagian Bangunan Gedung dipimpin oleh secorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga.

Subbagian Bangunan Gedung mempunyail tugas :

a. menvusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Rumah Tangga sesual dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Rumah Tangga sesuai
dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pedoman/
petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan
urusan Rumah Tangga kompleks Balaikota yang terkait
dengan pengelolaan bangunan;
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d. melaksanakan  kegiatan  perencanaan, permantauan,
supervisi dan pemeliharaan/perawatan kebersihan dan
kerapihan serta keindahan dan halaman Kompleks
Balaikota, rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah;

e. melaksanakan  kegiatan perencanaan, pemantauan,
supervisi dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung
beserta kelengkapan gedung di Kompleks Balaikota,
rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris
Daerah;

f. melaksanakan  kegiatan koordinasi pengelolaan
Kompleks Balaikota, rumah dinas Gubernur, Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan SKPD/UKPD
terkait; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Bangunan Gedung.

Pasal 106

Subbagian Jaringan Listrik merupakan Satuan Kerja Bagian
Rumah Tangga dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
jaringan listrik di kompleks Balaikota, rumah dinas
Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah

Subbagian Jaringan Listrik dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
iawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga.

Subbagian Jaringan Listrik mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Rumah Tangga sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Rumah Tangga sesuai dengan
lingkup tugasnya,

¢. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Rumah Tangga sesuail
dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Rumah Tangga sesuai
dengan lingkup tugasnysa;

e. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pedoman/
petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan
urusan rumah tangga Balaikota yang terkait dengan
jaringan listrik : instalasi listrik lengkap dengan
armature lampu, AC, lLift, genset di Kompleks Balaikota
dan rumah dinas pimpinan daerah,
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melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pedoman/
petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan
urusan rumah ifangga Balaikota vang terkaif dengan
jaringan listrik :  instalasi listrik  lengkap dengan
armature lampu, AC, lift, genset di Kompleks Balaikota
dan rumah dinas pimpinan daerah;

. melaksanakan  kegiatan penyusunan | perencanasn
pemeliharaan dan perawatan jaringan lisirik jaringan
listrik : instalasi listrik lengkap dengan armature lampu,
AC, lift, genset pada gedung perkantoran di lingkungan
Kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

. melaksanakan kegiatan penyvusunan perencanaan
pemeliharaan dan perawatan jaringan hsirik jaringan
histrik : instalasi histrik lengkap dengan armature lampu,
AC, lift, genset pada gedung perkantoran di Iingkungan
Kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan
segenap jaringan listrik jaringan histrik : instalasi listrik
lengkap dengan armature lampu, AC, liff, genset pada
gedung-gedung kantor di Kompleks Balaikota dan rumah
dinas pimpinan daerah;

melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan
segenap jaringan listrik jaringan listrik : instalasi listrik
lengkap dengan armature lampu, AC, lift, genset pada
gedung-gedung kantor di Kompleks Balaikota dan rumah
dinas pimpinan daerah;

. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan
secara terus menerus atas berfungsinya jaringan listrik :
instalasi listrik lengkap dengan armature lampu, AC, lift,
genset di lingkungan Kompleks Balaikota dan rumah
dinas pimpinan daerah;

melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemasntauan
secara terus menerus atas berfungsinya jaringan listrik
jaringan listrik : instalasi hstrik lengkap dengan
armature lampu, AC, lift, genset di lingkungan Kompleks
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

. melaksanakan kegiatan pelayanan penggunaan fasilitas
jaringan listrik :  instalasi listrik  lengkap dengan
armature lampu, AC, lift, genset di Lingkungan Kompleks
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

. melaksanakan kegiatan pelayanan penggunaan fasilitas
Jaringan listrik jaringan listrik : instalasi listrik lengkap
dengan armature lampu, AC, Lift, genset di Lingkungan
Kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

. menylapkan bahan laporan Bagian Rumah Tangga yang
terkait dengan tugas Subbagian Jaringan Listrik;

. menyiapkan bahan laporan Bagian Rumah Tangga vang
terkait dengan tugas Subbagian Jaringan Listrik;
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melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Jaringan Listrik; dan

melaporkan dan mempertanggunglawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Jaringan Listrik.

Pasal 107

Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi merupakan
Satuan Kerja Bagian Rumah Tangga dalam pelaksanaan
kegiatan pengelolaan Jaringan Air dan Telekomunikasi.

Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yvang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rumah
Tangga.

Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi mempunyai
tugas :

a.

menyusun bahan rencana keria dan anggaran (DPA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran dari Bagian Rumah
Tangga sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan kegiatan kegiatan dan anggaran Dagian
Rumah Tangga sesual dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pedoman/
petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan penye-
lenggaraan urusan rumah tangga Balaikota yang terkait
dengan jaringan air @ instalasi plumbing, instalasi
hydrant, STP dan telekomunikasi serta CCTV di Kompiek
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

melaksanakan  kegiatan penyusunan  perencanaan
pemeliharaan dan perawatan jaringan air : instalasi
phumbing, instalasi hydrant, STP dan telekomunikasi
serta pada gedung perkantoran di lingkungan Kompleks
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan
segenap jaringan air : instalasi plumbing, instalasi
hyvdrant, STP dan telekomunikasi serta pada gedung-
gedung kantor di Kompleks Balaikota dan rnamah dinas
pimpinan daerah,;

melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan
secara terus menerus atas berfungsinya jaringan air
instalasi  plumbing, instalasi hydrant, S8TP dan
telekomunikasi serta CCTV di lingkungan Xompleks
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

melaksanakan kegiatan pelavanan penggunaan fasilitas
jaringan air CCTV dan telekomunikasi di Lingkungan
Kompleks Balaikota;

menyiapkan bahan laporan Bagian Rumah Tangga yang
terkait dengan tugas Subbagian Jarnngan Air dan
Telekomunikasi;
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i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi;

i menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (DPA)} dan

dokumen pelaksanaan anggaran dari Bagian Rumah
Tangga sesual dengan lingkup tugasnya;

k. melaksanakan kegiatan kegiatan dan anggaran Bagian
Rumah Tangga sesual dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan pedoman/
petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan penye-
lenggaraan urusan rumah tangga Balaikota yang terkait
dengan jaringan air . instalasi plumbing, instalasi
hydrant, STP dan telekomunikasi serta CCTV di Komplek
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

m. melaksanakan Kkegiatan penyusunan perencanaan
pemeliharaan dan perawatan jaringan air : instalasi
plumbing, instalasi hydrant, STP dan telekomunikasi
serta pada gedung perkantoran di lingkungan Komplek
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

n. melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan
segenap jaringan air @ instalasi plumbing, instalasi
hydrant, STP dan ielekomunikasi serta pada gedung-
gedung kantor di Kompleks Balaikota dan rumah dinas
pimpinan daerah;

0. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan
secara terus menerus atas berfungsinya jaringan air
instalasi plhumbing, instalasi hydrant, STP dan
telekomunikasi serta CCTV di lingkungan Kompleks
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

p. melaksanakan kegiatan pelayvanan penggunaan fasilitas
jaringan air CCTV dan telekomunikast di Lingkungan
Kompleks Balaikota;

g. menyiapkan bahan laporan Bagian Rumah Tangga yang
terkait dengan tugas Subbagian Jaringan Awr dan
Telekomunikasi; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi.

Pasal 108

Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota merupakan
Unit Kerja Biro Umum dalam pelaksanaan pengelolaan
keamanan Balaikota dan ketatausahaan Biro Umum.

Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biroc Umum.

Pasal 109

Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan  Balaikota
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan
Balaikota dan ketatausahaan Biro Umum.,
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Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
avat {1), Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota
mempurnyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan
Balaikota; :

b. pelaksanaan rencana strategis dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan
Balaikota;

C. penyusunan rencana strategis Biro Umum;

d. pengelolaan kepegawalan, keuangan, barang dan
ketatausahaan Biro Umum;

e. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)} dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
{DPA) Biro Umum;

f. pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan,
kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Biro Umum;

g. penyvelenggaraan, pengembangan dan  pembinaan
admmmistrasi ketatausahaan di lingkungan Sekretariat
Paerah;

h. pengamanan. Komplek Balaikota termasuk rumah dinas
pimpinan daerah;

i. penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan
pengendalian  gangguan keamanan/ketertiban dan
penanggulangan bencana di Komplek Balaikota dan
rumah dinas pimpinan daerah;

1. penyigpan bahan laporan Biro Umum yang terkait

dengan tugas dan fungsi Bagian Ketatausahaan dan
Pengamanan Balaikota; dan

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan
Balaikota.

Pasal 110

Subbagian Pengamanan Dalam merupakan Satuan Kerja
Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengamanan dalam
Gedung Balaikota dan rumah dinas pimpinan.

Subbagian Pengamanan Dalam dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketatausahaan
dan Pengamanan Balaikota.
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Subbagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan
Balaikota sesuail dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen

pelaksanaan anggaran Bagian Ketatausahaan dan
Pengamanan Balaikota sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan
program, pefunjuk pelaksanaan, pengembangan,
penanggulangan, penanganan, pengendalian dan
pencegahan " gangguan keamanan dan ketertiban di
kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

melaksanakan kegiatan - pemantauan terhadap
kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan
ketertiban di kompleks Balaikota dan rumah dinas
piunpinan daerah;

melaksanakan kegiatan pengoordinasian  gangguan
keamanan dan ketertiban di kompleks Balaikota dan
rumah dinas pimpinan daerah;

melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas dan kinerja
petugas gangguan keamanan dan ketertiban di kompleks
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

melaksanakan kegiatan f{asilitasi penanganan gangguan
keamanan, ketertiban dan penanggulangan bencana di
kompleks Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

melaksanakan  kegiatan  penyiapan, pemeliharaan
prasarana dan sarana dalam penanggulangan gangguan
keamanan dan ketertiban di kompleks Balaikota dan
rumah dinas pimpinan daerah;

melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan tugas
gangguan keamanan dan ketertiban di  kompleks
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah,;

melaksanakan  kegiatan peningkatan peran penghuni
perkantoran  kompleks  Balaikota  dalam  rangka
pengendalian gangguan keamanan dan keter{iban; dan

. melaporkan dan mempertanggungjewabkan pelaksanaan

tugas Subbagian Pengamanan Dalam.

Pasal 111

Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja
Bagian Pengamanan Balaikota dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, surat-menyurat
serta kerumahtanggaan Biro Umum.
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{2) Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan berfanggung
jawab kepada Kepala Bagian Ketatausahaan dan
Pengamanan Balaikota.

(3)

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :

a.

m.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan
Balaikota sesuail dengan lingkup hagasnya;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Ketatausahaan dan
Pengamanan Balaikota sesuai dengan lingkup fugasnya;

. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan

barang Birc Umurn;

melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Biro Umum;

melaksanakan  pengelolaan  kearsipan, data dan
informasi Biro Urmium;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja Biro Umum;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara
Biro Umum;

. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Biro

Umum,

melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Biro
Umum;

menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis,
rencana kerja dan anggaran Biro Umum;

melaksanakan permantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan  rencana  strategis  dan dokumen
pelaksanaan anggaran Biro Umum;

menghimpun hahan, menganalisis dan mengajukan
kebutuhan prasarana dan sarana Biro Umum;

menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Umum,

. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis

dan rencana kerja dan anggaran Bagian Ketatausahaan
dan Pengamanan Balaikota;

. mengoordinasikan penyvusunan laporan keuangan,

kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Baglan Ketatausahaan
dan Pengamanan Balaikota;
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p. melaksanakan pelayanan kedinasan kepada Kepala Biro
Umumn dalam rangka penyvelesaian surai-menyurat; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 112

(1} Subbagian Pembinaan Administrasi Ketatausahaan Setda
merupakan Satuan Keria Bagian Ketatausahaan dan
Pengamanan Balaikota dalam pelaksanaan kegiatan
pembinaan administrasi ketatausahaan sekretariat daerah.

(2} Subbagian Pembinaan Administrasi Ketatausahaan Setda
dipimpin  oleh  seorang Kepala  Subbagian vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan Balaikota.

(3} Subbagian Pembinaan Administrasi Ketatausahaan Setda
mempunyal tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Ketatausahaan dan Pengamanan
Balaikota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Ketatausahaan dan
Pengamanan Balaikota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyiapan, bahan, pembinaaan,
pelaksanaan sistem administrasi ketatausahaan Setda;

d. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan,
pemantauan, Kkoordinasi, pengendalian, bimbingan,
konsultasi teknis administrasi ketatausahaan Setda;

e. melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan
perundangan-undangan administrasi ketatausahaan
Setda;

f. melaksanakan kegiatan 1oonitoring dan evaluasi
administrasi ketatausahaan Setda;

g. menylapkan bahan laporan Bagian Ketatausahaan dan
Pengamanan yang berkaitan dengan tugas Subbag
Pembinaan Administrasi Ketatusahaan Setda; dan

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
Subbagian Pembinaan Administrasi Ketatausahaan Setda.

Pasgal 113

(1} Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan merupakan
Unit Kerja Biro Umum dalam pelaksanaan pelayanan umum
dan pemanfaatan gedung di Kompleks Balaikota dan rumah
dinas serta perlengkapan dan sarana seremonial pimpinan.
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Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum.

Pasal 114

Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan mempunyai
tugas melaksanakan  kegiatan  pelayanan  umum  dan
pemanfaatan gedung di Kompleks Balaikota dan rumah
dinas serta perlengkapan dan sarana seremonial pimpinan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan
mempunyal fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana keria dan
anggaran Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan;

b. pelaksanaan  rencana  Strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Umum dan
Perlengkapan;

¢. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan
Pelayanan Umum dan perlengkapan di SKPD/UKPD;

d. pelaksanaan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan
Balaikota

e. melaksanakan Pelayanan Umum dan perlengkapan bagi
SKPD/UKPD;

f. melaksanakan fasilitasi peringatan Hari Ulang Tahun
Jakarta sesual dengan ruang lingkup tugasnya;

g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan acara-acara yang
telah dijadwalkan yvang meliputi persiapan, pelaksanaan
dan perapihan kembali lokasi acara;

h. melaksanakan koordinasi terhadap perawatan perlengkapan
dan sarana seremonial;

i. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Komplek Balaikota
dan rumah dinas pimpinan daerah dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait;

j. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan pemeliharaan/

perawatan perlengkapan pendukung acara di Komplek
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah,;

k. melaksanakan kegiatan pelayanan penggunaan fasilitas
gedung di lingkungan Komplek Balaikota dan rumah
dinas Pimpinan; dan

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan,

Pasasl 115

Subbagian Pelayanan dan Pemanfaatan Gedung merupakan
Satuan Kerja Bagian Pelayanan Umum dan Perlengkapan
dalam peclaksanaan pelayanan dan pemanfaatan ruang dan
gedung Balaikota.
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Subbagian Pelayanan dan Pemanfaatan Gedung dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pelayanan Umum dan Perlengkapan.

Subbagian Pelayanan dan Pemanfaatan Gedung mempunyai
tugas :

a, menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Pelayanan Umum dan
Perlengkapan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan - rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Umum dan
Perlengkapan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan koordinasi penjadwalan dan pelayanan
penggunaan fasilitas gedung beserta sarana dan
perlengkapan pendukung di Lingkungan Komplek
Balaikota yang dikelola oleh Bire Umum pada hari kerja,
akhir pekan maupun hari libur nasional lainnva;

d. menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan pelayanan
dan pemanfaatan ruangan di kompleks balaikota serta
mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan serta
mengkoordinasikan kegiatan dengan unit terkait;

e. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan pemeliharaan/
perawatan periengkapan pendukung ruangan di Komplek
Balaikota dan rumah dinas pimpinan daerah;

f. melaksanaken kegilatan pelayanan penggunaan fasilitas
gedung dan administrasi di lingkungan Komplek
Balaikota dan rumah dinas Pimpinan; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pelayanan dan Pemanfaatan Gedung.

Pasal 116

Subbagian  Perlengkapan dan  Sarana  Seremonial
merupakan Satuan Kerja Bagian Pelayanan Umum dan
Perlengkapan dalam pelaksanaan pengelolaan perlengkapan
dan sarana seremonial.

Subbagian Perlengkapan dan Sarana Seremonial dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pelayanan Umum dan Perlengkapan. '

Subbagian Perlengkapan dan Sarana Seremonial mempunyai
tugas :

a. menvusun bahan rencana strategls dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Pelayanan Umum  dan
Perlengkapan sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pelayanan Umum dan
Perlengkapan sesuai dengan lingkup tugasnya;



103

¢. mengoordinasikan kegiatan dan acara-acara pimpinan
dengan unit terkait;

d. menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan acara-
acara seremonial yang akan dilaksanakan,

e. menyiapkan dan merawat perlengkapan dan sarana
acara-acara seremonial;

f. mengoordinasikan tempat acara, memeriksa persiapan
pelaksanaan seremomial serta merapihkan kembali lokasi

acara sesual lingkup tugasnya,;

g. memiasilitasi peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta
sesual lingkup tugasnya; '

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Pelayanan

Umum dan Perlengkapan; dan

i, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Prasarana dan Sarana Seremonial.

Bagian Keempat
Asisten Perekonomian dan Keuangan

Pagsal 117

Asisten Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam :

@.

mengoordinasikan penyusunan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pariwisataan, kebudayaan, perhubungan, perindustrian,
energi, koperasi dan usaha kecil dan menengah, perdagangan,
kelautan, perikanan, pertanian, pangan, tenagakerja,
transmigrasi, penanaman modal dan penyelenggaraan
pelayanan perizinan/non perizinan, pembinaan badan usaha
milik daerah;

. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas

urusan pemerintahan bidang pariwisataan, kebudayaan,
perhubungan, perindustrian, energi, koperasi dan usaha kecil
dan menengah, perdagangan, kelautan, perikanan, pertanian,
pangan, tenagakerja, transmigrasi, penanaman modal dan
penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan, pembinaan
badan usaha milik daerah;

. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan

daerah, aset daerah, pajak daerah, retribusi daerah serta
pengadaan barang/jasa;

.mengoordinasikan  dan  mengendalikan  pelaksanaan tugas

pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, pajak daerah,
retribusi daerah serta pengadaan barang/iasa;
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. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Sckretariat

Daerah dan aset Sckretariat Daerah;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan; dan

. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas

Asisten Perckonomian dan Keuangan.

Pasal 118

Asisten Perekonomian dan Keuangan mengoordinasikan :

Badan Pengelola Keuangan Daerah;

Badan Pengelola Aset Daerah;

. Badan Pajak dan Retribusi Daeralh;
. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;

g. Dinas Perindustrian dan Energi;

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
Dinas Perhubungan;
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu .Satu Pintu.
Paragraf 1
Biro Administrasi Sekretariat Daerah

Pasal 119

(1} Biro Administrasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat
Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan
pemantauan penvelenggaraan urusan penunjang keuangan,
pajak dan retribusi, aset dan pengadaan barang/jasa dacrah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
Biro Administrasi Sekretariat Daerah menyeclenggarakan
fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Administrasi Sekretariat Daerah;

b. pelaksanaan  rencana  strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Biro Administrasi Sekretariat
Daerah;
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pemaniauan penyelengparaan urusan penunjang bidang
keuangan, pajak dan retribusi, aset dan pengadaan
barang/jasa dacrah;

fasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pengoordinasian penyusunan kebijakan bidang keuangan,
pajak, retribusi, aset dan pengadaan barang/jasa daerah;
fasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
pengordinasian SKPD bidang keuangan, pajak dan
retribusi, aset dan pengadaan barang/jasa;

pengoordinasian  pengelolaan  keuangan dan  aset
Sekretariat Daerah;

pengelolaan keuangan Sekretaris Daerah dan Deputi
Gubernur;

penatausahaan aset Sekretariat Daerah;

penyusunan petunjuk teknis/pelaksanaan penatausahaan
keuangan dan aset Sekretariat Daerah;

pengeordinasian penyusunan  laporan  keuangan
Sekretariat Daerah;

penyusunan kebijakan administrasi Sekretaris Daerah
dan Deputi Gubernur,

pelaksanaan Kketatausahaan Sekretaris Daerah dan
Deputi Gubernur;

pengelolaan kepegawaian Sckretariat Daerah;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro
Administrasi Sekretariat Daerah;

pengelolaan  ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro
Administrasi Sekretariat Daerah;

pengelolaan  kearsipan, data dan informasi Biro
Administrasi Sekretariat Paerah; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

Pasal 120

Susunan Organisasi Biro Administrasi Sekretariat Daerah,
sebagai berikut :

a.

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Deputi;
2. Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas; dan
3. Subbagian Penganggaran.

Bagian Administrasi Sekretariat Daerah, terdiri dan :
1. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;

2. Subbagian Tata Usaha Deputi; dan
3. Subbagian Kepegawaian Setda dan Tata Usaha Biro.
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¢. Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah,
terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan Daerah;
2. Subbagian Pajak dan Retribusi Daerah; dan
3. Subbagian Aset Daerah.

d. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisast Bire Administrast Sekretariat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 121

Bagian Keuangan Sckretariat Daerah merupakan Unit Kerja
Biro Administrasi Sekretariat Daerah dalam pengelolaan
anggaran Sckretariat Daerah dan Deputi serta Biro
Administrasi Sekretariat Daerah dan Perjaelanan Dinas
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta.

Bagian Keuangan Sekretariat Dacrah dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab Kepada Kepala Biro Administrasi
Sekretariat Daerah.

Pasal 122

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyal tugas
melaksanakan pengelolaan anggaran Sekretaris Daerah,
Deputi dan Biro Administrasi Sekretariat Daerah serta
perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ihukota Jakarta.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyal
fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;

b. pelaksanaan  rencana  strategis dan  deokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah; '

c. pelaksanaan pengoordinasian dan penyusunan anggaran
pada rencana kerja dan anggaran dan dokumen
pelaksanaan anggaran Biro Administrasi Sekretariat
Daerah;

d. pernbinaan pengelolaan keuangan terhadap Biro-Biro di
lingkungan SKPD Sekretariat Daerah;

e. penyajian data dan informasi pelaksanaan anggaran
berdasarkan pelaksanaan anggaran Biro Sekretariat
Daerah;
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f. pemantauan pelaksanaan anggaran Bire Administrasi

Sekretariat Daerah;dan

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
Pasal 123

Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Deputi
merupakan Satuan Kerja Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah dalam pengelolaan keuangan.

Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Deput
dipimpin oleh seorang [Kepala  Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Depuli
mempunyai fugas

a, menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Keuangan Seckretariat Daerah dan
Deputi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b, melaksanakan rencana  strategis  dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan Sckretariat
Daerah dan Deputi sesuail dengan lingkup tugasnya;

¢. melaksanakan kegiatan dan anggaran pada Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah dan Deputi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. melaksanakan pengelolaan keuangan Biro Administrasi
Sekretariat Daerah,;

e. melaksanakan kegiatan penelitian kelengkapan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dari anggaran SKPD
Sekretariat Daerah dan kegiatan Deputi dari anggaran
SKPD Sekretariat Daerah;

f. melaksanakan kegiatan penyiapan Surat Perintah
Pembayaran {SPM) dari anggaran SKPD Sekretariat
Daerah dan kegiatan Deputi darn anggaran SKPD
Sekretariat Daerah;

g, melaksanakan Kegiatan penerimaan surat pertanggungjawaban
belanja daerah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang {GU]},
Tambahan Uang (TU), Langsung (LS} Pengisian Kas dan
Langsung (LS) beban tetap dari anggaran SKPD
Sekretariat Dacrah;

h. menetapkan saldo pengisian kas Bendaharawan
Penigeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran
Pemhbantu, baik saldo kas yang akan dipergunakan lagi
maupun  saldo kas yang akan disetor ke Badan
Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Perbendaharaan
dan Kas Daerah;
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melaksanakan pembayaran BPJS Pejabat Negara dan
PNS di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

melaksanakan pembayaran Operasional Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

melaksanakan pembayaran Gajl dan Tunjangan Kinerja
Daerah PNS di lingkungan Sckretariat Daerah;

melaksanakan pembayaran Telepon, Air, Listrik, dan
Internet (TALI) di lingkungan Sekretariat Daerah;

. menyiapkan laporan Keuangan Bulanan, triwulanan,

Semesteran dan Tahunan serta laporan insidentil dari
anggaran biro,

. meneliti, menilai dan memverifikasi Surat Pertanggungawaban

(SPJ}) realisasi keuangan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

memberikan  pembinaan teknis kepada Satuan
Pemegang Kas, sesuai ketentuan perundang-undangan
yvang berlaku;

mencatat hasil pengesahan (Verifikasi) nang yang harus
dipertanggungjawabkan (UYHD);

melakukan Penelitian bulkti penyetoran kembali sisa
{UYHD)}; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Subbagian Keuangan Sckretariat Daerah.

Pasal 124

Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas merupakan Satuan
kerja Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan perjalanan
Dinas. :

Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah,

Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnyva;

melaksanakan proses pengelolaan  administrasi
keuangan perjalanan dinas dalam negeri dan luar
negeri;
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melaksanakan kegiatan analisis terhadap kebutuhan
pembilayaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar
negeri bag: pimpinan dan stal serta non pegawai
berdasarkan  disposisi pimpinan atas  usulan
SKPD/UKPD  dan/atau pihak lain/non lembaga
pemerintah;

melaksanakan kegiatan penyampaian bahan
pertimbangan ketersediaan anggaran biaya perjalanan
dinas dalam negeri dan luar negeri kepada pimpinan;

melaksanakan kegiatan koordinasi dengan
SKPD/UKPD dan/atau pihak lain/non lembaga
pemerintah untuk percepatan proses administrasi
keuangan penalanan dinas dalam negeri dan luar
negerl;

mempersiapkan  proses  administrasi  keuangan
perjalanan  dinas  dalam negeri dan luar negeri
berdasarkan surat tugas vang telah dikeluarkan
Sckretaris Daerah;

membuat estimasi biaya perjalanan dinas dalam negeri
dan luar negeri berdasarkan disposisi Pinpinan atas
usulan  SKPD/UKPD dan/atau non  lembaga
pemerintah  dan/fatau berdasarkan surat tugas
Sekretaris Daerah;

melakukan pemesanan tiket pesawat perjalanan dinas
dalam negeri dan luar negeri sesuai peraturan yvang
berlaku mengenal penyediaan tiket pesawat dalam
rangka perjalanan dinas melalui sistem;

melakukan  kegiatan  koordinasi dengan pthak
maskapai dalam rangka proses pemesanan tiket
pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;

meneliti, menilai  dan mempverifikasi seluruh
permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas baik
dari maskapai maupun SKPD/UKPD dan/atau non
lernbaga pemerintah;

melaksanakan proses pembayaran tagihan pihak
maskapai atas pemesanan tiket pesawat perjalanan
dinas dalam negeri dan luar negeri;

. melaksanakan proses pembayaran biaya perjalanan
dinas lainnya vang telah dituangkan dalam daftar
pengeluaran riil; '

. melakukan pencatatan realisast anggaran biaya
perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri secara
berkala dan melaporkannya kepada pimpinan;

menyusun laporan keuangan perjalanan dinas dalam
negeri dan luar negeri dan melaporkannya kepada
pimpinan secara bulanan, triwulanan dan tahunan;
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mendokumentasikan  seluruh  dokumen keuangan
perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri; dan

tugas Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas.

Pasal 125

(1) Subbagian Penganggaran merupakan Satuan kerja Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan
Perencanaan dan Penganggaran Biro.

{2)

Subbagian Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Dacrah. '

Subbagian Penganggaran mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Keuangan Sckretanat Dacrah
sesual dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,

melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan
penyusunan  rencana  strategis  Biro  Administrasi
Sekretariat Daerah;

mengoordinasikan dan penyusunan bahan rencana
kerja Biro Administrasi Sekretariat Daerah;

melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan
Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA}  Biro
Administrasi Sekretariat Daerah,;

melaksanakan kegiatan penctapan indikator Kinerja
untuk anggaran yang direncanakan Biro Administrast
Sekretariat Daecrah;

melaksanakan kegiatan penghimpunan dan inventarisasi
usulan-usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro
Administrasi Sekretariat Daerah;

melaksanakan kegiatan pemantauvan proses penerbitan
dan penyimpanan dokumen Surat Penyiapan Dana
(SPD);

melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan program dan kegiatan;

menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis
dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrast
Sekretariat Daerah;

melaksanakan pemantauvan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Rencana  Strategis dan  Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Sekretariat
Daerah;



(1)

{1)

111

l. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pembukuan
semua Surat Penylapan Dana (SPD} ke dalam buku
register;

m. mengoordinasikan  penyusunan  bahan  rencana
strategis dan rencana kerja dan anggaran Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah;

n. mengoordinasikan penyvusunan laporan keuangan,
kegiatan, kineria dan akuntabilitas Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Penganggaran.

Pasal 126

Bagian Administrasi Sekretariat Daerah merupakan Unit
Kerja Biro Administrasi Sekretariat Daerah dalam
pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Biro, Sekretaris
Daerah dan Deputl serta pengelolaan kepegawaian Setda.

Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi
Sekretariat Daerah.

Pasal 127

Bagian Administrasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Biro, Sekretaris
Daerah dan Deputi serta pengelolaan kepegawaian Setda.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Bagian Administrasi Sekretariat Daerah
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Administrasi Sckretariat Daerah;

b. pelaksanaan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Adminisirasl Sekretariat
Daerah;

c. pengelolaan  kepegawalan, Kkeuangan, barang dan
Ketatausahaan Biro Administrasi Sckretariat Daerals;

d. pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah;

e, pelaksanaan penatausahaan Sekretariat Daerah dan
Deputi; dan

f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Administrasi Sekretariat Daerah.

Pasal 128

Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah merupakan Satuan
kerja  Baglan Administrasi  Sekretariat  Daerah  dalam
pelaksanaan kegiatanpengelolaan penerimaan surat, mencatat
surat, kegiatan musyawarah pimpinan dan kearsipan.
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Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi
Sekretariat Daerah.

Subbagian Tata Usaha Sekretariat Daerah mempunyail
tugas ;

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Administrasi Sekretariat Dacrah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanasn anggaran Bagian Administrasi Seckretariat
DPaerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢. melaksanakan  kegiatan  penerimaan, pencatatan,
penelitian dan penyusunan ringkasan isi surat, naskah
dinas dan perbal serta menvampaikannya kepada
Sekretaris Daerah;

d. menyiapkan dan memproses surat lainnya sesuai
petunjuk Sekretaris Daerah;

e. melaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan naskah
sambutan/pidato, makalah dan kertas kerja Sekretaris
Daerah;

f. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pendistribusian
hasil rapat Sekretaris Daerah;

g. melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan
arsip dan dokumen khusus Sekretaris Daerah;

h. melaksanakan kegiatan penyusunar bahan rapat
Musyawarah Pimpinan Daerah;

i, melaksanakan kegiatan penyusunan bahan rapat,
fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan rapat kedinasan
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;

j. melaksanakan kegiatan analisis permohonan kehadiran
Sckretaris Dacrah pada acara yang diajukan oleh
SKPD/UKPD; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha Sekretariat Daerah.

Pasal 129

Subbagian Tata Usaha Deputi merupakan Satuan Kerja
Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan
kegiatan pengelolaan penerimaan surat, mencatat surat,
kegiatan musyawarah pimpinan dan kearsipan.

Subbagian Tata Usaha Deputi dipimpin oleh seorang Kepéia_
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah.
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{3) Subbagian Tata Usaha Deputi mempunyai tugas :

a.

(1)

menyusun bahan rencana strategis dan rencana keria dan
anggaran Bagian Administrasi Sckretariat Daerah sesual
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Administrasi Sekretariat
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan kegiatan penerimaan, pencatatan,
penelitian dan penyusunan ringkasan isi surat, naskah
dinas dan perbal serta menyampaikannya kepada Deputi;

menyiapkan dan  memproses  surat  lainnya  sesual
petunjuk Deputi;

mengoordinasikan penyusunan naskah sambutan/pidato,
makalah dan kertas kerja Deputi;

melaksanakan kegiatan penyusunan dan pendistribusian
hasil rapat Deputi;

melaksanakan kegiatan penyvimpanan dan pemeliharaan
arsip dan dokumen khusus Deputi;

meylapkan penyusunan bahan rapat, fasilitasi dan
koordinasi pelaksanaan rapat kedinasan yang dipimpin
oleh Deputi;

menganalisis permohonan kehadiran Deputi pada acara
yang diajukan oleh SKPD/UKPD; dan

melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha Deputi,

Pasal 130

Subbagian Tata Usaha Bire dan Kepegawaian Setda
merupakan Satuan Kerja Bagian Administrasi Sekretariat
Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan
pengelolaan kepegawaian, kenangan, barang, surat-menyurat
dan kearsipan serta kerumahtanggaan Biro Administrasi
Sekretariat Daerah dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

(2} Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda

dipimpin  oleh  seorang Kepala  Subbagian  yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah,

{3} Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Setda

mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Administrasi Sekretariat Daerah
sesual dengan hingkup tugasnyva;
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. melaksanakan  rencana  strategis  dan  dokumen

pelaksanaan anggaran Baglan Administrasi Sekretariat
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan pengelolaan kepegawalan Biro Administrasi
Sekretariat Daerah;

melaksanakan pengelolaarn barang Biro Administrasi
Sekretariat Daerah;

melaksanakan pengelolaan  surat menyurat Biro
Administrasi Sckretariat Dacrah;

melaksanakan pengelolaan kearsipan Biro Administrasi
Sekretariat Daerah;

melaksanakan pemelbharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja Biro Administrasi Sekretariat Daerah;

. melaksanakan pemeliharaan  kebersihan, Keindahan,

keamanan dan ketertiban kantor Biro Administrasi
Sekretariat Daerah;

melaksanakan  publikasi  kegiatan, upacara dan
pengaturan acara Biro Administrasi Sekretariat Daerah;

melaksanakan pengelolaan teknologi mformasi dan
ruang rapat Biro Administrasi Sekretariat Daerah;

menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan
kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Biro
Administrasi Sekretariat Daeral;

menghimpun, mengolah, memelihara, mengembangkan,
memanfaatkan dan menyajikan data dan informasi Biro
Administrasi Sckretariat Daerahyg

.melaksanakan  kegiatan perencanaan kebutuhan,

penempatan, mutasi, pengembangan, pendidikan dan
pelatihan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;

.melaksanakan kegiatan pengurusan hak, kesejahteraan,

penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun
pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;

. melaksanakan kegiatan koordinasi proses administrasi

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawal
dalam dan dari jabatan di lingkungan Seckretariat Daerah;

melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian dan pemeliharaan data informasi dan dokumen
kepegawaian Sekretariat Daerah termasuk Sasaran Ketja
Pegawai (SKP} dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK]}
pegawal Sckretariat Daerah;

mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan
anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian
Administrasi Sekretariat Daerah;
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r. mengoordinasikan menyusun laporan keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas Bagian  Administrasi
Sekretariat Daerah; dan

s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian
Setda.

Pasal 131

(1) Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah
merupakan Unit Kerja Biro Administrasi Sekretariat Daerah
dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Akuntanst dan
pelaporan keuangan Sekretariat Daerah dan Deputi serta
pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan
Pemerintahh Dacrah menggenal keuangan, retribusi, aset
dan pengadaan barang/jasa daerah.

(2) Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yvang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro
Administrasi Sekretariat Daerah. '

Pasal 132

{1} Bagian Kecuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan
Akuntansi dan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah dan
Deputi serta pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan
kebyakan Pemerintah Daerah menggenai keuangan, pajak,
retribusi, aset dan pengadaan barang/jasa daerah.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset
Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset
Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran  Bagian Keuangan, Pajak dan
Retribusi dan Aset Daerah;

c. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi
kebijakan keuangan, pajak, retribusi, aset dan
pengadaan barang/jasa daerah;

d. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangarn dalam
Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan kebijjakan
bidang keuangan, pajak, retribusi, aset dan pengadaan
barang/jasa daerah; '

e. memiasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
perumusan kebijakan bidang keuangan, pajak, retribusi,
aset dan pengadaan barang/jasa daerah;
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pelaksanaan  proses akuntansi melipufi  pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan keuangan SKPD Sckretans
Daerah;

penggabungan (konsolidasi) Laporan Keuangan dari Biro-
Biro di ingkungan SKPD Sekretaris Daerah; '

pendataan aset dan pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional (KDO} di lingkungan Sekretariat Daerah;

pelaksanaan pencatatan/penatausahaan dokumen aset
Sekretaris Daerah, inventarisasi, pemeliharaan,
pengendalian, pembinaan serta penghapusan aset
Sekretaris Daerah; dan

. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan
Aset Daerah. -

Pasal 133

{1} Subbagian Keuangan Daerah merupakan Satuan Kerja
Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daerah
dalam pelaksanaan kegiatan pelaporan dan Akuntansi
Sekretariat Daerah dan pengoordinasian kebijakan keuangan
daerah.

Subbagian Keuangan Daerah dipimpin oleh secorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi
dan Aset Daerah.

Subbagian Keuangan Daerah mempunyail tugas :

&.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset
Daerah sesual dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagilan Keuangan, Pajak dan
Retribusi dan Aset Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya;

memfiasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
melaksanakan Penghimpunan dan pengelolaan data dan
informasi kebijakan Bidang Keuangan Dacrah;

memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
melaksanakan dan  mengoordinasikan  pemantauan
pelaksanaan kebijakan Bidang Keuangan Daerah;

melaksanakan siklus Akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangarn,

menghimpun, menehti dan  mengadministrasikan
dokumen pendukung penyusunan laporan keuangan dari
birc-bire di lingkungan Sekretariat Daerah;
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g. menyusun laporan keuangan Biro  Administrasi
Sekretariat Daerah;

h. melaksanakan rekonsihas: laporan keuangan secara
periodik meliputi laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan
catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi pernerintahan terhadap laporan keuangan
(laporan realisasi anggaran, neraca,laporan operasional,
laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan
keuangan} SKPD/UKPD Sekretariat Daerah;

1. menyusun Laporan Keuangan Konsclidast SKPD
Sekretariat Daerah Semesteran dan Tahunan;

j. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan terhadap
Biro-Biro di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Keuangan Daerah.

Pasal 134

{1) Subbagian Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Satuan

Kerja Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset
Daerah dalam pelaksanaan pengoordinasian kebijakan
pajak, retribusi dan pengadaan barang/jasa dacrah,

Subbagian Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh
secorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan, Pajak
dan Retribusi dan Aset Daerah.

Subbagian Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset
Daersah sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan
Retribusi dan Aset Daerah sesual dengan lingkup
tugasnya;

c. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam -
melaksanakan Penghimpunan dan pengelolaan data dan
informasi kebijjakan pajak, retribusi dan pengadaan
barang/jasa daerah;

d. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
melaksanakan dan mengoordinasikan  pemantauan
pelaksanaan kebijakan pajak, retribust dan pengadaan
barang/jasa daerah; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbag Pajak dan Retribusi Daerah.
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Pasal 135

{1) Subbagian Aset Daerah merupakan Satuan Keria Bagian
Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset Daecrah dalam
pelaksanaan pengoordinasian kebijakan aset daerah serta
pelaksanaan kegiatan monitor, evaluasi, rekapitulasi,
pemutakhiran data, penyimpanarn barang serta
mengoordinasikan rencana kebutuhan barang sekretrariat
daerah.

{(2) Subbagian Aset Sekretariat Daerah dipimpin oleh secrang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan, Pajak
dan Retribusi dan Aset Daerah.

(3) Subbagian Aset Daerah mempunyai tugas :

a. menvusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Keuangan, Pajak dan Retribusi dan Aset
Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagilan Keuangan, Pajak dan
Retribusi dan Aset Daerah Sekretariat Daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. memiasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
melaksanakan Penghimpunan dan pengelolaan data dan
informasi kebijakan aset Daerahy;

d. memfiasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam
melaksanakan dan mengoordinasikan pemantauan
pelaksanaan kebijakan aset daerah;

e. menyusun rencana periodik {(anggaran dan kegiatan)
pemeliharaan aset Biro-Biro Sekretariat Daerah;

f. melaksanakan kegiatan evaluasi dan penelitian kelaikan
pakai barang Sekretariat Daerah;

g. melaksanakan inventarisir/pencatatan aset tetap di
' lingkungan Sekretariat Daerah;

h. melaksanakan koordinasi registrasi penomoran peralatan
kerja teknis pada Biro-biro di bawah koordinasi
Sekretariat Daerah;

i. melaksanakan kegiatan pemantauan dan supervisi dari
pemeliharaan/perawatan aset Sekretariat Daerah secara
berkala;

1. melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi
terhadap aset Sekretariat Daerah; ‘

k. melakukan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan
kendaraan dinas operasional;
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1. melaporkan aktivitas pemeliharaan aset serta data aset
vang dipelihara sccara berkala ke Kepala Bagian
Keuangan, Pajak, Retribusi dan Aset Daerah;

m. melaksanakan kegiatan koordinasi dan pembinaan
terhadap pengurus barang pada Biro-biro;

n. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan/penerapan
ketentuan perundang-undangan pengelolaan aset kepada
Biro-Biro/UKPD;

o. melaksanakan pendataan Aset dan pemelitharaan KDO
Biro-biro di hngkungan Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

p. penyiapan bahan laporan Bire Administrasi Sekretariat
Daerah vang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian
Keuangan, Pajak dan Retribusi, dan Aset Daeran sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

gq. menyusun Standar Operasional Pemeliharaan Aset Tetap
di Lingkup Sekretariat Daerah;

r. mengevaluasi laporan penyusutan aset Sekretariat
Daerah dan menyusun rencana usulan penghapusan
aset vang felah habis nilal ekonomis atau tidak
difungsikan lagi;

s. melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengusulan
penghapusan barang Sekretariat Daerah yvang datanya
bersumber dari Biro-Birce/UKPD Sekretariat Daerah; dan

t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Aset Daerah.

Paragraf 2
Biro Perekonomian
Pasal 136

Biro Perckonomian mempunyai ftugas melaksanakan
penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memantau,
mengevaluasi, membina pelaksanaan kebyjakan urusan
pariwisata, kebudayaan, tenaga  kerja, transmigrasi,
perhubungan, perindustrian, energy dan sumber daya mineral,
koperasi, usaha kecll dan menengah, perdagangan, kelautan
dan perikanan, pertaman, pangan serta mengoordinasikan
penyusunan perumusan kebijakan badan usaha milik
daerah dan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Biro Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Perekonomian;
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. pelaksanaan rencana strategls dan dokumen pelaksanaan

anggaran Biro Perekonomian;

. penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan pariwisata,

kebudayaan, tenagakerjia, transmigrasi, perhubungan,
perindustrian, energy dan sumber daya mineral, koperasi,
usaha kecil dan menengah, perdagangan, kelautan dan

perikanan, pertanian, pangan,

. pengoordinasian, pemantauan, ecvaluasi dan pembinaan

pelaksanaan kebijakan wurusan pariwisata, Kkebudayaan,
tenagakera, transmigrasi, perhubungan, perindustrian,
energy dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan
menengah, perdagangan, kelautan dan perikanan,
pertanian, pangan,

. pengoordinasian . penyusunan  perumusan  kebijakan

pembinaan badan usaha milik daerah, penanaman modal,
pelayanan terpadu satu pintu dan ekonomi daerah;

. perumusan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi makro daerah;

. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro

Perekonomian;

.pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro

Perekonomian;

i. pengelolaan  kearsipan, data dan  informasi Bwo

Perckonomian; dan

. pelaporan dan pertanggunglawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Biro Perekonomian.

Pasal 137

(1) Susunan Organisasi Biro Perekonomian, sebagai berikut :

&,

Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta Perdagangan, terdiri dari :

1. Subbagian Perindustrian dan Energi;
2. Subbagian Perdagangan; dan
3. Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman
- Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi

Daerah terdiri dar ;

1. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Subbagian Penanaman Modal dan PTSP; dan

- 3. Subbagian Ekonomi Daerah.

Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
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1. Subbagian Perhubungan,;
2. Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan; dan
3. Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

d. Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan
terdirt dari ¢

1. Subbagian Keiaﬁtan dan Pertanian,
2. Subbagian Ketahanan Pangan; dan
3. Subbagian Tata Usaha Biro.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Biro Perekonomian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 138

Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta Perdagangan merupakan Unit Kerja Biro
Perekonomian dalam melaksanakan penyusunan dan
perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang Perindustrian,
Energi, Perdagangan .dan Koperasi, Ussha Kecil dan
Menengah.

Bagian Perindusirian, Energi, Koperasi, Usaha KXecil dan
Menengah serta Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Perekonomian.

Pasal 130

Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta, Perdagangan mempunyai fugas
melaksanakan penyusunan dan perumusan Kkebijakan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan di bidang Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah serta Perdagangan. '

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah serta Perdagangan menyeienggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana Xerja dan
anggaran Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah serta Perdagangan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah serta Perdagangan;

c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan
dibidang Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta Perdagangan;
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d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan dibidang Perindustrian, Energi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;

€. pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah serta Perdagangan.

Pasal 140

Subbagian Perindustrian dan Energi merupakan Satuan Keria
Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
di bidang Perindusirian dan energi.

Subbagian Perindustrian dan Energ: dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perindustrian,
Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah seria
Perdagangan.

Subbagian Perindustrian dan Energi mempunyai tugas @

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah serta Perdag:mgan sesuai dengan
lingkup tugasnya,

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Perindustrian, Energi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

¢, melaksanakan kegiatan penyusunan, perumusan  dan
pembahasan kebijakan di bidang Perindustrian dan Energi;

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian
dan Energi;

e. melaksanakan  kegiatan  penghimpunan,  pengolahan,
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Perindustrian dan energi; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Perindustrian dan Energi.

Pasal 141

Subbagian Perdagangan merupakan Satuan Kerja Bagian
Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
serta Perdagangan  mempunyat  tugas  melaksanakan
penvusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebyjakan
di bidang perdagangan
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Subbagian Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi,

- Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.

Subbagian Perdagangan mempunyal tugas

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah serta Perdagangan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b melaksanakan rencana sirategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Perindustrian, Energi,
Koperasi, Usaha Kecill dan Menengah serta Perdagangan
sesual dengan lingkup fugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebyjakan dibidang Perdagangan;

d. melaksanakan pengoordinasian, pemanfauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan;

e. melaksanakan - kegiatan  penghimpunan,  pengolahan,
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pelaksanaan kebijjakan dibidang
Perdagangan;

f. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencena kerja dan anggaran Bagian Perindustrian,
Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta
Perdagangan;

g. mengoordinasikan  penyusunan laporan  keuangan,
kegiatan kinerja dan akuntabilitas Bagian Perindustrian,
Energi, Koperasi, Usaha XKecil dan Menengah serta
Perdagangan;dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Perdagangan.

Pasal 142

Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan
Satuan Kerja Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah serta Perdagangan dalam pelaksanaan
perumusan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauyan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha
Kecil dan menengah;

Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perindustrian,
Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta
Perdagangan.
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Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah serta Perdagangan sesual dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Perindustrian, Energi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan .
sesuai dengan lingkup tugasnya,

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyvusunan dan
pembahasan bahan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah,

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijjakan di bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah;

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengoiahan,
pemehharaan, penvajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pelaksanaan kebijakan dibidang
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 143

Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP} dan Ekonomi
Daerah merupakan Unit Keria Biro Perekonomian dalam
melaksanakan penyusunan dan  perumusan  Kebijakan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah,
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
Ekonomi Daerah.

Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP} dan Ekonomi
Daerah dipimpin o¢leh seorang Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Biro Perekonomian.

Pasal 144

Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP} dan Ekonomi
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pEruImuUsan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang Pembinaan
Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu {(PTSP) dan Ekonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daecrah,
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP} dan
Ekonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :
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a. penyusunan rencana strategis dan rencana Kerja dan
anggaran Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah,
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dan Ekonomi Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Baglan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah,
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P’I‘SP]
dan Ekonomi Dacra,h

c. penyusunan, perumusan dan pembahasan kebijakan di
bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi
Daerah;

d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) dan Ekonomi Daerah,

e. pelaksanaan perumusan, pemantauvan, pengendalian dan
evaluasi kebijakan ekonomi mikro dan makro daerah;dan

f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah,
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dan Ekonomi Daerah;

Pasal 145

Subbagian Penanaman Modal dan PTSP merupakan Satuan
kerja Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah,
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
Ekonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan evaluast pelaksanaan kebijakan di bidang
penanaman modal dan PTSP.

Subbagian Penanaman Modal dan PTSP dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayvanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP} dan Ekonomi Daerah.

Suibbagian Penanaman Modal dan PTSP mempunyal tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah,
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu {PTSP}
dan Ekonomi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Dagrah,
Penanaman Modal, Pelavanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dan Ekonomi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penvusunan, perumusan dan
pembahasan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan
PTSP;

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman
Modal dan PTSP;
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e. melaksanakan  keglatan  penghimpunan, pengolahan,
pemeliharaan, penvajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Penanaman Modal dan PTSP:dan

{. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subabagian Penanaman Modal dan PTSP,

Pasal 146

(1} Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah merupakan

(2)

Satuan kerja Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah,
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dam
Ekonormi Dacrah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yvang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan
Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi Daerah.

Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai
tugas

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah,
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
dan Ekonom: Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu {PTSP) dan Ekonomi Daerah sesual dengan hingkup
tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyusunan, perumusan dan
pembahasan kebijakan di bidang Pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah;

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
“pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan
Badan Usaha Milik Daerah;

e. melaksanakan  kegiatan  penghimpunan, pengolahan,
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 147

Subbagian Ekonomi Daerah merupakan Satuan kerja Bagian
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu {(PTSP} dan Ekonomi Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemanlavan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi mikro dan
ekonomi makro daecrah,
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Subbagian Ekonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dan Ekonomi Daerah.

Subbagian Ekonomi Daerah mempunyal tugas ;

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana keria dan
anggaran Biro Perckonomian dari Bagian Pembinaan
Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu {(PTSP) dan Ekonomi Daerah sesuail
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran dari Bagian Pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP} dan Ekonomi Daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyusunan, perumusan dan
pembahasan kebijakan di bidang Ekonomi Daerah;

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang FEkonomi
Daerah;

e. Merumuskan pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan
evaluasi kebijakan ekonomi mikro dan makro daerah;

f. melaksanakan  kegiatan  penghimpunan, pengoelahan,
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Ekonomi Daerah;

g. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal dan Ekonomi
Daerah;

h. mengoordinasikan  penvusunan laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pembinaan
Badan Usaha Milik Daerah, Penapaman Modal dan
Ekonomi Daerah; dan

i. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Ekonomi Daerah.

Pasal 148

Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi merupakan Unit Kerja Biro Perekonomian .
dalam melaksanakan penyvusunan dan perumusan kebijakan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan di bidang Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan,
Tenaga Kenja dan Transmigrasi.
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Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Biro Perckonomian.

Pasal 149

Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenage Kerja
dan  Transmigrasi mempunyai tugas  melaksanakan
penyusunan dan  perumusan  kebijakan, pengoordinasian,
pembinaan, pemantauan, dan evaluast kebijakan i bidang
Perhubungan dan Transportasi, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Perhubungan, PanWlsata Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan Transmagrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

¢, penyusunan, perumusan dan pembahasan kebijakan di
bidang Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi,

d. pengoordinasian, pemantauan, cvaluasi dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan, Pmm&;&ta
Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 150

Subbagian Perhubungan merupakan Satuan Kkerja Bagian
Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
perumusarl kebijakan, pengoerdinasian, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Perhubungan.

Subbagian Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Perhubungan, Pariwisata,
Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Subbagian Perhubungan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya,



(1)

(3)

129

b. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Baglan Bagian Perhubungan,
Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sesual dengan hingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyusunan, perumusan dan
pembahasan kebijakan di bidang Perhubungan;

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;

e. melaksanakan  kegiatan  penghimpunan, pengolahan,
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang
Perhhubungan; dan '

f. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Perhubungan.

Pasal 151

Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Satuan
kerja Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi mempunyal tugas melaksanakan
penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian vyang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perhubungan,
Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesual dengan lingkup
tugasnya,

b. melaksanakan rencans strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran dart Baglan Bagian Perhubungan,
Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kega dan Transmigrasi
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyusunan, perumusan dan
pembahasan  kebijakan di  bidang pariwisata dan
kebudayaan;

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan
kebudayaan;

e. melaksanakan  kegiatan  penghimpunan, pengolahan,
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pariwisata dan kebudayaan,; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan.
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Pasal 102

Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Satuan
kerja Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga
Kerja dan  Transmigrasi mempunyal tugas melaksanakan
penyusunan dan perumusan kebijakan, pengoordinasian,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perhubungan,
Pariwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesual dengan lingkup
tugasnya,

b. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran dari  Bagian  Perhubungan,
Parmwisata, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sesual dengan lingkup tugasnya,

¢. melaksanakan kegiatan penyvusunan, perumusan dan
pembahasan kebijakan di bidang tenaga kerja dan
transmigrass,

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja
dan transmigrasi;

e. melaksanakan  kegiatan  penghimpunan,  pengolahan,
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga
kerja dan transmigrasi;dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 153

Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan
merupakan  Unit  Kerja  Biro  Perekonomian  dalam
melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian.

Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian.
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Pasal 154

Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
mempunyal tugas melaksanakan penyvusunan dan perumusan
kebijakan, pengeordinasian, pembinaan, pemantauan, dan
evaluasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian. '

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
menyelenggarakan fungsi ;

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian;

c. penyusunan, perumusan dan pembahasan kebijakan di
bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;

d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian;

e. pelaksanaan  kegiatan  koordinasi  operasi  pasar,
pemantauan, pengendalian ketersediaan, distribusi dan
pemantauvan harga bahan pangan;

f. pengoordinasian penyusunan rencana strategis  dan
rencana keria dan anggaran Biro Perekonomian;

g, pelaksanaan tugas ketatausahaan Biro Perekonornian;
h. pelaksanaan  pengordinasian  penyvusunan  laporan
keuangan, kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro

Perekonomian;

i, penviapan fasibitasi koordinasi pelaksanaé_n tugas dan
fungsi dinas dan badan Bidang Perekeonomian; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian,

Pasal 155

Subbagian Kelautan dan Pertanian merupakan Satuan Kerja
Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
mempunyal tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian,
peternakan, perikanan dan kelautan,

Subbagian Kelautan dan Pertanian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian.
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{3) Subbagian Kelautan dan Pertanian mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai
dengan lingkup tugasnya; -

b. melaksanakan. rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Ketahanan - Pangan,
Kelautan dan Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan Kkegiatan penyvusunan, pemmusai} dan
pembahasan kebijakan di bidang pertanian, peternakan,
perikanan dan kelautan;

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian,
peternakan, perikanan dan kelautan;

e. melaksanakan  kegiatan  penghimpunan,  pengolahan,
pemeltharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan mformasi pelaksanaan kebjjakan di bidang
pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;dan

f. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Kelautan dan Pertanian. '

Pasal 156

Subbagian Ketahanan Pangan merupakan Satuan Kerja
Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertaman
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan
kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan.

Subbagian Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian,

Subbagian Ketahanan Pangan mempunyal tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran -Bagian Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penvusunan, perumusan dan
pembahasan kebijakan di bidang ketahanan pangan,

d. melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan
pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan
pangail,

e. melaksanakan  kegiatan  penghimpunan, pengolahan,
pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pelaksanaan kebijakan di bidang
ketahanan pangan;
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f. melaksanakan kegiatan  koordinasi  operast  pasar,
pemantauan, pengendalian ketersediaan, distribusi dan
pemantauan harga bahan pangan; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Ketahanan Pangan.

Pasal 157

{1} Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja Bagian

(2)

Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawalan, keuangan,
barang, surat-menyurat dan kearsipan serta kerumahtanggaan
Biro Perekonomian.

Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan
Pertanian.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Biro Perekonomian dari
Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertaniansesuai
dengan lingkup tugasnya,

b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Biro
Perekonomian dari Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertaniansesuai dengan lingkup tugasnya;

¢, mengoordinasikan  penyusunan rencana Kerja dan
anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Biro
Perekonomian; '

d. melaksanakan  kegiatan  monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran Bio
Perekonomian;

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang Biro Perekonomian;

{. melaksanakan kegiatan  ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Biro Perekonomian;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi
Biro Perekonomian;

h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja Biro Perekonomian;

i. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor Biro Perekonomian;

j- melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan
acara Biro Perekonomian; '
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k. melaksanakan  pengelolaan teknologit  imformasi  Biro

Perekonomian;

l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertermuan  Biro

Perckonormian;

m. menghimpun bahan rencana strategis dan rencana kerja

dan anggaran Biro Perekonomian;

n. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Biro
Perekonomian

o. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan

kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Biro
Perekonomian,

p. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan,

kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Perekonomian,;

g. mengeoordinasikan penyusunan rencana kerja dan

anggaran serta anggaran Bagian Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertaman;

r. melaksanakan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas dan Badan Bidang Perekonomian;

s, mengoordinasikan penyusunan bahan laporan keuangan,

kegiatan kinerja dan akuntabilitas Bagian Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian; dan

t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Subbagian Tata Usaha Biro.
Bagian Kelima
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pasal 158

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyal tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam :

a.

mengoordinasikan penyusunan Kebijakan urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan,
pertamanan dan pemakaman;

. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas

penyelenggara urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan dan  kawasan  permukiman, pertanahan,
lingkungan hidup, kehutanan, pertamanan dan pemakaman,

. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan; dan

.melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
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Pasal 158
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup rﬁengoordinasﬂ{an :
a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
b. Dinas Bina Marga;
¢. Dinas Sumber Daya Air;
d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
¢. Dinas Kehutanan; dan
f. Dinas Lingkungan Hidup.
Paragraf 1
Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Pasal 160

(1) Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
melaksanakan pertzyvusunan  kebijakan, mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup,
kehutanan, pertamanan dan pemakaman, pemantauan
fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pengendalian
penyelesaian kewajiban.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud pada
avat {1}, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
. anggaran Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

¢. penyusunan kebijjakan urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan,
pertamanan dan pemakaman, pemantauan fasilitas sosial
dan fasilitas umum serta pengendalian penyelesaian
kewajiban,;

d. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan keawasan permukiman, pertanahan,
lingkungan hidup, kehutanan, pertamanan dan pemakaman,
pemantauvan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta
pengendalian penyelesaian kewajiban;

e. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Buo
_Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
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f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

g. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Penataan
Kota dan Lingkungan Hidup; dan

h. pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bire Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Pasal 16 1

(1} Susunan Organisasi Biro Penataan Kota dan Lingkungan
Hidup, sebagai berikut :

a. Bagian Struktur Ruang Kota, terdiri dari :

1. Subbagian Bina Marga dan Utilitas Perkotaan;
2. Subbagian Infrastruktur Transportasi; dan
3. Subbagian Tata Air.

b. Bagian Pola Ruang Kota, terdiri dari ;

1. Subbagian Penataan Kawasan;
2. Subbagian Pemanfaatan Ruang Kota; dan
3. Subbagian Perumahan dan Bangunan.

¢. Bagian Lingkungan Hidup, terdiri atas:

1. Subbagian Ruang Terbuka Hijau;
2. Subbagian Sanitasi Lingkungan; dan
3. Subbagian Tata Usaha Biro.

d. Bagian Pembangunan Kota, terdiri atas :

1. Subbagian Pemantauan Program Pembangunan,

2. Subbagian Pemantauan Fasilitas Sosial dan Fasilitas
Umum; dan

3. Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban,

(2) Bagan Susunan Organisasi Biro Penataan Xota dan
Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 162

(1) Bagian Struktur Ruang Kota merupakan Unit Kerja Biro
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal bina
marga dan utilitas perkotaan, Infrastruktur transportasi dan
tata air.

(2} Bagian Struktur Ruang Kota dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.
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Pasal 163

{1} Bagian Struktur Ruang Kota mempunyal tugas melaksanakan

perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal binag -
marga dan utilitas perkotaan, Infrastruktur transportas: dan
tata air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Bagian Struktur Ruang Kota menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Struktur Ruang Kota;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Strukfur Ruang Kota;

c. perunmusan, pembahasan dan penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah dalam hal bina marga dan utilitas
perkotaan, Infrastruktur transportasi dan tata air;

d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
dalam hal bina marga dan utilitas perkotaan, Infrastruktur
transportasi dan tata air;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  kebijakan
pemerintahh daerah dalam hal bina marga dan utilitas
perkotaan, Infrastruktur transportasi dan tata air;

f. penghimpunan dan penelitian data dan informasi dalam
rangka perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam hal
bina marga dan  |utilitas perkotaan, Infrastruktur
transportasi dan tata air; dan

g, peiaporaﬁ dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian Struktur Ruang Kota.

Paszal 164

Subbagian Bina Marga dan Utilitas Perkotaan merupakan
Satuan Kerja Bagian Struktur Ruang Kota dalam pelaksanaan
kegiatan perumusan, pengoordinasian, pemantauan  dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dacrah dan
fasilitasi pembangunan jalan, prasarana dan sarana jalan
serta  kelengkapannya, jembatan, jaringan energi dan
telekomunikasi, serta sarana jaringan utilitas terpadu.

Subbagian Bina Marga dan Utilitas Perkotaan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Struktur Ruang
Kota.

Subbagian Bina Marga dan Utilitas Perkotaan mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Struktur Ruang Kota sesuai dengan
lingkup tugasnya,
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran dari Bagian Struktur Ruang Kota
sesuai dengan lingkup tugasnys,;

c¢. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah mengenai
pembangunan jalan, prasarana dan sarana jalan serta
kelengkapannya,  jembatan, jaringan  energi  dan
telekomunikasi serta sarana jaringan utilitas terpadu;

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah mengenai pembangunan jalan, prasarana dan
sarana jalan serta kelengkapannya, jembatan, jaringan
energi dan telekomunikasi serta sarana jaringan utilitas
terpadu;

e. melaksanakan pemantavan dan evaluasi  kebijakan
pemerintah daerah mengenai pembangunan prasarana dan
sarana jalan serta kelengkapannya, jembatan, jaringan
energi dan telekomunikasi serta sarana jaringan utilitas
terpadu;

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penelitian data
dan informasi dalam rangka penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah mengenai pembangunan prasarana dan
sarana jalan serta kelengkapannya, jembatan, jaringan
energi dan telekomunikasi serta sarana jaringan utilitas
terpadu;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan fugasnya mengenail pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah vang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan prasarana dan @ sarana jalan  serta
kelengkapannya, jembatan, jaringan energi dan telekomunikasi
serta sarana jaringan utilitas terpadu; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Bina Marga dan Utilitas Perkotaan.

Pasal 165

(1} Subbagian Infrastruktur Transportasi merupakan Satuan
kerja Bagian Struktur Ruang Kota dalam pelaksanaan
kegiatan perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal
pembangunan prasarana dan sarana transportast laut, udara,
serta sistem jaringan pelayanan lalu lintas anglkutan jalan dan
perkeretaapian untuk angkutan massal.

(2) Subbagian Infrastruktur Transportasi dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Struktur Ruang
Kota.

{3} Subbagian Infrastruktur Transportasi mempunyai tugas :
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran Bagian Struktur Ruang Kota sesuai dengan
lingkup tugasnya,
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b, melaksanakan  rencana  strategis  dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Struktur Ruang Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam
hal pembangunan prasarana dan sarana transportasi laut,
udara serta sistem jaringan pelayanan laly lintas angkutan
jalan dan perkerctaapian untuk angkutan massal;

d. melaksanakan kegiatan koordinasi kebijakan pemerintah
daerah dalam hal pembangunan prasarana dan sarana
transportasi laut, udara serta sistem jaringan pelayanan
lalu lintas angkutan jalan dan perkeretaapian wuntuk
angkutan massal;

e, melaksanakan kegiatan pemantauan, dan evaluasi
kebijakan pemerintah daerah dalam hal pembangunan
prasarana dan sarana transportasi laut, udara serta sistem
jaringan  pelayanan lalu lintas angkutan jalan dan
perkeretaapian untuk angkutan massal;

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penelitian data
dan informasi dalam rangka penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah dalam hal pembangunan prasarana dan
sarana transportasi laut, udara serta sistem jaringan
pelayanan lalu lintas angkutan jalan dan perkeretaapian
untuk angkutan massal,

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan tugasnya mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah vyang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan prasarana dan sarana transportasi laut,
udara serta sistem jaringan pelayanan lalu lintas angkutan
jalan dan perkerctaapian untuk angkutan massal;

h. mengoordinasikan penvuasunan bahan rencana sirategis
dan rencana kerja dan anggaran Biro Penataan Kota dan
Lingkungan Hidup dari Bagian Struktur Ruang Kota;

1. mengoordinasikan  penyusunan  laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Struktur Ruang
Kota; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Subbagian Infrastruktur Transportasi.

Pasal 166

Subbagian Tata Air merupakan Satuan Kerja Bagian Struktur
Ruang Kota dalam pelaksanaan kegiatan  perumusan,
pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan sistem
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air
termasuk jaringan air bersih dan pengembangan sistem
pengendalian daya rusak air/pengendalian banjir berupa
antara lain sungai, saluran, waduk, situ dan polder serta
tanggul laut.
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(2) Subbagian Tata Air dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Struktur Ruang Kota.

Subbagian Tata Air mempunyai fugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis danrencana kerja dan
anggaran Bagian Struktur Ruang Kofa sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Struktur Ruang Kota sesuat
dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan kegiatan perumusan, pembahasan dan

penyusunan, bahan kebijakan pemerintah daerah dalam
pengembangan  sistern  konservasi sumber daya  air,
pendayagunaan sumber daya air termasuk jaringan air
bersih dan pengembangan sistem pengendalian daya rusak
air/pengendalian banjir berupa antara lain sungai, saluran,
waduk, situ dan polder serta tanggul laut;

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah dalam hal pengembangan sistem konservasi sumber
daya air, pendayagunaan sumber daya air termasuk
jaringan air bersih dan pengembangan sistem pengendalian
daya rusak air/pengendalian banjir berupa antara lain
sungai, saluran, waduk, situ dan pelder serta tanggul laut;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi  kebijakan
pemerintahh  daerah dalam hal pengembangan sistem
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya
air termasuk jaringan air bersith dan pengembangan sistem
pengendalian daya rusak air/pengendalian banjir berupa
antara lain sungai, saluran, waduk, situ dan polder serta
tanggul laut;

melaksanakan penghimpunan dan penelitian data dan
informasi dalam rangka penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah dalam pengembangan sistem konservasi
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air
termasuk jaringan air bersih dan pengembangan sistem
pengendalian daya rusak air/pengendalian banjir berupa
antara lain sungai, saluran, waduk, situ dan polder serta
tanggul laut;

mermberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
sesuai dengan tugasnya mengenai pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah dalam ‘Thalpengembangan sistem
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya
air termasuk jaringan air bersih dan pengembangan sistem
pengendalian daya rusak air/pengendalian banjir berupa
antara lain sungai, saluran, waduk, situ dan polder serta
tanggul laut; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Air.
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Pasal 167

Bagian Pola Ruang Kota merupakan Unit Kerja Biro Penataan
Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan perumusan,
pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah dalam hal penataan kawasan,
pemanfaatan ruang kota serta perumahan dan bangunan.

Bagian Pola Ruang Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Pasal 168

Bagian Pola Ruang Kota mempunyai tugas relaksanakan
perumusan, pengoordinasian, pemantauvan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penataan
kawasan, pemanfaatan ruang kota serta perumahan dan
bangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat {1}, Bagian Pola Ruang Kota menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Pengendalian Pola Ruang Kota;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pengendalian Pola Ruang Kota;

c. pembahasan, penyusunan dan perumusan kebijakan
pemerintah daerah dalam penataan kawasan, pemanfaatan
ruang kota serta perumahan dan bangunan;

d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
dalam penataan kawasan, pemanfaatan ruang kota seria
perumahan dan bangunan;

e. pemantauan dan cvaluasi kebijakan pemerintah daerah
dalam hal penataan kawasan, pemanfaatan ruang kota
serta perumahan dan bangunan;

f. penghimpunan dan penelitian data dan informasi mengenai
pelaksanaan penataan kawasan, pemanfaatan ruang kota
serta perumahan dan bangunan; dan

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian Pola Ruang Kota.

Pasal 169

Subbagian Penataan Kawasan merupakan Satuan kerja
Bagian Pola Ruang Kota dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan  kebijakan pemerintah  daerah mengenai
implementasi rencana penataan dan pengembangan kawasan,
termasuk panduan rancang kota atau rencana tata bangunan
dan lingkungan.
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Subbagian Penataan Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pola Ruang Kota.

Subbagian Penataan Kawasan mempunyai tugas ;

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Pola Ruang Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya, :

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pola Ruang Kota sesual
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, pembahasan dan
penyusuinan, bahan kebijakan pemerintah daerah dalam
implementasi rencana penataan dan pengembangan
kawasan, termasuk panduan rancang kKota atau rencana
tata bangunan dan lingkungan;

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah
dacrah dalamm implementast rencana penataan dan
pengembangan kawasan, termasuk panduan rancang kota
atau rencana tata bangunan dan lingkungan;

e. pemantauan dan evaluasi kebiyjakan pemerintah daerah
dalam implementasi rencana penataan dan pengembangan
kawasan,termasuk panduan rancang kota atau rencana
tata bangunan dan lingkungan;

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penelitian data
dan informasi dalam rangka penyusunan bahan kebijakan
pemerintah  daerah mengenal implementasi rencana
penataan dan pengembangan kawasan, termasuk panduan
rancang kota atau rencana tata bangunan dan lingkungan;

g. melaksanakan Kkegiatan penyusunan bahan saran/
pertimbangan/rekomendasi serta laporan kegiatan mengenai
implementasi rencana penataan dan pengembangan
kawasan, termasuk panduan rancang kota atau rencana
tata bangunan dan lingkungan; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Penataan Kawasan.

Pasal 170

Subbagian Pemanfaatan Ruang Kota merupakan Satuan Kerja
Bagian Pola Ruang Kota dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan pemcrintah  daerah  mengenai
implementasi rencana pola ruang dan implementasi
mekanisme insentif dan disinsentif dalam penataan ruang.

Subbagian Pemanfaatan Ruang Kota dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pola Ruang Kota.
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Subbagian Pemanfaatan Ruang Kota mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaranBagian Pola Ruang Kota sesual dengan lingkup
fugasnya,

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pola Ruang Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, pembahasan dan
penyusunarn bahan kebijakan pemerintah daerah mengenai
implementasi rencana pola ruang dan  implementasi
mekanisme insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijjakan pemerintah
daerah dalam implementasi rencana pola ruang dan
implementasi mekanisme insenti! dan disinsentif dalam
penataan ruang;

e. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah
dalam implementasi rencana pola ruang dan implementast
mekanisme insentif dan disinsentil dalam penataan ruang;;

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penelitian data
dan informasi dalam rangka penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah mengenai implementasi rencana pola
ruang dan implementasi mekanisme insentif dan disinsentif
dalam penataan ruang;

g. melaksanakan kegiatan penyusunan saran, pertimbangan
atau rekomendasi mengenal pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah vyang fterkait dengan implementast
rencana pola ruang dan implementasl mekanisme insentif
dan disinsentif dalam penataan ruang; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pemanfaatan Ruang Kota.

Pasal 171

Subbagian Perumahan dan Bangunan merupakan Satuan
Kerja Bagian Pola Ruang Kota dalam pelaksanaan kegiatan
perurnusan, pengoordinasian, pemantauan dan @ evaluasi
pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  daerah  mengenai
implementasi pengembangan perumahan, serta pengendalian
pembangunan dan pelestarian bangunan gedung.

Subbagian Perumahan dan Bangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pola Ruang Kota.

Subbagian Perumahan dan Bangunan mempunyal tugas :
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran, Bagian Pola Ruang Kota sesuai dengan lingkup
fugasnya,
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b, melaksanakan rencana sirategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pola Ruang Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, pembahasan dan
penyusunan, bahan kebijakan pemerintah daerah dalam
implementasi pengembangan perumahan, serta
pengendalian pembangunan dan pelestarian bangunan
gedung;

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah dalam implementas] pengembangan perumahan,
serta  pengendalian pembangunan dan pelestarian
bangunan gedung;

e, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah
dalam implementasi pengembangan perumahan, serta
pengendalian pembangunan dan pelestarian bangunan
gedung;

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penelitian data
dan informasi dalam rangka penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah mengenal implementasi pengembangan
perumahan, serta pengendalian pembangunan dan
pelestanian bangunan gedung;

g. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan saran/
pertimbangan/rekomendasi  serta  laporan  kegiatan
mengenal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang
terkait dengan implementasi pengembangan perumahan,
serta pengendalian pembangunan dan pelestarian
bangunan gedung;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis

dan rencana kerja dan anggaran Bagian Pola Ruang Kota;

i. mengoordinasikan  penyusunan laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pola Ruang
Kota, dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Perumahan dan Bangunan,

Pasal 172

Bagian Lingkungan Hidup merupakan Unit Kerja Biro
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal
pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau, sanitas:
lingkungan serta ketatausahaan Biro Penataan Kota dan
Lingkungan Hidup.

Bagian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.
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Pasal 173

Bagian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan  pemerintah daerah  mengenai
pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau, sanitasi
lingkungan serta ketatausahaan Biro Penataan Kota dan
Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat {1}, Bagian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
‘anggaran, Bagian Lingkungan Hidup;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Lingkungan Hidup;

C. perumﬁsan, penyvusunan dan pembahasan kebijakan
pererintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan
pengembangan ruang terbuka hijau, sanitasi lingkungan;

d. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluast
pelaksanaan kebijakan pemerintah dacrah yang berkaitan
dengan pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka
hijau, sanitas: ingkungan,;

e. penghimpunan, pengolahan, serta penyajian data dan
informasi dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan
dan pengembangan rusng terbuka hijau, sanitasi
lingkungan,; :

f. pengelolaan  kepegawalan, keuangan, Tbarang dan
ketatausahaan Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

g. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran
Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

h. pengoordinasian penyusunan laporan keuvangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas Biro Penataan Kota dan
Lingkungan Hidup;dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Linglkungan Hidup.

Pasal 174

Subbagian Ruang Terbuka Hijau merupakan Satuan Kerja
Bagian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan keglatan
perumusan, pengeordinasian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  daerah  mengenai
implementasi rencana ruang terbuka hijau publik dan privat,
pengembangan dan penataan pemakaman serta fasilitasi
pemantauan kualitas udara.
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(2} Subbagian Ruang Terbuka Hijau dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup.

(3)

(1)

Subbagian Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas :

&.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagien Lingkungan Hidup sesual dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Lingkungan Hidup sesuai
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan kebijakan pemerintah daerah vang terkait
dengan implementasi rencana ruang terbuka hijau publik
dan privat, pengembangan dan penataan pemakaman
serta fasilitasi pemantauan kualitas udara;

mengoordinasikan pelaksanaan Lkebijakan pemerintah
daerah dalam implementasi rencana ruang terbuka hiau
publik dan privat, pengembangan dan penataan
pemakaman serta fasilitasi pemantauan kualitas udara

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi rencana
ruang terbuka hyau publik dan privat, pengembangan dan
penataan pemakaman serta fasilitasi pemantauan kualitas
udara;

melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan serta
penyajian data dan informasi mengenai implementas:
rencana raang terbuka hiyjau publik dan privat,
pengembangan dan penataan pemakaman serta f{asilitasi
permantauan kualitas udara;

melaksanakan kegiatan penyusunan bahan  saran/
pertimbangan/rekomendasi  serta laporan  kegiatan
mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah vang
terkait dengan implementasi rencana ruang terbuka hijau
publik dan privat, pengembangan dan penataan
pemakaman serta fasilitasi pemantauvan kualitas udara;
dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 175

Subbagian Sanitasi Lingkungan merupakan Satuan kerja
Bagian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Kkegiatan
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan
dengan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah,
persampahan, serta implementasi regulasi insentif dan
disinsentif dalam peningkatan kualitas lingkungan.
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(2} Subbagian Sanitasi Lingkungan dipimpin oleh secorang
Kepala Subbagian vyang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan
Hidup.

(3] Subbagian Sanitasi Lingkungan mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Lingkungan Hidup sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Lingkungan Hidup sesuai
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan keglatan perumusan, penyusunan, dan
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah vang
terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan air
limbah, persampahan, serta implementasi regulasi
insentif dan disinsentif dalam peningkatan kualitas
lingkungan;

. mengoordinasikan pelaksanaan kebiakan pemerintah

daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan air
limbah, persampahan, serta implementasi regulasi
insentif dan disinsentif dalam peningkatan kualitas
lingkungan,; '

malaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan
kualitas pengelolaan air limbah, persampahan, serta
implementasi regulasi insentif dan disinsentif dalam
peningkatan kualitas lingkungan;

melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
serta  penyajian data dan informasi mengenait
peningkatan  kualitas  pengelolaan  air  limbah,
persampahan, serta implementasi regulasi insentif dan
disinsentif dalam peningkatan kualitas lingkungan;

melaksanakan kegiatan penyusunan bahan  saran/
pertimbangan/rekomendasi  serta laporan  kegiatan
pelaksanaan kebijakan pemerintah dacrah vang terkait
dengan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah,
persampahan, serta implementasi regulasi insentif dan
disinsentif dalam peningkatan kualitas lingkungan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Sanitasi Lingkungan.

Pasal 176

(1) Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja Bagian
Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
kepegawaian, keuangan, barang, surat-menyurat dan
kearsipan serta kerumahtanggaan Biro Penataan Kota dan
Lingkungan Hidup.
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Subbagian Tata Usazha Biro dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :

a. menghimpun bahan rencana strategis dan rencana Kkerja
dan anggaran, Bagian Lingkungan Hidup;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Lingkungan Hidup sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Biro
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; ‘

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Biro Penataan
Kota dan Lingkungan Hidup,

e. melaksanakan pengelolaan keuangan Biro Penataan Kota
dan Lingkungan Hidup;

f. melaksanakan pengelolaan barang Bire Penataan Kota dan
Lingkungan Hidup;

g. melaksanakan pengelolaan surat menyurat Biro Penataan
Kota dan Lingkungan Hidup;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Biro Penataan Kota
dan Lingkungan Hidup;

i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana keria Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup ;

i. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor Biro Penataan Kota dan
Lingkungan Hidup;

k. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan
acara Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

1. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan ruang
rapat Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

m. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Lingkungan
Hidup;

n. mengoordinasikan  penyusunan laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilifas Bagian Lingkungan
Hidup;

o. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis,
rencana kerja dan anggaran, seria dokumen pelaksanaan
anggaran Biro;

p. melaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
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g. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan
kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Biro
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

r. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan,
kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Biro Penataan Kota dan
Langkungan Hidup;

s. menghimpun, mengolah, memelihara, mengembangkan,
memaniaatkan dan menyajikan data dan informasi Biro
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 177

Bagian Pembangunan Kota merupakan Unit Kerja Biro
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan
perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal
pemantauan program pembangunan, pemantauan fasilitas
sosial dan fasilitas umum serta penyelesaian pemenuhan
kewajiban.

Bagian Pembangunan Kota dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Pasal 178

Bagian Pembangunan Kota mempunyai fugas melaksanakan
perumusan, pengoordinasian, pemantavan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah  daerah dalam hal
pemantauan program pembangunan, pemantauan fasilitas
sosial dan fasilitas umum serta penyelesalan pemenuhan
kewajiban..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Pembangunan Kota menyelenggarakan fungsi :

a, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Pembangunan Kota;

b, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pembangunan Kota;

c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan
pemerintah daerah dalam hal pemantauan program
pembangunan, pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas
umum serta penyelesaian pemenuhan kewajiban.;

d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
dalarn  hal pemantauan  program  pembangunan,
pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas amum serta
penyelesaian pemenuhan kewajiban;
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e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah

(1)

daerah dalam hal pemantauan program pembangunan,
pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta
penyelesaian pemenuhan kewajiban;

penghimpunan dan pengolahan data dan informasi dalam
rangka penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam
hal pemantauan program pembangunan, pemantauan
fasilitas sosial dan fasilitas umum serta penyelesaian
pemenuhan kewajiban; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian Pembangunan Kota.

Pasal 179

Subbagian Pemantauan Program Pembangunan merupaken
Satuan kerja Bagian Pembangunan Kota dalam pelaksanaan
kegiatan - perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan
evaluasi  kebijakan pemerintah  dacrah  mengena:
pemantauan  proses  pembangunan dan fasilitasi
penyelesaian permasalahan pembangunan vang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Subbagian Pemantauan Program Pembangunan dipimpin
oleh secorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Pembangunan Kota.

Subbagian Pemantauan Program Pembangunan mempunyai
tugas .

a. menyusun bahan rencana sirategis dan rencana kerja
dan anggaran, Bagian Pembangunan Kota sesual dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pembangunan Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan Kkegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah yang
terkait dengan pemantauan proses pembangunan dan
fasilitasi penyelesaian permasalahan pembangunan yvang
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;

d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah yang terkait dengan pemanfauan proses
pembangunan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
pembangunan vang dibiayai Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan
pemaniauan proses pembangunan dan fasiitasi
penyelesaian permasalahan pembangunan yvang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; '
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f. melaksanakan Kkegiatan penghimpunan, pengolahan dan
penyajian data dan informasi mengenal pemantauan
proses pembangunan dan fasilitasi penyelesaian
permasalahan pembangunan yang dibiayai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

g. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan saran/
pertimbangan/rekomendasi - serta  laporan  kegiatan
mengenal pelaksanaan kebijakan vang terkait dengan
pemantauan  proses  pembangunan dan  fasilitasi
penyelesaian permasalahan pembangunan yang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana Kkerja dan anggaran Bagian Pengendalian
Pembangunan Kota;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pengendalian
Pembangunan Kota; dan

j- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pemantauan Program Pembangunan.

Pasal 180

Subbagian Pemantauan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
merupakan Satuan Kerja Bagian Pembangunan Kota dalam
pelaksanaan  kegiatan  perumusan, pengoordinasian,
pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah
mengenai Izin Prinsip Pembebasan Lahan, Izin Prinsip
Pemanfaatan Tanah dan kewajiban penyediaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum serta fasilifasi penyelesaian
permasalahan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Subbagian Pemantauan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
dipimpin  oleh  seorang Kepala  Subbagian  yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Pembangunan Kota.

Subbagian Pernantauan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
mempunyai Tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana keda
anggaran,Bagian Pembangunan Kota sesuai dengan
lingkup fugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pembangunan Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, pembahasan dan
penvusunan kebijakan pemerintah daerah yang terkait
dengan Izin Prinsip Pembebasan Lahan, lzin Prinsip
Pemanfaatan Tanah dan kewajiban penyediaan fasilitas
sosial dan fasilitas umum serta fasilitasi penyelesaian
permasalahan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
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d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah yang terkait dengan Izin Prinsip Pembebasan
Lahan, Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan kewajiban
penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta
fasilitasi penyelesaian permasalahan fasilitas sosial dan
fasilitas umum;

e. melaksanakan pemantauvan dan evaluasi pelaksanaan
kebijjakan pemerintah daerah yang terkait dengan Ilzin
Prinsip Pembebasan Lahan, Izin Prinsip Pemanfaatan
Tanah dan kewajiban penyediaan fasilitas sosial dan
fasilitas wmum serta fasilitasi penyelesaian
permasalahan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

f. melaksanakan keglatan penghimpunan, pengolahan,
serta penyajian data dan informasi mengenai pemernuhan
kewajiban penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum
serta fasilitasi penyelesaian permasalahan fasilitas sosial
dan {asilitas umum;

g. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan  saran/
pertimbangan/rekomendasi serta laporan  Lkegiatan
mengenai  pelaksanaan kebijakan pemerintah  dacrah
vang terkait dengan Izin Prinsip Pembebasan Lahan, Izin
Prinsip Pemanfaatan Tanah dan kewajiban penyediaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum serta fasilitasi
penyelesaian permasalahan fasilitas sosial dan fasilitas
umum,; dan ‘

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pemantauan Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum.

Pasal 181

Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban merupakan
Satuan Kerja Bagian Pembangunan Kota dalam pelaksanaan
kegiatan perumusan, pengoordinasian, pemantauan dan
evaluasi kebijakan pemerintah daerah mengenai penyelesaian
kewajiban dan sanksi rumah susun, kewajiban tambahan dan
kewajiban tertunda.

Subbagian Pengendalian Penyelesatan Kewajiban dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan Kota.

Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban mempunyal
fugas : ,

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Pembangunan Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya,

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pembangunan Kotas esuai dengan lingkup
tugasnya,;
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¢. melaksanakan keglatan perumusan, pembahasan dan
penyusunan kebijakan pemerintah daerah mengenai
penyelesaian  kewajiban  dan  sanksi  rumah  susun,
kewajiban tambahan dan kewajiban tertunda;

d. mengoordinasikan pelaksanaan  kebijakan pemerintah
daerah mengenai penyelesaian kewajiban dan sanksi rumah
susun, kewajiban tambahan dan kewajiban tertunda;

¢. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah mengenai penyelesaian
kewaijiban dan sanksi rumah susun, kewajiban tambahan
dan kewajiban tertunda;

f. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, serta
penyajian data dan informasi mengenai penyelesalan
kewajiban dan sanksi rumah susun, kewajiban tambahan
dan kewajiban tertunda;

g. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan saran/
pertimbangan /rekomendasi serta  laporan kegiatan
mengenail  pelaksanaan  kebijakan pemerintah  daerah
mengenai penyelesaian kewajiban dan sanksi rumah susun,
kewajiban tambahan dan kewajiban tertunda; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban.

Bagian Keenam
Asisten Kesejahteraan Rakvat
Pasal 182

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyatr tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam :

a. mengoordinasikan  penyvusunan  kebjakan  pendidikan,
kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan perhmiungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, mental
spiritual, kepemudaan dan olahraga;

b. mengoordinasikan  dan mengendalikan pelaksanaan tugas
pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan  perempuan dan  perlindungan  anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
perpustakaan, kearsipan, mental spiritual, kepemudaan dan
olahrags;

¢. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan; dan

d. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas
Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 185
Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan :
a. Dinas Pendidikan,;

b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
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Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Dinas Sosial;
Dinas Kesehatan; dan

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk;

Paragraf 1
Biro Kesejahteraan Sosial
Pasal 183

Biro Kesejahteraan Sosial mempunyal ftugas melaksanakan
penyusunankebyakan, mengoordmasikan, memantau,
mengevaluasi dan membina administrasi penyelenggaraan
urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Biro Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyusumnan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Kesejahteraan Sosial;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Kesejahteraan Sosial;

c. penyusunan kebijakan pelaksanaan urusan kesehatan,
sosial, pemberdayaan  masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

d. pengoordinasian, pemantavan, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan  kebijakan urusan  kesehatan, sosial,
pemberdavaan masyarakat, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan
keluarga berencana,

¢. penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan makro
sistem kesejahteraan sosial dacrah;

f. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Biro
Kesejahteraan Sosial;

g pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro

Kesejahteraan Sosial;

h. pengelolaan  kearsipan, data dan informasi ‘Biro
Kesejahteraan Sosial; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Kescjahteraan Sosial.
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Pasal 184

Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Sosial, terdirn: dari:
a. Bagian Kesehatan, terdiri dari :

1. Subbagian Kesehatan Masyarakat;

2. Subbagian Pelayanan Kesehatan; dan

3. Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan.
b. Bagian Sosial, terdiri dari :

1. Subbagian Perlindungan Sosial;

2. Subbagian Penanggulangan Kemiskinan; dan

3. Subbagian Rehabilitasi Sosial.
¢. Bagian Pemberdayaan, terdiri dari;

1. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat;

2. Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak; dan :
3. Subbagian Tata Usaha Biro.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Bagan Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Sosial

2

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur mi.

Pasal 185

Bagian Kesehatan merupakan Unit Kerja Biro Kesejahteraan
Sosial dalam pelaksanaan perumusan, pengoordinasian,
pembinaan, pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah - daerah di  bidang kesehatan
masyarakat, pelayanan Kkesehatan serta pengendalian
masalah kesehatan.

Bagian Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

Pasal 186

Bagian Kesehatan mempunyai tugas  perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan pemerintah daerah di  bidang
kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan serta
pengendalian masalah kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Bagian Keschatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Kesehatan;

b. pelaksanaan  rencana  strrategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Keschatan, :
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¢, perumusan, penvusunan dan pembahasan kebgakan
pemerintah daerah di bidang kesehatan masvarakat,
pelayanan kesehatan serta pengendalian masalah
kesehatan;

d. pengoordinasian, pembinaan, pernantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan serta
pengendalian masalah kesehatan,;

e. penghimpunan dan pengolahan data dan informasi
scbagal bahan penyusunan kebijakan Pemerintah daerah -
di bidang keschatan masyarakat, pelayanan kesechatan
serta pengendalian masalah kesehatan; dan

f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Kesehatan.

Pasal 187

Subbagian Keschatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja
Bagian Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan,
pengoordinasian, - pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga, gizi,
promosi keschatan, peran serta masyarakat, keschatan
lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan
kefarmasian..

Subbagian Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian vyang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keschatan.

Subbagian Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran, Bagian Kesehatan sesuai dengan ingkup
fugasnya,; :

b. melaksanakan rencana strategis dandokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Keschatan sesuai dengan
Lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di
bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan
keluarga, gizi, promosi Kkesehatan, peran serta
masyarakat, keschatan lingkungan, keschatan kerja,
kesehatan olahraga, dan kefarmasian.

d. melaksanakan kegiatan  koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang kesehatan masyarakat
meliputi kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan,
peran serta masyarakat, kesehatan lingkungan,
keschatan kerja, kesehatan olahraga, kefarmasian.
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e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi kesehatan sebagai
bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di
bidang kesehatan masyarakat meliputi keschatan
keluarga, gizi, promost kesehatan, peran seria
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja,
kesehatan olahraga dan kefarmasian; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas
Subbagian Kesehatan Masyarakat.

Pasal 188

Subbagian Pelayanan Keschatan merupakan Satuan kerja
Bagian Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebiakan pemerintah daerah di  bidang
pelayanan kesehatan, meliputi meliputi fasilitas layanan
kesehatan rujukan dan Krisis kesehatan, fasilitas kesehatan
dasar, tradisional dan komplementer, standarisasi mutu
pelayvanan kesechatan, pengembangan dan pemberdayaan
SDM kesehatan.

Subbagian Pelayanan Keschatan dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keschatan.

Subbagian Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana keria
dan anggaran, Bagian Kesehatan sesuai dengan lingkup
tugasnya,

b. melaksanakan rencana  strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Kesehatan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah i
bidang pelayanan kesehatan, meliputi fasilitas layanan
kesehatan ryjukan dan  krisis kesehatan, fasilitas
kesehatann  dasar, fradisional dan komplementer,
standarisasi mutu pelayanan kesehatan, pengembangan
dan pemberdayvaan SDM kesehatan;

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan,
pemantauan  dan  evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang pelayanan keschatan
meliputi fasilitas layanan kesehatan rujukan dan krisis
kesehatan, fasilitas kesehatan dasar, tradisional dan
kampl&manter standarisasi mutu peiayana,n kesehatan,
pengembangan dan pemberdayaan SDM kesechatan,

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan
penvusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang
pelayanan keschatan, meliputi fasilitas layanan
kesehatan rujukan “dan  krisis kesehatan, fasilitas
kesehatan dasar, tradisional dan komplementer,
standarisasi mutu pelayanan kesehatan, pengembangan
dan pemberdayaan SDM kesehatan; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pelayanan Keschatan.
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Pasal 189

Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan merupakan
Satuan Kerja Bagian Kesehatan dalam pelaksanaan
kegiatan perurmnusari, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan evahuasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pengendalian masalah kesehatan meliputi
penyakit menular tular vecfor, zoonosis, penyakit fidak
menular, keschatan jiwa, Napza, surveilans, epidemologi
dan imunisasi, serta alat kesehatan,

Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesehatan.

Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai
tugas : :

a. menyvusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran, Bagian Kesehatan sesuat dengan lingkup
tugasnya,;

b. melaksanakan rencana  strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Kesehatan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

¢, melaksanakan kegiatan perumusan, penyvusunan dan

- pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di
bidang pengendalian masalah keschatan meliputi
penyakit menular, tular vector, zoonosis, penyakit tidak
menttlar, kesehatan jiwa, Napza, surveilans, epidemologi
dan imunisasit, serta aiat kesehatan

d. melaksanakan  keglatan koordinasi, pembinaan,
pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang pengendalian masalah
keschatan meliputi penyakit menular, tular vector,
zoonosis, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, Napza,
surveilans, epidemologi dan imunisasi, serta alat
kesehatan

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi pengendalian masalah
kesehatan meliputi penyakit menular, tular vector,
zoonosis, penyakit tiak menular, keschatan jiwa, Napza,
surveilans, epidemologi dan imunisasi, serta alat
kesehatan

f. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Kesehatan;

g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bire Kesejahteraan
Sosial yang terkait tugas dan fungsi Bagian Keschatan;
dan

h. melaperkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pengeendalain Masalah Kesehatan.
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Pasal 190

Bagian Sosial merupakan Unif Kerja Biro Kesejahteraan
Sosial dalam pelaksanaan perumusan, pengoordinasian,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di hidang perlindungan sosial,
penanggulangan kemiskinan dan rehabilitas: sosial.

Bagian Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

Pasal 191

Bagian Sosial mempunyai tugas perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebiiakan pemerintah daerah di  bidang
perlindungan  sosial, penanggulangan kemiskinan dan
rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat {1}, Bagian Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, Bagian Sosial;

b. pelaksanaan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Sosial;

c. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan
pemerintah  daerah di bidang perlindungan sosial,
penanggulangan kemiskinan dan rehabilitast sosial;

d. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan
rehabilitasi sosial;

e. penghimpunan dan pengolahan data dan informasi
sebagai bahan penvusunan di bidang perlindungan
sosial, penanggulangan kemiskinan dan rehabilitasi
sosial;

f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
-~ dan fungsi Bagian Sosial.

Pasal 192

Subbagian Perlindungan Sosial merupakan Satuan Kerja
Bagian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di  bidang
perlindungan sosial meliputi perlindungan sosial korban
bencana, jaminan sosial, pemulihan dan reintegrasi, serta
promosi sosial dan bina undian

Subbagian Perlindungan Sosial dipumpin oleh seorang
Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosial.
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Subbagian Perlindungan Sesial mempunyai tugas !

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran, Bagian Sosial sesuail dengan lingkup
fugasnya,

b. melaksanakan rencana strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Sosial sesual dengan
lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegilatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di
bidang perlindungan sosial meliputi perlindungan sosial
korban  bencana, Jjaminan sosial, pemulihan dan
reintegrasi, serta promoesi sosial dan bina undian;

d. melaksanakan  kegiatan  koordinasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah  daerah di  bidang perlindungan  sosial
meliputi perlindungan sosial korban bencana, jaminan
sosial, pemulihan dan reintegrasi, serta promosi sosial
dan bina undian; :

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan Kkebijakan pemerintah daerah di bidang
perlindungan sosial meliputi perindungan sosial korban
bencana, jaminan sosial, pemulthan dan reintegrasi,
serta promosi sosial dan bina undian;

f. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja anggaran Bagian Sosial;

g. mengoordinasikan  penyusunan laporan keuangan,
kegiatan, kinerja dan askuntabilitas Biro Kesejahteraan
Sosial yang terkait tugas dan fungsi Bagian Sosial; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Perlindungan Sosial.

Pasal 193

Subbagian Penanggulangan Kemiskinan merupakan Satuan
Keria Bagian Sosial dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang
penanggulangan kemiskinan meliputi pemberdayaan fakir
miskin, data fakir miskin, pemberdayaan tenaga dan
lembaga kesejghteraan sosial serta nilai kepahlawanan;

Subbagian Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosial.

Subbagian Penanggulangan Kemiskinan mempunyat tugas :
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja

dan anggaran Bagian Sosial sesual dengan lingkup
tugasnya;
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b. melaksanakan  rencana  strategis  dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagilan Sosial sesual dengan
lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di
bidang penanggulangan kemiskinan meliputi
pemberdayaan fakir muskin, data {fakir miskin,
pemberdayaan tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial
serta nilai kepahlawanan;

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan,
pemantangan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan
pemerintah  daerah di bidang  penanggulangan
kemiskinan meliputi pemberdayaan fakir miskin, data
fakir miskin, pemberdayaan tenaga dan lembaga
kesejahteraan sosial serta nilai kepahlawanan;

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penvajian, pemeliharaan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan sebagal bahan penyusunan
kebijjakan di bidang penanggulangan kemiskinan
meliputi pemberdayaan fakir miskin, data fakir miskin,
pemberdayaan tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial
serta nilat kepahlawanan;

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Penanggulangan Kemiskinan. -

Pasal 194

Subbagian Rehabilitasi Sosial merupakan Satuan Kerja
Bagian Sosial dalamn pelaksanaan kegiatan perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di  bidang
rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial anak dan
lansia, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan kerban
tindak kekerasan serta fasilitas sosial;

Subbagian Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Sosial.

Subbagian Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Sosisl sesual dengan lingkup
fugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Sosial sesual dengan
lingkup tugasnya; -

¢. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijjakan pemerintah daerah di
bidang bidang rchabilitasi sosial meliputi rehabilitas:
sosial anak dan lansia, penyandang disabilitas, tuna
sosial, dan korban tindak kekerasan serta fasilitas sosial;
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d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembingan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang rehabilitasi sosial meliputi
rehab sosial anak dan lansia, penvandang disabilitas,
tuna sosial, dan korban tindak kekerasan serta fasilitas
sosial;

e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan sebagai bahan penyusunan
kebijakan bidang rehabilitasi sosial meliputi rehab sosial
anak dan lansia, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan
korban tindak kekerasan serta fasilitas sosial;

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Rehabilitasi Sosial.

Pasal 195

Bagian Pemberdayaan merupakan Unit Kerja Biro
Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pemberdayaan masyarakat dan pengendalian penduduk
serta keluarga berencana.

Bagian Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

Pasal 196

Bagian Pemberdayaan mempunyai tugas perumusan,
pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta ketatausahaan Biro Kesejahteraan
Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pemberdayaan;

b. pelaksanaan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pemberdayaan;

¢. perumusan, penyusunan dan pembahasan  kebjjakan
poemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta
ketatausahaan Biro Kesgjahteraan Sosial;



(2)

(3)

163

d. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijjakan pemerintah daerah di bidang
pemberdayaan perempuan dan  perlindungan anak,
pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta ketatausahaan Biro Kesejahteraan
Sosial;

e. penghimpunan, pengolahan, penyajlan, pemeliharaan,
pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi
sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan
keluarga  berencana  serta  ketatausahaan — Biro
Kesejahteraan Sosial;

f. pengelolaan Kkepegawaian, keuangan, barang dan
ketatausahaan Biro Kesejahteraan Sosial;

g. pengoordinasian penyusunan bahan rencana strategis
danrencana kerija dan anggaran Biro Kesegjahteraan
Sosial;

h. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kegiatan,
kinerja dan akuntabilitas Biro Kesejahteraan Sosial; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Pemberdayaan.

Pasgal 197

Subbagian Pemberdayvaan Masvarakat merupakan Satuan
Kerja Bagian Pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pemberdayaan
dan kesejahteraan keluarga, peningkatan partisipasi
masyarakat dan teknologl tepat guna, pengelolaan dan
kemitraan RPTRA, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan.

Subbagian Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana startegis dan rencana kerja
dan anggaran, Bagian Pemberdayaan gesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pemberdayaan sesual
dengan lingkup tugasnya;

¢. melaksanakan Kkegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di
_bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pemberdayaan
dan kesejahteraan keluarga, peningkatan partisipasi
masyarakat dan teknologi tepat guna, pengelolaan dan
kemitraan RPTRA, pengendalian pendudui{ dan keluarga
berencana
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d. melaksanakan  kegiatan  koordinasi,  pembinaan,
pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat
melipuit pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,
peningkatan partisipas: masyarakat dan teknologl tepat
guna, pengelolaan dan kemitraan RPTRA, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana

¢. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi pemberdayaan masyarakat sebagal
bahan penvusunan kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat meliputi pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga, peningkatan partisipasi masyarakat dan
teknologi tepat guna, pengelolaan dan kemitraan RPTRA,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pemberdavaan Masyarakat.

Pasal 198

Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan
Anak merupakan Satuan Kerja Bagian Pemberdayaan dalam
pelaksanaan kegiatan perumusan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak meliputi perlindungan perempuan dan anak, fumbuh
kembang anak, PUG dan peningkatan kualitas perempuan.

Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Pemberdayaan.

Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana sirrategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Pemberdayaan sesual dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  sirategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pemberdayaan sesual
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan pemerintah daerah di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak meliputi perlindungan perempuan dan anak,
tumbuh kembang anak, PUG dan peningkatan kualitas
perermpuan

d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pembinaan, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak meliputi perlindungan perempuan dan anak,
tumbuh kembang anak, PUG dan peningkatan kualitas
perempuan _
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e. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penvajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan
data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak meliputi periindungan perempuan
dan anak, tumbuh kembang anak, PUG dan peningkatan
kualitas perempuan;

f. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis
dan Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Pemberdayaan;

g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan,
kegiatan kinerja dan akuntabilitas Bagian Pemberdayaan;
dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Analk.

Pasal 199

Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja
Bagian Pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan kepegawaian, keuangen, barang, surat-
menyurat dan  kearsipan serta kerumahtanggaan Biro
Kesejahteraan Sosial.

Subbagian Tata Usaha Biro dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyal tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran, Bagian Pemberdayaan;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pemberdayaan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana
anggaran Biro Kesejahteraan Sosial;

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang Biro Kesejahteraan Sosial;

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Biro Kesejahteraan Sosial;

f. melaksanakan kegiatan kearsipan, data dan informasi
Biro Kesejahteraan Sosial;

g. melaksanakan pemneliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja Biro Kesejahteraan Sosial;
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h. melaksanakan pemeliharaan Kkebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor mengoordinasikan
penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian
Pemberdayaan;

i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara
Biro Kesejahteraan Sosial;

j. melaksanakan pengelolaan teknologi mnformasi Biro
Kesejahteraan Sosial;

k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Biro
Kesejahteraan Sosial,

. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Biro Kesejahteraan
Sosial;

m. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluast
pelaksanaan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Biro Kesejahteraan Sosial;

n. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan
kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana Biro
Kesejahteraan Sosial;

o. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Kesejahteraan
Sosial;

p. menghimpun, mengelah, memelihara, mengembangkan,
memaniaatkan dan menyajikan data dan informasit Biro
Kesejahteraan Sosial; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha Biro.

Paragraf 2
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Pasal 200

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi dan membina  administrasi
penyelenggaraan urusan pendidikan, perpustakaan, kearsipan,
kepemudaan dan olahraga, mental spiritual dan lembaga
keagamaarn.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual menyelenggarakan
fungsi ;

a. peniyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bire Pendidikan dan Mental Spiritual;



167

. penvusunan kebijjakan penyelenggaraan urusan pendidikan,

kepemudaan  dan olahraga, perpustakaan, kearsipan,
mental spiritual dan lembaga keagamaan;

. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan

pelaksanaan kebijakan urusan pendidikan, kepemudaan

~dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, mental spiritual

dan lembaga keagamaan;

. fasilitasi  kegiatan mental spiritual, dan lembaga

keagamaan;

penyusunan, pemantauan dan evaluast kebijakan makro
urusan pendidikan, kepemudaan dan  olahraga,
perpustakaan, kearsipan;

. perigelolaan  kepegawaian, keuangan dan barang Biro

Pendidikan dan Mental Spiritual;

.pengelolaan  ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro

Pendidikan dan Mental Spiritual;

pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Pendidikan
dan Mental Spiritual; dan

. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Pasal 201

(1} Susunan Organisasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual,
sebagai berikut .

a.

d.

Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip, terdiri dari ;

1. Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat; dan

3. Subbagian Perpustaksan dan Arsip.

Bagian Mental Spiritual, terdirt dari :

1. Subbagian Fasilitasi Kegiatan Masyarakat;

2. Subbagian Lembaga Mental Spiritual; dan

3. Bubbagian Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual.
Bagian Pemuda dan Olah Raga, terdin dari :

1. Subbagian Pemuda;

2. Subbagian Olah Raga; dan

3. Subbagian Tata Usaha.

Kelompok Jabatan Fungsional.

{(2) Bagan Susunan Organisasi Biro Pendidikan dan Mental
Spiritual  sebagaimana  tercanturmn  dalam  Lampiran
Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 202

Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip merupakan
Unit kerja Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dalam
pelaksanaan perumusan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan  kebijakan
pemerintah daerah urusan pendidikan, perpustakaan dan
kearsipan.

Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual,

Pasal 203

Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip mempunyai
wgas melaksanakan perurusan, pengoordinasian,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi  pelaksanaan
kebijakan  pemerintah  daerah  urusan  pendidikan,
perpustakaan dan kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip;

c. penghimpunan dan pengolahan data dan informasi
sebagai bahan  penyusunan  kebijakan  urusan
pendidikan, perpustakaan dan kearsipan;

d. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebijakan
urusan pendidikan, perpustakaan dan kearsipan;

e. pelaksanaan sosialisasi kebijjakan urusan pendidikan,
perpustakaan dan kearsipan;

{. pengoordinasian pelaksanaan kebyakan urusan
pendidikan, perpustakaan dan kearsipan;

g. pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan
urusan pendidikan, perpustakaan dan kearsipan;

h. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan urusan
pendidikan, perpustakaan dan kearsipan;

i. penyilapan bahan laporan Biro Pendidikan dan Mental
Spiritual yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian
Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip; dan

}- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsit Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip.
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Pasal 204

Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan
Satuan Kerja Pendidikan, Perpustakaan dan Arsipdalam
pelaksanaan kegiatan perumusan, pengoordinasian,
pembinaarn, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah mengenai pendidikan dasar
dan menengah.

Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan,
Perpustakaan dan Arsip.

Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan
Arsip sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan
dan Arsip sesual dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan  kegiatan dan anggaran  Bagian
Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan

linglup tugasnya;

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi pendidikan dasar dan
menengah  sebagal  bahan  penvusunan  kebijakan
pendidikan dasar dan menengah;

e. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebijakan pendidikan dasar dan
menengah; :

f. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pendidikan
dasar dan menengah, antara lain meliputi penyediaan
sarana dan prasarana, pengembangan dan peningkatan
mutu fenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta
didik, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan warga
sckolah, serta data dan informasi penéldzkan dasar dan
mcnengah

g. melaksanakan  kegiatan  koordinasi  pelaksanaan
kebijakan pendidikan dasar dan menengah, antara lain
meliputi penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan dan peningkatan mutu tenaga pendidik,
tenaga kependidikan dan peseria didik, kerja sama dan
kemitraan, pemberdayaan warga sekolah, serta data dan
informasi pendidikan dasar dan menengah;

h. melaksanakan kegilatan pemantauan dan pembinaan

pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar dan menengah,
antara lain meliputi penyvediaan sarana dan prasarana,
pengembangan dan peningkatan mutu tenaga pendidik,
tenaga kependidikan dan peserta didik, kerja sama dan
kemitraan, pemberdayvaan warga sekolah, serta data dan
mmformasi pendidikan dasar dan menengah;
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i. melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pendidikan dasar dan menengah, antara lain meliputi
penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan
peningkatan mutn tenaga pendidik, tenaga kependidikan
dan peserta didik, kerja sama dan kemitraan,
pemberdayaan warga sekolah, serta data dan informasi
pendidikan dasar dan menengah.

j. menviapkan bahan laporan Bagian Pendidikan,

Perpustakaan dan Arsip yvang terkait dengan tugas
Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan

- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

fugas Subbagian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pasal 205

Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat merupakan Satuan Kerja Bagian Pendidikan,
Perpustakaan dan Arsip dalam pelaksanaan kegiatan,
perumusan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
mengenal pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masvarakat.

Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yvang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip.

Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat mempunyai fugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan
Arsip sesuai dengan lingkup fugasnya;

b, melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan
dan Arsip sesuad dengan linglkup tugasnya;

c. melaksanakan  kegiatan dan  anggaran  Bagian
Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip sesual dengan
lingkup tugasnya;

d. melaksanakan Kkegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajiar, pemeliharaan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakatsebagai  bahan
penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;

e. melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebjjakan pendidikan ansk usia dini
dan pendidikan masvarakat
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f. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pendidikan
anak usia dint dan pendidikan masyarakat, antara lain
meliputi program dan satuan pendidikan, penyediaan
sarana dan prasarana, pengembangan dan peningkatan
mutu tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta
didik, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan warga
lembaga, penguatan dan peningkatan mutu lembaga
pendidikan, serta data dan informasi pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat,;

g. melaksanakan kegiatan  koordinasi  pelaksanaan
kebijakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat, antara lain meliputi program dan satuan
pendidikan, penyediaan sarana dan  prasarana,
pengembangan dan peningkatan mutu tenaga pendidik,
tenaga kependidikan dan peserta didik, kerja sama dan
kemitraan, pemberdayaan warga lembaga, penguatan dan
peningkatan mutu lembaga pendidikan, serta data dan
informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;

h. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat, antara lain meliputi program
dan satuan pendidikan, penyvediaan sarana dan
prasarana, pengembangan dan peningkatan mutu tenaga
pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, kerja
sama dan kemitraan, pemberdavaan warga lembaga,
penguatan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan,
serta data dan informasi pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakar;

1. melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,
antara lain melipufi program dan satuan pendidikan,
penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan
peningkatan mutu tenaga pendidik, tenaga kependidikan
dan peserta didik, kerja sama dan kemitraan,
pemberdayaan  warga  lembaga, penguatan dan
peningkatan mutu lembaga pendidikan, serta data dan
informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;

j. menyiapkan bahan laporan Bagian  Pendidikan,
Perpustakaan dan Arsip vang terkait dengan ftugas
Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat.

Pasal 206

Subbagian Perpustakaan dan Arsip merupakan Satuan
Kerja Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip dalam
pelaksanaan kegiatan perurusarn, pengoordinasian,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah urusan perpustakaan dan kearsipan.

Subbagian Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan,
Perpustakaan dan Arsip.
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Subbagian Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan
Arsip sesuai dengan lingkup tugasnya,;

. melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen

pelaksanaan anggaran Bagian Pendidikan, Perpustakaan
dan Arsip sesual dengan lingkup tugasnya;

. melaksanakan  kegiatan dan  anggaran  Bagian

Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip sesual dengan
lingkup tugasnva;

. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,

penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi urusan perpustakaan
dan kearsipan, antara lain meliputi sarana dan
prasarana, pengembangan dan peningkatan mutu pelaku
perpustakaan dan pelaku arsip, kerja sama dan
kemitraan, pemberdayaan, pengembangan dan inovasi
perpustakaan dan kearsipan, data dan informasi
perpustakaan dan arsip;

melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan dan
pembahasan bahan kebiyakan urusan perpustakaan dan
kearsipan, antara lain meliputi sarana dan prasarana,
pengembangan dan  peningkatan mutu  pelaku
perpustakaan dan pelaku arsip, kerja sama dan
kemitraan, pemberdayaan, pengembangan dan inovasi
perpustakaan dan kearsipan, data dan informasi
perpustakaan dan arsip;

melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan urusan
perpustakaan dan kearsipan, antara lain meliputi sarana
dan prasarana, pengembangan dan peningkatan mutu
pelaku perpustakaan dan pelaku arsip, kerja sama dan
kemitraan, pemberdayaan, pengembangan dan inovasi
perpustakaan dan kearsipan, data dan informasi
perpustakaan dan arsip;

melaksanakan  kegiatan  koordinasi pelaksanaan
kebijakan urysan perpustakaan dan kearsipan, antara
lain meliputi sarana dan prasarana, pengembangan dan
peningkatan mutu pelaku perpustakaan dan pelaku
arsip, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan,
pengembangan dan movasl perpustakaan dan
kearsipan, data dan informasi perpustakaan dan arsip;

. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan

pelaksanaan kebijakan urusan perpustakaan dan
kearsipan, antara lain meliputi sarana dan prasarana,
pengembangan dan  peningkatan mutu  pelaku
perpustakaan dan pelaku  arsip, kerja sama dan
kemitraan, pemberdayaan, pengembangan dan inovasi
perpustakaan dan kearsipan, data dan informasi
perpustakaan dan arsip;
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i. melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan
urusan perpustakaan dan kearsipan, antara lain
meliputi sarana dan prasarana, pengembangan dan
peningkatan mutu pelaku perpustakaan dan pelaku
arsip, kerja sama dan kemitraan, pemberdayaan,
pengembangan dan inovasi perpustakaan dan
kearsipan, data dan informasi perpustakaan dan arsip;.

j. menylapkan bahan laporan Bagian Pendidikan,
Perpustakaan dan Arsip yang terkait dengan tugas
Subbagian Perpustakaan dan Arsip; E

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana Kkerja dan anggaran Bagian Pendidikan,
Perpustakaan dan Arsip;

1. mengoordinasikan penyusunan laporan . keuarzgaﬁ,
kegiatan, kinerja dan akuntabilifas Bagian Pendidikan,
Perpustakaan dan Arsip; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Perpustakaan dan Arsip.

Pasal 207

Bagian Mental Spirttual merupakan Unit Kerja Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual dalam pelaksanaan
perumusan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di
bidang mental spiritual masyarakat, lembaga mental
spiritual dan fasilitas keagamaan.

Bagian Mental Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawalb kepada Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Pasal 208

Bagian Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan
perumusan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauvan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah mengenai
Fasilitasi Kegiatan masyarakat, Fasilitasi lembaga mental
spiritual dan bantuan fasilitasi Kegiatan Mental Spiritual.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Bagian Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Mental Spiritual,

b, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Mental Spiritual;

¢. penghimpunan dan pengolahan data dan informasi
sebagai bahan  penyusunan  kebijakan  fasilitasi,
pengeordinasian dan pengembangan kegiatan
kemasyarakatan dan mental spirifual; '
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d. pemrosesan pelayanan perizinan pendirian  rumah

"~ ibadah;

~ e. pengkoordinasian pelaksanaan belanja hibah dan/atau

(1)

(3)

bantuan sosial kepada lembaga mental spiritual;

f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan

kemasyarakatan dan mental spiritual;

g. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lembaga

keagamaan;

h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji;

i. pelaksanaan penyeleksian, peiatﬂm, pemberangkatan,

pemulangan dan pelaporan petugas haji daerah;

pengoordinasian penyelenggaraan haji di daerah;

k. pengoordinasian, pemantauan, pembinaan dan

pengevaluasian pelaksanaan kebyakan fasilitasi,
pengoordinasian kegiatan kemasyarakatan, lembaga
mental spiritualdan failitasi kegiatan mental spiritual;

l. pelaksanaan sosialisasi kebyjakan kegiatan

kemasyarakatan dan mental spiritual;

m. penyusunan bahan pemberian saran dan pertimbangan

kepada pimpinan yvang berkaitan dengan keagamaan;

n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan fugas

dan fungsi Bagian Mental Spiritual;
Pasal 209

Subbagian  Fasilitasi Kegiatan Masyarakat merupakan
Satuan Kerja Bagian Mental Spiritual dalam pelaksanaan
kegiatan perumusan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantavan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah
mengenai Fasilitasi kegiatan masyarakat.

Subbagian Fasilitasi Kegiatan Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mental

- Spiritual.

Subbagian  Fasilitasi Kegiatan Masyarakat mempunyai
tugas : '

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Mental Spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
 pelaksanaan anggaran Bagian Mental Spiritual sesuai
dengan hngkup tugasnya; '

c. melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian Mental
Spiritual sesuai dengan lingkup tugasnya;
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melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan

pemanfaatan data dan informast kegiatan

kemasyarakatan sebagai bahan penvusunan kebijakan
kegiatan kemasyarakatan;

melaksanakan kegiatan penyusunan dan pembuatan
kailan, serta perumusan dan pembahasan  bahan
kebijakan kegiatan kemasyarakatan

melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisast
kebijakan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan
pemberdayaan umat, kerjasama dan  kemitraan,
pemberdayaan tokoh agama, data dan informasi kegiatan
kemasyarakatan, Pondok Pesantren, Taman Pendidikan
Al Qurian (TPQ}, Majelis Ta’lim dan Mualaf.

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi meliput:
kegiatan pemberdayaan umat, kerja sama dan
kemitraan, pemberdayaan tokoh agama, data dan
informasi kegiatan kemasyarakatan, Pondok Pesantren,
Taman Pendidikan Al Qurian (TPQ)}, Majelis Ta'lim dan
Mualaf; _

melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan  kebijjakan Pemerintah Daerah mengenat
fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, kegiatan
pemberdayaan umat, kerjasama dan kemitraan,
pemberdayaan tokoh agama, data dan informasi keglatan
kemasvarakatan, Pondok Pesantren, Taman Pendidikan
Al Quran (TPQ), Majelis Ta'lim dan Mualaf,

Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan bantuan
sosial pada pondok pesantren, Madrasah Diniyah,
TPQ/TPA dan Majelis Ta'lim;

Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, kegiatan
perayaan hari besar keagamaan dan atau acara
keagamaan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan
tugas Subbagian Kegiatan Kemasyarakatan.

Pasal 210

Subbagian Lembaga Mental Spiritual merupakan Satuan
Kerja Bagian Mental Spiritual dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan, pengoordinasian, pembinaan pemantauan dan
evaluasi kebijakan pemerintah dacrah mengenai kegiatan
lembaga mental spiritual.

Subbagian Lembaga Mental Spiritual dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mental Spiritual.
Subbagian Lembaga Mental Spiritual mempunyat tugas °

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja

dan anggaran Bagian Mental Spiritual sesuai dengan
lingkup tugasnyva;



2

176

b, melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Mental Spiritual sesuai
dengan lingkup tugasnya,

¢c. melaksanakan keglatan dan anggaran Bagian Mental
Spiritual sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan
pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan kebijakan Lembaga Mental Spiritual;

e. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pembuatan
kajian serta perumusan dan pembahasan bahan
kebijakan Lembaga Mental Spiritual;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi
kebijakan Lembaga Mental Spiritual {lembaga yang
dibentuk inisisasi Pemda dan lembaga hirarki dari
pemerintah pusat di bidang keagamaan);

-g. melaksanakan kegiatan fasilitasi, pengkoordinasian dan

monitoring kegiatan keagamaan tingkat daerah maupun
nasional;

h. pengkoordinasian pelaksanaan belanja hibah kepada
lembaga mental spirifual dan bantuan social pada
yayasan keagamaan;

i. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Lembaga Mental Spiritual,
kegiatan lembaga mental spiritual, kerja sama dan
kemitraan lembaga mental spiritual, pemberdayaan
lembaga mental spiritual serta data dan informasi
lembaga mental spiritual;

j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
rencana kerja dan anggaran Bagian Mental Spiritual;

k. mengoordinasikan  penyusunan laporan keuangan,
kegiatan, Kinerja dan akuntabilitas Bagian Mental
Spiritual; dan

l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Lembaga Mental Spiritual.

Pasal 211

Subbagian Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual merupakan
Satuan Kerja Bagian Mental Spiritual dalam pelaksanaan
kegiatan  perumusan, pengoordinasian,  pembinaan,
pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah
mengenal fasilitas kegiatan mental spiritual.

Subbagian Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual dipimpin oleh
scorang Kepala Subbagian vang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mental

Spiritual.
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(31 Subbagian Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual mempunyai

tugas @ :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Mental Spiritual sesuai dengan
Hngkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Mental Spiritual sesual
dengan lingkup tugasnya,;

¢. melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian Mental
Spiritual sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan,
penyajian, pemeliharaan, pengernbangan dan
pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan Kebijakan Fasilitas Kegiatan Mental
Spiritual.

¢. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pembuatan
kajian serta perumusan dan pembahasan bahan
kebijakan Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual.

f. melaksanakan Xkegiatan pembinaan dan sosialisasi
kebijakan Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual, bantuan
sosial rumah ibadah dan {asilitasi kegiatan haji.

g. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan

- kebijakan Fasilitasi Kegiatan Mental Spiritual meliputi
penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah,
bantuan sosial rumah ibadah, fasilitasi kegiatan haji,
data dan informasi sarana dan prasarana tempat tbadah
serta data dan informasi fasilitasi kegiatan haji dan
bantuan sosial rumah ibadah.

h. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Fasilitas Kegilatan Mental
Spiritual, penyvediaan sarana dan prasarana tempat
ibadah, bantuan sosial rumah ibadah, fasilitasi kegiatan
haji, data dan informasi sarana dan prasarana tempat
ibadah serta data dan informasi fasilitasi kegiatan haji
dan bantuan sosial rumah ibadah.

i. melaksanakan kegiatan proses persetujuan pendirian

rumah ibadah;

j- melaksanakan kegiatan seleksi, pelatihan dan pelaporan
petugas haji daerah serta koordinasi, monitoring dan
evaluasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haj
daerah;

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Fasilitas Kegiatan Mental Spiritual;

Pasal 212

Bagian Pemuda dan Olahraga merupakan Unit Kerja Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual dalam pelaksanaan
perumusan, Kebijakan, serta pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan
pemerintah daerah urusan kepemudaan dan olahraga dan
ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.
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Bagian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Pasal 213

Bagian Pemuda dan Olahraga mempunyal tugas
melaksanakan perumusan, pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah  wurusan  kepemudaan dan  olahraga dan
ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan
fungsi;

a. penyusunan rencana sirategis dan rencana kerja dan
anggaran Bagian Pemuda dan QOlahraga sesual dengan
lingkup fugasnya,;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bagian Pemuda dan Olahraga sesual dengan
lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan kegiatan dan anggaran Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi
Bagian Pemuda dan Olahraga ;

d. penghimpunan dan pengolahan data dan informasi
sebagai  bahan  penyusunan  kebijakan  urusan
kepemudaan dan olahraga;

e. perumusan, penyusunan dan pembahasan kebpyakan
urusan kepemudaan dan olahraga;

f. pelaksanaan sosialisasi kebijakan urusan kepemudaan
dan olahraga;

g. pengoordinasian  pelaksanaan  kebijakan  urusan
kepemudaan dan olahraga;

h. pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan
urusan kepemudaan dan olahraga

i. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan urusan
kepemudaan dan olahraga.

j- penyigpan fasilitasi koordinasi pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga;

k. penyusunan rencana strategis Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual;

I. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan
ketatausahaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

m. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja dan anggaran Biro Pendidikan dan Mental
Spiritual;
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n. pengoordinasian  penvusunan  laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual; dan

o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 214

Subbagian Pemuda merupakan Satuan Keria Bagian
Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan kebijakan, serta pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah mengenai Kepemudaan.

Subbagian Pemuda dipimpin  oleh scorang Kepala
Subbagian vang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga .

Subbagian Pemuda mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bagian Pemuda dan Olahraga sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana @ strategis dan  dokumen
peiaksamaan anggaran Bagian Pemuda dan Oldhmga
sesual dengan ingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan dan anggaran Bagian Pemuda
- dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan penghimpunan, pengolahan, penyajan,
pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan
informasi pemuda sebagai bahan penyusunan kebijakan
kepemudaan;

e. melaksanakan kegzatan penyvusunan bahan kebijakan
kepemudaan;

f. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan
kepemudaan, antara lain meliputi penyediaan sarana dan
prasarana, kerja sama dan kemitraan, pembentukan tata
kerja satuan tugas pemuda, ormas kepemudaan,
pemberdayaan pemuda, penyadaran kepemudaan,
pengembangan kewirausahaan kepemudaan, lembaga
kepemudaan, serta data dan informasi kepemudaan;

g. melaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan
kepemudaan, antara lain meliputi penyediaan sarana dan
prasarana, kerja sama dan kemitraan, pembentukan tata
kerja satuan tugas pemuda, ormas kepemudaan,
pemberdayaan pemuda, penyadaran kepemudaan,
pengembangan  kewirausahaan kepemudaan, lembaga
kepemudaan, serta data dan informasi kepemudaan;
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h. melaksanakart kegiatan pemantauan dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan kepemudaan, antara lain meliputi
penyediaan sarana dan prasarana, kerja sama dan
kemitraan, pembentukan tata kerja satuan fugas
pemuda, ormas kepemudaan, pemberdayaan pemuda,
penyadaran kepemudaan, pengembangan kewirausahaan
kepemudaan, lembaga kepemudaan, serta data dan
informasi kepermudaan;

i. melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan
kepemudaan, antara lain meliputi penyediaan sarana dan
prasarana, kerja sama dan kemitraan, pembentukan tata
kerja satuan tugas pemuda, ormas kepemudaan,
pemberdayvaan  pemuda, penyadaran  kepemudaan,
pengembangan kewirausahaan Kkepemudaan, lembaga
kepemudaan, serta data dan informasi kepemudaan;

j. melaksanakan kegiatan fasilitasi koordinasi pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD Bidang Pemuda,;

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis
dan rencana kerja dan anggaran Bagian Mental Spiritual;

I. mengoordinasikan  penyusunan laporan  keuangan,
kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Pemuda dan
Olahraga; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Pemuda.

Pasal 215

Subbagian Olshraga merupakan Satuan Kerja Bagian
Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan
perumusan kebijakan, serta pengoordinasian, pembinaan,
pemantauan dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan
pemerintah daerah mengenai Olahraga.

Subbagian Olahraga dipimpin oleh seocrang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga.

Subbagian Olahraga mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran Bagian
Pemuda dan Olahraga sesual dengan lingkup fugasnya;

b. pelaksanaan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pemuda dan Olahrapga
sesuat dengan lingkup tugasnya;

¢. melaksanakan keglatan dan anggaran Bagian Pemuda
dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. melaksanakan penghimpunan, pengolahan, penyajian,
pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data
dan informasi olahraga sebagai bahan penyusunan
kebijakan keolahragaan;

e. melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kebijakan
keplahragaan;
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f. melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan
keolahragaan, antara lain meliputi penyediaan sarana
dan prasarana, kerja sama dan  kemitraan,
pemberdavaan kelembagaan dan pelaku, pengembangan
dan peningkatan mutu prestasi pelaku, pengembangan
olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga
pendidikan, serta data dan informasi keolahragaan;

g. melaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan
keolahragaan, antara lain meliputi penyediaan sarana
dan  prasarana, Kkerja sama dan  kemitraan,
pemberdavaan kelembagaan dan pelaku, pengembangan
dan peningkatan mutu prestasi pelaku, pengembangan
olahraga prestasi, olahraga rekreast, dan olahraga
pendidikan, serta data dan informasi keolahragaan;

h., melaksanakan kegiatan pemantauan dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan keolahragaan, antara lain
meliputi penyediaan sarana dan prasarana, kerja sama
dan kemitraan, pemberdayaan kelembagaan dan
pelaku, pengembangan dan peningkatan mutu prestasi
pelaku, pengembangan olahraga prestasi, olahraga
rekreasi, dan olahraga pendidikan, serta data dan
informasi keoclahragaan;

i, melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keolahragaan, , antara lain meliputi penyediaan sarana
dan prasarana, kerja sama dan  kemitraan,
pemberdayaan kelembagaan dan pelaku, pengembangan
dan peningkatan mutu prestasi pelaku, pengembangan
olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga
pendidikan, serta data dan informasi keolahragaan;

j.  melaksanakan kegiatan fasilitasi koordinasi pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD Bidang Olahraga; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Olahraga.

Pasal 216

Subbagian Tata Usaha Biro merupakan Satuan Kerja
Bagian Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan  kepegawaian, keuangan, Dbarang, surat
menvurat serta kerumahtanggaan Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual.

Subbagian Tata Usaha Birc dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga .

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas .

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran, Bagian Pemuda dan Olahraga;

b. melaksanakan rtencana  Strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bagian Pemuda dan Olahraga
sesual dengan lingkup tugasnya;
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melaksanakan kegiatan monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana
anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan
barang Biro Pendidikan dan Mental Spiritual,

. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

melaksanakan Kkegiatan kearsipan, data dan informasi
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual;

melaksanakan publikasi kegiatan, dan pengaturan acara
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

melaksanakan pengelolaan teknologi informasi  Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual;

melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual;

menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis
dan rencana Kerja dan anggaran Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual;

melaksanakan pemantauvan, pengendalian dan evaluasi
dokumen pelaksanaan anggaran Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual;

menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan
kebutuhan perlengkapan/peralatan/inventaris Kkantor
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual;

menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan,
kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Biro Pendidikan dan
Mental Spiritual;

menghimpun, mengolah, memelihara, mengembangkan,
memanfaatkan dan menyajikan data dan informasi Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual;

menyiapkan bahan laporan Bagian Pemuda dan
Olshraga vang terkait dengan tugas Subbagian Tata
Usaha Biro; dan

melaporkan dan mempertaﬁggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha Biro;
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BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 217

Biro Sekretariat Daerah dapat mempunyai Jabatan
Fungsional.

Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalamn Susunan
Organisasi Struktural Biro Sekretariat Daerah.,

Pasal 218

Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/
kompetensi Pejabat Fungsional dapat dibentuk Kelompok
Jabatan Fungsional Biroc Sekretariat Daerah yang
ditetapkan oleh Kepala Biro masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat {I) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Biro.

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} diangkat oleh Kepala Biro masing-
masing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Biro
Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Sekretariat
Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

Masing-masing Kepala Biro Sekretaris Daerah
mengembangkan  koordinasi dan  kerjasama dengan
SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/ swasta dalam
rangka meningkatkan  kinerja dan  memperlancar
pelaksanaan tugas dan fungsi Biro yang dipimpin.

Pasal 220

Seluruh  Pejabat Struktural, Fungsional dan Pegawai Biro
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.
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Pasal 221

(1) Seluruh Pejabat Struktural dan Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan,
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan
tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing,.

(2} Seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional dan pegawai Birc Sekretariat Daerah mengikuti
dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 222

Seluruh Pejabat Struktural dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
Biro Sekretariat Daerah mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah
yang diperiukan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 223

{1} Seluruh Pejabat Struktural, Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional dan pegawai . Biro Sekretariat Daerah
menyampaikan laporan pelaksanaan fugas (termasuk
kendala vang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada
atasan masing-masing sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2} Atasan vyang menerima laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang
diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai
kewenangan masing-masing,

Pasal 224

{1) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah
melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan terhadap Biro Sekretariat Daerzah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PAsal 220
Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan
akuntabilitas, serta pengawasan pada Sekretariat Daerah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 226
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur Nomor 247 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 227
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 201¢

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SUMARSONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62148

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003
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